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KATA PENGANTAR 

PT Supreme Energy Rantau Dedap (PT SERD) berencana untuk melakukan “Kegiatan 
Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara 
Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan”.  Kapasitas 
PLTP tersebut akan dicapai secara bertahap, dimana pada Tahap 1 akan dikembangkan 
adalah 92 MW. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi krisis kebutuhan 
energi listrik di Indonesia,  khususnya di Sumatera Selatan, serta mendukung kebijakan 
pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi energi dan pengurangan konsumsi bahan 
bakar minyak (BBM), mengurangi subsidi listrik dan BBM serta memanfaatkan sumber 
daya alam panas bumi yang memiliki potensi ekonomi tinggi.  Rencana pengusahaan 
panas bumi secara umum meliputi pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik 
tenaga panas bumi, pembangunan infrastruktur pendukung dan penyaluran listrik.  

Sebagai tindak lanjut terhadap Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 
42/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Persetujuan Kerangka 
Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi 
untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan 
Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan ini PT SERD menyusun 
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), serta Rencana Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Dengan dilakukannya studi AMDAL 
maka perubahan yang kiranya berdampak negatif diharapkan dapat diminimalisir dan 
memaksimalkan manfaat positif.  

Dalam melaksanakan kegiatan ini, PT SERD berkomitmen dalam pengelolaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL). Kegiatan 
pengusahaan panas bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW ini diharapkan akan 
memberi nilai tambah bagi negara dan rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat di 
kawasan sekitar rencana kegiatan serta memberikan manfaat bagi para pemangku 
kepentingan (stakeholders).  

Kami mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah mendukung dan membantu 
dalam penyusunan dokumen AMDAL ini. Semoga studi AMDAL ini dapat menjadi awal 
yang baik bagi pengembangan proyek ini. 
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Survei 
pendahuluan 

 

Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang 
berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia 
untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta 
Wilayah Kerja 

Eksplorasi Rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, 
geokimia, pemboran uji, dan pemboran sumur eksplorasi yang bertujuan 
untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah 
permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi 
panas bumi. Kegiatan eksplorasi ini sudah selesai dikerjakan dan siap 
dilanjutkan ke tahap pengembangan (eksploitasi). 

Studi 
kelayakan 

Tahapan kegiatan usaha panas bumi untuk memperoleh informasi 
secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan 
usaha panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan 
yang dapat dieksploitasi di wilayah kerja tersebut. PT SERD  sudah 
menyelesaikan Studi Kelayakan. 

Eksploitasi Rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi 
pemboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan 
fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi. Guna 
memasok uap ke pembangkit listrik panas bumi perlu dilakukan 
pemboran sejumlah sumur dari suatu lokasi pemboran (wellpad). 

Pemanfaatan 
tidak 
langsung 

Kegiatan pengusahaan pemanfaatan energi panas bumi untuk 
pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk 
kepentingan sendiri 

Pemanfaatan 
langsung 

Kegiatan pengusahaan pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi 
untuk keperluan non-listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk 
kepentingan sendiri. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN RKL-RPL 

Dokumen RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 
MW oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (PT SERD) memuat upaya untuk mengelola 
dampak lingkungan hidup dan memantau dampak lingkunganan hidup yang terkena 
dampak baik dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting maupun dampak yang 
disimpulkan sebagai dampak penting namun tidak penting.  Adapun maksud dari 
pelaksanaan RKL-RPL pada kegiatan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP 
Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar 
Alam, Provinsi Sumatera Selatan secara umum adalah: 

1. Untuk memastikan bahwa setiap potensi dampak lingkungan akibat kegiatan 
pembangunan PLTP berupa dampak negatif dapat dilakukan dengan: 

a. Pencegahan melalui upaya mencegah terjadinya suatu potensi dampak negatif 
dengan mengubah spesifikasi atau sumber dampak sehingga potensi dampak 
tidak muncul,   

b. Pengendalian atau penanggulangan dengan cara melakukan pengolahan 
terhadap polutan yang dihasilkan dengan alat atau teknologi yang tepat sehingga 
limbah yang ke luar ke lingkungan memenuhi persyaratan baku mutu yang 
ditetapkan, 

c. Pengurangan dalam hal ini menerapkan prinsip daur ulang dan melakukan 
penghematan energi, 

d. Pemulihan manakala terjadi kondisi yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu 
lingkungan sehingga kondisi lingkungan terindikasi mengalami kerusakan, dan 

e. Maksimalisasi potensi dampak yang bersifat positif.   

2. Untuk mengetahui kecenderungan (trend) pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup kegiatan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 
MW.  

3. Untuk menyusun pedoman pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan oleh PT 
SERD yang dapat mendorong perusahaan agar dapat melakukan perbaikan secara 
terus menerus (continual improvement) atas kinerja pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup sebagaimana pedoman dalam dokumen RKL-RPL atau acuan 
tambahan berdasarkan dinamika dampak yang terjadi. 

4. Sebagai alat control manajemen terhadap penaatan terhadap peraturan perundang 
undangan bidang lingkungan hidup terutama standar baku mutu lingkungan yang 
dipersyaratkan pada kegiatan panas bumi. 

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang telah dituangkan 
dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)  adalah sebagai acuan  pelaksanaan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup di area proyek PT SERD dan perubahan lingkungan 
yang kemungkinan terjadi serta upaya mengantisipasinya. Penyusunan RPL ditekankan 
pada upaya penanganan dampak penting serta dampak lingkungan lain yang dianggap 
perlu dipantau untuk keperluan upaya pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala 
proyek maupun skala lingkungan yang lebih luas. 
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Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 
MW oleh PT SERD adalah untuk: 

1. Menghindari/mencegah dampak negatif yang akan timbul akibat Kegiatan 
Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW yang dilakukan 
melalui pemilihan alternatif pengelolaan, 

2. Menanggulangi, meminimalkan atau mengendalikan dampak negatif yang mungkin 
timbul akibat kegiatan yang dilakukan, mulai pada tahap pra konstruksi, konstruksi, 
dan operasi serta pasca operasi, 

3. Meningkatkan dampak positif yang akan timbul akibat Kegiatan Pengusahaan Panas 
Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW sehingga dapat memberikan manfaat yang 
lebih besar, baik bagi pemrakarsa maupun masyarakat, 

4. Memantau komponen lingkungan di daerah tapak proyek dan sekitarnya yang terkena 
dampak akibat kegiatan sesuai dengan hasil analisis dampak lingkungan, 

5. Melindungi lingkungan geofisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi  budaya serta 
kesehatan masyarakat dari kemungkinan timbulnya gangguan, kerusakan dan 
pencemaran akibat kegiatan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau 
Dedap 250 MW, 

6. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai  dengan teknik operasional yang 
berwawasan lingkungan. 

1.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

PT SERD berkomitmen penuh untuk melakukan operasi  yang aman dimanapun dan 
kapanpun. Keterlibatan proaktif individu, tanggung jawab, akuntabilitas dan perbaikan 
terus-menerus diharapkan dari semua karyawan dan subkontraktor. Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL) dirancang untuk 
menyelaraskan upaya semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Komitmen manajemen dan keterlibatan semua pihak sangat penting di semua tingkat. 
Unsur-unsur dasar dari Sistem Manajemen K3LL antara lain sebagai berikut. 

 Setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban baik sendiri maupun bersama sekaligus 
untuk bekerja dengan aman, selamat, dan peduli dengan lingkungan, 

 Setiap karyawan bertanggung jawab untuk mengetahui dan bertindak sesuai dengan  
Sistem Manajemen K3LL Perusahaan untuk melindungi diri dan orang lain, 
lingkungan, serta perusahaan, 

 Melakukan perencanaan yang efektif dan komunikasi sebagai dasar dari semua 
proses manajemen risiko Perusahaan, 

 Setiap karyawan memiliki kewajiban untuk  mencegah perilaku yang dan menerapkan 
kinerja K3LL secara efektif, 

 Setiap kejadian yang menyangkut K3LL wajib dilaporkan, 
 Setiap karyawan didorong untuk mengidentifikasi perbaikan dan melakukan perbaikan 

dan berpartisipasi dalam mengembangkan rencana peningkatan K3LL. 
 Perusahaan berkomitmen untuk selalu memastikan dan menjaga bahwa semua 

operasi dilakukan dengan cara yang aman, selamat dan ramah lingkungan. Program 
K3LL bertujuan untuk memberikan pedoman, bimbingan dan informasi mengenai 
bekerja dengan aman dan ramah lingkungan agar setiap tenaga kerja bekerja dengan 
aman, selamat dan pencemaran lingkungan dapat dicegah dalam operasi 
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perusahaan. Semua karyawan Perusahaan dan Kontraktor wajib melakukan dan 
bertanggung jawab memastikan bahwa semua kebijakan maupun prosedur K3LL 
Perusahaan dilaksanakan. 
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BAB 2  
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Sebagai pegangan bagi penanggung jawab usaha, Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RKL) Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW 
oleh PT SERD akan menjadi dokumen pedoman induk pengelolaan lingkungan bagi PT 
SERD. Dokumen ini bukan merupakan dokumen baku, tetapi memuat standar minimal 
arahan pengelolaan yang akan dilakukan, manakala terjadi dinamika perubahan dampak 
dan membutuhkan perubahan pengelolaan ke depan, maka akan dilakukan penyesuaian 
dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/provinsi/pusat. Uraian 
rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat elemen-elemen sebagai berikut: 

a. Dampak lingkungan  

Termasuk dampak penting dan dampak tidak penting.  

b. Sumber dampak  

Tahap Konstruksi  

1. Penerimaan tenaga kerja konstruksi  

2. Penyiapan lahan  

3. Mobilisasi peralatan dan bahan material 

Tahap operasi  

1. Penerimaan tenaga kerja operasi 

2. Operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)  

Tahap Pasca Operasi  

1. Rehabilitasi dan revegetasi lahan  

c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;  

Menunjukan indikator keberhasilan atau berfungsinya alat, sarana atau instrumen 
pegendalian dampak lainnya yang diterapkan oleh PT SERD 

d. Bentuk pengelolan lingkungan hidup; 

Bentuk pengelolaan dampak lingkungan hidup yang diterapkan oleh PT SERD melalui 
tiga pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan/atau 
pendektan sosial budaya. Tidak setiap dampak lingkungan yang akan dikelola 
penerapan pendekatannya wajib mencantumkan ketiga bentuk pendekatan tersebut, 
tetapi memilih bentuk yang relevan dan efektif untuk mengelola dampak. Bentuk 
pengelolaan juga akan memperhatikan status dampak yang akan dikelola. Jika 
dampak primernya telah dikelola dengan baik, maka dampak turunannya tidak akan 
timbul sehingga formulasi pengelolaannya tidak disajikan secara khusus.  

e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;  

Lokasi pengelolaan dilengkapi dengan peta pengelolaan atau penjelasan lain dengan 
memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola.  

f. Periode pengelolaan lingkungan hidup;  
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Periode dilakukan dengan memperhatikan sifat dampak. Tidak ada keseragaman 
waktu dari perode pengelolaan untuk setiap dampak yang timbul.  

g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup;  

Institusi/kelembagaan yang terkait, berkepentingan dan berkaitan dengan kegiatan 
pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksana dari kegiatan ini adalah oleh PT SERD. 
Instansi pengawas adalah instansi yang berperan sebagai pengawas bagi 
terlaksananya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan 
kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 
Instansi Penerima laporan akan disesuaikan sesuai dengan lingkup tugas instansi 
yang terkait dampak dan terkait kegiatan.  

Arahan pengelolaan dampak lingkungan hidup Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk 
PLTP Rantau Dedap 250 MW oleh PT SERD dapat dilihat pada Tabel 2-1. Dampak 
lingkungan yang dikelola tidak hanya dampak yang merupakan dampak penting tetapi 
juga dampak lainnya yang perlu dikelola.  
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Tabel 2-1 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Supreme Energy Rantau Dedap 

20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada Dokumen ANDAL) 

A. Tahap Konstruksi 

1. Terbukanya 
kesempatan 
kerja 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
dapat diserap pada 
tahap konstruksi 
sebesar ±30-40% dari 
total kebutuhan tenaga 
kerja. Tenaga kerja 
yang dibutuhkan 
sesuai dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan. 
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Implementasi SOP Penerimaan 

tenaga kerja secara umum 
meliputi: pengisian formulir 
kebutuhan tenaga kerja oleh user 
yang kemudian di review oleh 
bagian HRD, kemudian melakukan 
penginformasian oleh bagian HRD 
melalui media baik cetak ataupun 
elektronik, review pelamar, 
interview. 

 Penyampaian informasi tentang 
keberadaan lowongan kerja dan 
kualifikasi kebutuhan tenaga kerja 
untuk pelaksanaan konstruksi 
proyek pembangunan PLTP 
Rantau Dedap kepada warga di 
Desa Segamit, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame. 

 Seleksi calon tenaga kerja dan 
penerimaan tenaga kerja sesuai 
dengan formasi yang telah 
ditetapkan dengan 
memprioritaskan tenaga kerja lokal 
di wilayah Desa Segamit, Desa 
Tunggul Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang Endah dan 
Desa Sukarame.  

 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintah Kec. 

Semende Darat Ulu 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

2. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
Kerja pada masa 
konstruksi 

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses penerimaan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan 
berkurangnya komplain 
dari masyarakat. 

Program pengelolaan lingkungan 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Penyampaian informasi mengenai 

lowongan kerja beserta kualifikasi 
yang dibutuhkan untuk kegiatan 
kontruksi pembangunan PLTP 
Rantau Dedap kepada pemerintah 
desa setempat 

 Melaksanakan SOP Penerimaan 
tenaga kerja secara umum yang 
meliputi: pengisian formulir 

Di sekitar lokasi 
kegiatan Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara 
Enim dan Kota Pagar 
Alam 
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintah Kec. 

Semende Darat 
Ulu 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

kebutuhan tenaga kerja oleh user 
yang kemudian di review oleh 
bagian HRD, kemudian melakukan 
penginformasian oleh bagian HRD 
melalui media baik cetak ataupun 
elektronik, review pelamar,  
interview 

 Melakukan komunikasi dan 
membina hubungan dengan 
pemangku kepentingan setempat 
guna menerima masukan dan 
saran dari masyarakat 

 Membuat lembar pengaduan serta 
menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat terkait dengan 
pembebasan lahan. 

 Disnakertrans Kab. 
Muara Enim 

 Disnakertrans Kab. 
Lahat 

 Disnakertrans Kota 
Pagar Alam 

 Pemerintahan 
Kec. Semende 
Darat Ulu, 
Kabupaten Muara 
Enim dan Kota 
Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

Bumi EBTKE ESDM 
 

3. Perubahan laju 
limpasan air 
permukaan 

Aktivitas penyiapan 
lahan 

 Mengendalikan laju 
erosi < 15 
ton/ha/tahun sesuai 
Kep Ditjen RR 
Kemenhut No. 
041/Kpts/V/1998 

 Mengendalikan 
muatan sedimen 
masuk ke sungai 
<100 mg/L sesuai 
Permen LH No. 8 
Tahun 2009. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Mengendalikan aliran permukaan 

yang berasal dari hujan, dengan 
membuat parit untuk mengarahkan 
aliran air hujan menuju saluran 
drainase dan catch pond. 

 Melakukan pembukaan lahan pada 
lokasi yang telah direncanakan 

 Melakukan perkerasan lentur 
(flexible pavement) dengan 
konstruksi batu pada jalan dan 
saluran drainase untuk 
mengendalikan laju limpasan pada 
lokasi-lokasi tertentu. 

Area tapak proyek  
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 
 

4. Gangguan 
terhadap flora 
darat 

Aktivitas penyiapan 
lahan 

 Tumbuhnya 
tanaman 
revegetasi secara 
perlahan pada 
area terbuka, dan 

 Keberadaan 
spesies flora 
sesuai status 
konservasi (PP 
7/1999, IUCN, atau 
CITES) 

 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Meminimalkan pembukaan lahan 

pada lokasi yang memiliki jumlah 
pohon besar dan bertajuk lebar  

 Membuka lahan secara bertahap 
sesuai dengan rencana kegiatan. 

 Melakukan revegetasi dengan 
jenis tanaman lokal yang sesuai 
dengan kondisi tanah dan iklim 
setempat pada lahan kosong  

Area tapak proyek Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
  
 

5. Gangguan Aktivitas penyiapan Keberadaan spesies Program pengelolaan lingkungan Dilakukan pada area Selama kegiatan PT SERD  KLHK  KLHK 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

terhadap fauna 
darat 

lahan fauna sesuai status 
konservasi (PP 
7/1999, IUCN, atau 
CITES) 

 

yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi dan sosial, 
diantaranya: 
 Melakukan pengawasan dan 

pelarangan terhadap aktivitas 
perburuan hewan liar di area 
kerja 

 Menyediakan akses bagi satwa 
pada area-area tertentu agar 
tidak terjadi fragmentasi habitat. 

 Membuat papan pengumuman 
habitat satwa dan pelarangan 
perburuan  

 
 Membuat SOP perjumpaan satwa 

liar yang dilindungi 
 Mensosialisasikan program 

perlindungan dan pengamanan 
hutan 

 Melakukan patroli hutan bersama 
instansi terkait 

yang terganggu  
 

tahap konstruksi  BLH Provinsi 
Sumatra Selatan 

 BLH Kab. Muara 
Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 BLH Provinsi 
Sumatra Selatan 

 BLH Kab. Muara 
Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 
 

6. Perubahan 
kualitas udara 

Mobilisasi peralatan 
dan material 

Kadar debu udara 
ambien ≤ 230 ug/m3 
menurut PP No. 
41/1999 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya:  
 Untuk material curah 

menggunakan kendaraaan 
dengan penutup bak 

 Membatasi kecepatan kendaraan 
pengangkut material dan 
peralatan maksimal20 km/jam 

 Penyiraman jalan yang dilalui, 
bila mobilisasi dilakukan saat 
musim kemarau 

 Melakukan pengecekkan dan 
perawatan berkala serta 
mempersyaratkan kendaraan laik 
operasi untuk pelaksana 

Jalan akses Kota 
Agung menuju lokasi 
proyek 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi. 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

pekerjaan 
7. Perubahan 

tingkat 
kebisingan 

Mobilisasi peralatan 
dan material 

Tingkat kebisingan di 
permukiman pinggir 
jalan akses  ≤ 55 dBA 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Pembatasan kecepatan 

kendaraan pengangkut material 
dan peralatan maksimal 20 
km/jam 

 Pengaturan jarak pergerakan 
kendaraan pengangkut material 
dan peralatan 

 Melakukan pengecekan dan 
perawatan berkala serta 
mempersyaratkan kendaraan laik 
operasi untuk pelaksana 
pekerjaan 

Jalan akses Kota 
Agung menuju lokasi 
proyek 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi. 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

8. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat  

Mobilisasi peralatan 
dan material 

Tidak terjadinya 
peningkatan kejadian 
penyakit berbasis 
lingkungan dan tidak 
terjadinya perubahan 
pola penyakit. 
Masyarakat masih 
dapat memanfaatkan 
sumber daya air untuk 
kebutuhan sehari-hari 
dan kemudahan akses 
pelayanan kesehatan 
masyarakat sekitar 
lokasi proyek 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap kesehatan 
lingkungan melalui penyuluhan 
secara langsung dan tak langsung. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Provinsi 
Sumatra Selatan 

 Dinkes Kab. Muara 
Enim 

 Dinkes Kab. Lahat 
 Dinkes Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

C. Tahap Operasi 

1. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
operasi 

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga 
kerja di tahap operasi 
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Penetapan tingkat upah/gaji 

sesuai dengan KHL (Kebutuhan 
Hidup Layak). 

 Melakukan kegiatan 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara 
Enim dan Kota 
Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

2. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
operasi 

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses penerimaan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan 
adanya komplain dari 
masyarakat. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya : 
 Memberikan pelatihan 

keterampilan kepada tenaga kerja 
yang diberhentikan untuk dapat 
bersaing dalam mendapatkan 
perkerjaan baru yang lebih baik. 

 Memberikan dan menyediakan 
informasi peluang kerja kepada 
pekerja yang diberhentikan 
karena berakhirnya kegiatan 
PLTP. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara 
Enim dan Kota 
Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 
 

  Operasional PLTP Tidak adanya persepsi 
negatif operasional 
PLTP yang ditandai 
dengan adanya 
komplain dari 
masyarakat. 

PTSERD melalui akan melakukan 
pengelolaan terhadap dampak dari 
operasional PLTP. Program 
pengelolaan lingkungan melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Penyampaian informasi 

mengenaiaktivitas operasionan 
PLTP Rantau Dedap kepada 
pemerintah desa setempat 

 Melakukan komunikasi dan 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
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membina hubungan dengan 
pemangku kepentingan setempat 
guna menerima masukan dan 
saran dari masyarakat 

 Membuat lembar pengaduan 
serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat terkait dengan 
pembebasan lahan. 

Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Kabupaten Muara 
Enim dan Kota 
Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 

 
 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 

 
 

D. Tahap Pasca Operasi 

1. Peningkatan 
terhadap jumlah 
flora darat 

Rehabilitasi/ 
Revegetasi  
 

 Tumbuhnya 
tanaman revegetasi 
secara perlahan 
pada area terbuka, 
dan 

 Keberadaan spesies 
flora sesuai status 
konservasi (PP 
7/1999, IUCN, atau 
CITES) 

 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Melakukan revegetasi dengan 

jenis tanaman yang sesuai 
dengan kondisi tanah dan iklim 
setempat pada lahan kosong 
seperti jenis tumbuhan lokal. 

 Penghijauan daerah kegiatan 
dengan menggunakan jenis-jenis 
tumbuhan yang menjadi sumber 
pakan satwa. 

Pada seluruh area 
yang tidak lagi 
digunakan 
akandilakukan 
rehabilitasi/ 
revegetasi 
 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

2. Peningkatan 
habitat fauna 
darat 

Rehabilitasi/ 
Revegetasi  
 

Keberadaan spesies 
fauna sesuai status 
konservasi (PP 
7/1999, IUCN, atau 
CITES) 

 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Melarang adanya kegiatan 

perburuan dan penangkapan 
satwa serta pengambilan flora 
yang dilindungi. 

 Mensosialkan program 
perlindungan dan pengamanan 
hutan 

 Melakukan patroli hutan bersama 
instansi terkait 

Pada seluruh area 
yang dilakukan 
rehabilitasi/ 
revegetasi 
 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola 

A  Tahap Pra Konstruksi 

1. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Kegiatan 
kompensasi lahan 
lokasi rencana 
kegiatan PTSERD.   

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat lokal 
akibat pemberian 
kompensasi lahan. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 

Pada tahap pra-
konstruksi  
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 



PT Supreme Energy Rantau Dedap  Bab 2 - RKL 

 

 
RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, 
Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan 

2-9 

 

20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
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 diantaranya: 
 Pemberian kompensasi lahan 

sesuai hasil konsultasi publik 
dengan masyarakat. 

 Melakukan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

 

Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

2. Perubahan 
pemanfaatan 
lahan 

Kegiatan 
kompensasi lahan 
lokasi rencana 
kegiatan PTSERD.   

Perusahaan 
melaksanakan semua 
kewajiban terkait 
IPPKH dikarenakan 
lahan yang dibuka 
secara hukum masuk 
kawasan Hutan 
Lindung 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
Melakukan sosialisasi perlindungan 
dan pengamanan hutan ke 
masyarakat. 
 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Pada tahap pra-
konstruksi  
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 BPN Kab. Muara 

Enim 
 BPN Kab. Lahat  
 BPN Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

3. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Kegiatan 
kompensasi lahan 
lokasi rencana 
kegiatan PTSERD.   

Tidak adanya 
persepsi negatif 
terhadap 
pembebasan lahan 
yang ditandai dengan 
berkurangnya protes 
dari masyarakat. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya:   
 Sosialisasi mengenai aktivitas 

proyek ke masyarakat di sekitar 
wilayah proyek 

 Melakukan komunikasi dan 
membna hubungan dengan 
pemangku kepentingan setempat 
guna menerima masukan dan 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 

Pada tahap pra-
konstruksi  
 

PT SERD  Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(KLHK) 

 Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) 
Provinsi Sumatra 
Selatan 

 BLH Kabupaten 
(Kab.) Muara Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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saran masyarakat 
 Membuat lembar pengaduan serta 

menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat  

Lahat. Alam 
 Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) 
Kab. Muara Enim 

 BPN Kab. Lahat  
 BPN Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 

 

  
 

B.  Tahap Konstruksi 

1. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga 
kerja di tahap 
konstruksi 
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Penetapan tingkat upah/gaji sesuai 

dengan KHL (Kebutuhan Hidup 
Layak). 

 Melakukan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

2. Perubahan 
kesempatan 
usaha 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

Jumlah dan proporsi 
usaha lokal yang dapat 
diserap pada tahap 
konstruksi kegiatan 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
-  Melakukan kegiatan 

pemberdayaan ekonomi 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 
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Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
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masyarakat. 
-  Pemanfaatan dana CSR untuk 

mendorong masyarakat agar dapat 
memanfaatkan peluang 

Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

  Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

Jumlah dan proporsi 
usaha yang berkurang 
pada tahap pasca-
operasi kegiatan 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai berakhirnya 
kegiatan proyek. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

3. Perubahan erosi 
dan sedimentasi 

Aktivitas penyiapan 
lahan 

 Laju erosi terkendali 
sesuai Surat 
Keputusan Direktur 
Jenderal Reboisasi 
dan Rehabilitasi 
Kementrian 
Kehutanan 
No.041/Kpts/V/1998 
(< 15 ton/ha/tahun). 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Perkerasan lentur lentur (flexible 

pavement) dengan konstruksi 
batu pada jalan dan saluran 
drainase untuk mengendalikan 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
tapak sumur dan 
area PLTP 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
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 Kadar TSS pada air 
limpasan yang 
masuk ke badan 
sungai tidak 
melebihi 100 mg/L 
sesuai Permen LH 
No. 8 Tahun 2009. 

laju limpasan. 
 Membuat saluran irigasi yang 

dilengkapi dengan sediment trap 
untuk menahan air larian yang 
membawa partikel tanah. 

 
 

 Melapisi lahan yang telah dibuka 
dengan batu dan kerikil batuan 

 
 Melakukan perawatan dengan 

mengeruk sediment trap secara 
berkala 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif, misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon 
tegak lurus aliran atau sejajar 
kontur atau pada area terbuka 
yang rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan 
pekerjaan tanah saat musim 
kemarau. 

 Melakukan instalasi slope 
protection pada area-area di 
pinggir jalan dengan kemiringan 
curam untuk menghindari tanah 
longsor 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 

4. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 
terutama pada 
parameter TSS 
dan kekeruhan 

Aktivitas penyiapan 
lahan 

Kualitas air sungai 
setelah pencampuran 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 dan 
Pergub Sumsel No. 16 
Tahun 2005. 
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Melakukan pengelolaan dampak 

erosi dan sedimentasi 
 Melakukan pengelolaan dampak 

perubahan laju limpasan air 
permukaan 

Area tapak proyek  
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

5. Gangguan 
terhadap biota 
air 

Aktivitas penyiapan 
lahan 

Perubahan komposisi 
biota air pada lahan 
yang dibuka 

Upaya meminimalkan gangguan 
terhadap biota air adalah melalui: 
 Melakukan pengelolaan dampak 

erosi dan sedimentasi 
 Melakukan pengelolaan dampak 

perubahan laju limpasan air 
permukaan 

Area tapak proyek  
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

6. Berkurangnya 
kesempatan 
kerja 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

Nilai kompensasi 
yang diberikan akibat 
pengurangan tenaga 
kerja pada kegiatan 
proyek sesuai dengan 
peraturan yang 
perundang-undangan 
yang berlaku. 
Penurunan 
pendapatan 
masyarakat di area 
sekitar proyek akibat 
pelepasan tenaga 
kerja 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Sosialisasi kepada pekerja 

mengenai rencana penutupan 
proyek. 

 Mensosialisasikan rencana 
pelepasan tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang 
layak kepada pekerja sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

7. Perubahan 
kualitas udara 

Pemboran sumur 
produksi, injeksi dan 
uji sumur produksi 

 Emisi gas H2S 
memenuhi Baku 
Mutu sesuai 
PERMENLH No.21 
Tahun 2008 
tentang Baku Mutu 
emisi H2S (< 35 
mg/Nm3) 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya:  
 Mengamankan lokasi sumur dan 

membatasi zona aman untuk 
penduduk sekitar sesuai dengan 

 Di lokasi 
pemboran sumur  
dan uji produksi, 

 Di lokasi 
pemukiman 
penduduk jalan 
akses masuk 
proyek 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi. 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

 Baku mutu lualitas 
udara ambient 
sesuai PP No. 41 
tahun 1999  

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku 
mutu H2S sesuai 
KEPMENLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan 
H2S < 28 µg/Nm3) 

SOP PT SERD. 
 Pekerja yang bekerja di sekitar 

lokasi sumur harus dilengkapi 
dengan perlengkapan 
keselamatan pekerja. 

 Pada lokasi-lokasi uji produksi 
dipasang alat sistem pemantau 
H2S (H2S detector). 

 Mengurangi emisi H2S dengan 
pendekatan teknologi, selama 
layak tekno-ekonomi-lingkungan. 
Pendekatan teknologi dengan 
memberikan injeksi caustic soda 
pada pipa uji guna menangkap 
gas H2S. 

 Pemasangan tanda-tanda 
Keselamatan, Kesehatan Kerja 
dan Lindungan Lingkungan 
(K3LL) sesuai dengan SOP 

 
SOP Evakuasi jika terjadi 
peningkatan kadar H2S di lingkungan 
kerja > 10 ppm. Secara umum SOP 
H2S meliputi; 
 Melakukan monitoring berkala 

tehadap sumber gas H2S. 
Monitoring dilakukan dengan 
menenpatkan sensor elektronik 
pada lokasi-lokasi strategis kerja.  

 Sensor akan memberikan signal 
pada master control system untuk 
di catat. 

 Alarm akan berbunyi apabila 
konsentrasi melebihi 20 ppm 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

8. Peningkatan 
tingkat 
kebisingan 

Konstruksi sipil, 
mekanik, listrik dan 
PLTP 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku 
mutu permukiman 
penduduk < 55 
dB(A),dan industri  
< 70 dB(A) 
berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
tahun 1996   

 Khusus tenaga 
kerja proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas 
(NAB) lingkungan 
kerja sesuai SE 
Menaker 
No.01/MEN/ 97 
(NAB Lingkungan 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya:  
 Mengamankan area-area tapak 

sumur dari permukiman sekitar 
dengan batas pengaman 

 Memastikan area tapak sumur 
terletak jauh dari permukiman atau 
pada jarak dimana tingkat 
kebisingan di permukiman 
mencapai minimal 55 dBA. 

Area tapak proyek  
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi. 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 



PT Supreme Energy Rantau Dedap  Bab 2 - RKL 

 

 
RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, 
Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan 

2-15 

 

20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

kerja < 85 dB(A) 
  Pemboran sumur 

produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku 
mutu permukiman 
penduduk < 55 
dB(A),dan industri  
< 70 dB(A) 
berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
tahun 1996   

 Khusus tenaga 
kerja proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas 
(NAB) lingkungan 
kerja sesuai SE 
Menaker 
No.01/MEN/ 97 
(NAB Lingkungan 
kerja < 85 dB(A) 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat. 
 
Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Menetapkan area buffer zone 

bising. 
 Pemakaian alat pelindung 

pendengaran bagi pekerja 
disekitar lokasi uji produksi 

 
Selain itu, terdapat SOP PPE 
(Personal Protective Equipment) yang 
mewajibkan penggunaan alat 
pelindung diri, misalnya penggunaan 
earplug atau earmuff di area dengan 
tingkat kebisingan tinggi. 

Di lingkungan kerja 
dan pada lokasi 
sumur-sumur  yang 
terdekat dengan 
pemukiman 
penduduk 
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

9. Limbah padat  Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

 Volume limbah yang 
diangkut ke TPA. 

 Volume limbah yang 
digunakan kembali 
atau/dan diserahkan 
ke pihak ketiga. 

 Volume limbah yang 
dimanfaatkan atau 
disimpan dalam 
landfill 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, yaitu: 
 Untuk limbah padat domestik, 

bekerjasama dengan pihak ketiga 
mengelola limbah untuk 
dikirimkan ke TPA (tempat 
pengolahan akhir) daerah  

 Untuk limbah scrap metal, akan 
dikumpulkan di open yard yang 
selanjutnya akan dipergunakan 
kembali atau diserahkan kepada 
pihak ketiga. 

 Untuk limbah drilling 
cutting/drilling mud, akan 
dimanfaatkan untuk bahan 
konstruksi bangunan/jalan atau 
disimpan di landfill. 

Tempat dihasilkan 
limbah padat 
 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

10. Limbah cair Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

Memenuhi ketentuan 
dalam PermenLH No. 
13 Tahun 2007 
tentang Persyaratan 
dan Tata Cara 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, yaitu: 

Sumur injeksi Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

Pengelolaan Air 
Limbah Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan 
Hulu Minyak dan Gas 
serta Panas Bumi 
dengan Cara Injeksi 
 

Air brine yang dihasilkan saat uji 
produksi di AFT akan dialirkan 
kembali ke sumur injeksi. 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

  Konstruksi sipil, 
mekanik, listrik dan 
PLTP 

 Mengikuti 
ketentuan sesuai 
dengan baku mutu 
air limbah yang 
berlaku 

 Tidak ada air 
limbah yang keluar 
dari domestic 
wastewater 
treatment plant. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, yaitu: 
Air limbah domestik akan diolah di 
domestic wastewater treatment plant 
yang lalu dialirkan ke seepage 
ground. Di seepage ground 

Accommodation 
complex, 
warehouse, dan 
kantor proyek 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

11. Limbah B3 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

Memenuhi ketentuan-
ketentuan 
pengelolaan B3 yang 
berlaku (Peraturan 
Pemerintah Nomor 
101 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun) 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya 
limbah B3 akan ditangani oleh pihak 
ketiga yang berlisensi. 
 

Tempat-tempat 
penyimpanan 
sementara limbah 
B3; 

 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

12. Gangguan 
Transportasi 

Mobilisasi peralatan 
dan material 

Tidak terjadinya 
kemacetan pada lokasi 
yang dilalui oleh 
kendaraan peralatan 
dan material 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Menempatkan petugas pengatur 

lalulintas pada titik-titik tertentu 
yang dilalui kendaraan peralatan 
dan material 

 Melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait. 

 Pembatasan kecepatan 
kendaraan pengangkut 

Jalan akses Kota 
Agung menuju lokasi 
proyek 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi. 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Dinas 

Perhubungan 
(Dishub) Provinsi 
Sumatra Selatan 

 Dishub Kab. Muara 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

maksimum 20 km/jam 
 Pengaturan jarak dan waktu 

kendaraan 

Enim 
 Dishub Kab. Lahat 
 Dishubkominfo 

Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

13. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses pelepasan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan 
berkurangnya komplain 
dari masyarakat. 

PTSERD melalui kontraktor 
pelaksana yang ditunjuk akan 
melakukan pengelolaan terhadap 
dampak pelepasan tenaga kerja. 
Program pengelolaan lingkungan 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Penyampaian informasi 

mengenaimasa kerja pada kontrak 
kerja sehingga pekerja dapat 
mempersiapkan diri, 

 Melaksanakan SOP mengenai 
tahapan pelepasan tenaga kerja 
yang salah satunya mengatur 
penyelesaian hak dan kewajiban 
pekerja serta melakukan 
penginformasian pelepasan tenaga 
kerja 

 Melakukan komunikasi dan 
membina hubungan dengan 
pemangku kepentingan setempat 
guna menerima masukan dan 
saran dari masyarakat 

 Membuat lembar pengaduan serta 
menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat terkait dengan 
pembebasan lahan. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

C.  Tahap Operasi 

1. Perubahan 
kesempatan 
kerja 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
operasi 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
dapat diserap pada 
tahap operasi sebesar 
40% dari total 
kebutuhan tenaga 
kerja. Tenaga kerja 
yang dibutuhkan  
sesuai dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan  
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Implementasi SOP Penerimaan 

tenaga kerja secara umum 
meliputi: pengisian formulir 
kebutuhan tenaga kerja oleh user 
yang kemudian di review oleh 
bagian HRD, kemudian 
melakukan penginformasian oleh 
bagian HRD melalui media baik 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

cetak ataupun elektronik, review 
pelamar, interview. 

 Penyampaian informasi tentang 
keberadaan lowongan kerja dan 
kualifikasi kebutuhan tenaga kerja 
untuk pelaksanaan operasional 
PLTP kepada masyarakat di 
sekitar Desa Segamit, 
Kecamatan Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim serta 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat. 

 Seleksi calon tenaga kerja dan 
penerimaan tenaga kerja sesuai 
dengan formasi yang telah 
ditetapkan dengan 
memprioritaskan tenaga kerja 
dari masyarakat di sekitar Desa 
Segamit, Kecamatan Semende 
Darat Ulu, Kabupaten Muara 
Enim serta Desa Tunggul Bute, 
Desa Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten Lahat. 

 Program pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja untuk 
dipekerjakan pada PLTP Rantau 
Dedap maupun kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara 
Enim dan Kota 
Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 

2. Perubahan 
kesempatan 
berusaha 

Penerimaan tenaga 
kerja pada masa 
operasi 

Jumlah dan proporsi 
usaha lokal yang dapat 
diserap pada tahap 
operasi kegiatan 
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Memfasilitasi dan membantu 

penduduk di Desa Segamit, 
Kecamatan Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim serta 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat untuk 
mendirikan usaha baru melalui 
program CSR.  

 Menyelenggarakan program 
pendidikan dan pelatihan 
kewirausahaan serta kegiatan 

Di sekitar 
lokasikegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara 
Enim dan Kota 
Pagar Alam 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

pemberdayaan masyarakat bagi 
penduduk di Desa Segamit, 
Kecamatan Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim serta 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat.  

 Melakukan pelatihan tenaga kerja 
dalam bidang industri yang 
menyerap banyak tenaga kerja 
(Peraturan Presiden No.28 Tahun 
2008 tentang Kebijakan Industri 
Nasional), khususnya pelatihan 
dalam bidang industri kreatif 
seperti kerajinan (handicrafts), 
seni pertunjukan, permainan 
interaktif dan lain-lain. 

 Pemanfaatan dana CSR kepada 
masyarakat diatur lebih lanjut 
dalam kesepakatan antara 
perusahaan, masyarakat dan 
pemerintah. 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

3. Peningkatan 
tingkat 
kebisingan 

Pengoperasian 
PLTP 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku 
mutu permukiman 
penduduk < 55 
dB(A),dan industri  
< 70 dB(A) 
berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
tahun 1996   

 Khusus tenaga 
kerja proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas 
(NAB) lingkungan 
kerja sesuai SE 
Menaker 
No.01/MEN/ 97 
(NAB Lingkungan 
kerja < 85 dB(A) 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya:  
 Mengamankan area PLTP dari 

permukiman sekitar dengan 
perimeter tertentu 

 Memastikan area PLTP terletak 
jauh dari permukiman atau pada 
jarak dimana tingkat kebisingan 
di permukiman mencapai minimal 
55 dBA. 

Di lokasi PLTP 
 

Selama tahap 
operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

4. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 
terutama pada 
parameter TSS 
dan kekeruhan 

Pengoperasian 
PLTP 

Baku mutu kualitas 
badan air penerima 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 dan 
Pergub Sumsel No. 
16 Tahun 2005. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Melakukan pengelolaan dampak 

erosi dan sedimentasi melalui 
instalasi sistem drainase, slope 
protection dan sediment trap dan 
buffer zone berupa vegetasi di 

Di lokasi PLTP 
 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

sekitar badan air di dalam wilayah 
proyek  

 Melakukan pengelolaan dampak 
perubahan laju limpasan air 
permukaan 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 
5. Limbah padat  Pengoperasian 

PLTP 
 Jumlah limbah 

padat domestik 
diukur dari volume 
limbah yang 
diangkut ke TPA. 

 Jumlah limbah 
padat scrap metal 
diukur berdasarkan 
jumlah limbah yang 
digunakan kembali 
atau/dan diserahkan 
ke pihak ketiga. 

 Jumlah limbah 
drilling 
cutting/drilling mud 
diukur dari jumlah 
limbah yang 
dimanfaatkan atau 
disimpan dalam 
landfill 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, yaitu: 
 Untuk limbah padat domestik, 

bekerjasama dengan pihak ketiga 
mengelola limbah untuk 
dikirimkan ke TPA (tempat 
pembuangan akhir) daerah.  

 Untuk limbah scrap metal, akan 
dikumpulkan di open yard yang 
selanjutnya akan dipergunakan 
kembali atau diserahkan kepada 
pihak ketiga. 

 Untuk limbah drilling 
cutting/drilling mud, akan 
dimanfaatkan untuk bahan 
konstruksi bangunan/jalan atau 
disimpan di landfill. 

Tempat dihasilkan 
limbah padat 
 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

6. Limbah cair Pengoperasian 
PLTP 

Memenuhi ketentuan 
dalam PermenLH No. 
13 Tahun 2007 
tentang Persyaratan 
dan Tata Cara 
Pengelolaan Air 
Limbah Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan 
Hulu Minyak dan Gas 
serta Panas Bumi 
dengan Cara Injeksi 
 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, yaitu: 
 Air brine dari Separator Station 

akan dialirkan kembali ke sumur 
injeksi. 

 Air kondensat dari PLTP akan 
dialirkan ke sumur injeksi 

Di lokasi PLTP 
 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

  Pengoperasian 
PLTP 

 Mengikuti 
ketentuan sesuai 
dengan baku mutu 
air limbah yang 
berlaku 

 Tidak ada air 
limbah yang keluar 
dari domestic 
waste water 
treatment plant. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, yaitu: 
 Air limbah domestik akan diolah 

di domestic waste water 
treatment plant yang lalu dialirkan 
ke seepage ground.  

 Untuk air limbah yang 
terkontaminasi oleh minyak dan 
disaring oil catcher akan dikelola 
menurut ketentuan pengelolaan 

Accommodation 
complex, 
warehouse, dan 
kantor proyek 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

limbah B3 Bumi EBTKE ESDM 
 

Bumi EBTKE ESDM 
 

7. Limbah B3 Pengoperasian 
PLTP 

Memenuhi ketentuan-
ketentuan 
pengelolaan limbah 
B3 yang berlaku 
(Peraturan 
Pemerintah Nomor 
101 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun) 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya 
limbah B3 akan ditangani oleh pihak 
ketiga yang berizin. 
 

Tempat-tempat 
penyimpanan 
sementara limbah 
B3 

 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

8. Gangguan 
terhadap fauna 
darat 

Pengoperasian 
PLTP 

Adanya kehadiran 
fauna liar (mengacu 
ke PP No. 7/1999) di 
area proyek 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial, diantaranya: 
 Melakukan pengawasan dan 

pelarangan terhadap aktivitas 
perburuan hewan liar di area 
kerja 

 Menyediakan akses bagi satwa 
pada area-area tertentu agar 
tidak terjadi fragmentasi habitat. 

 Membuat papan pengumuman 
habitat satwa dan pelarangan 
perburuan  

 
 Membuat SOP perjumpaan 

satwa liar yang dilindungi 
 Mengamankan area PLTP dari 

ekosistem alami sekitar dengan 
batas pengaman untuk 
mengurangi gangguan aktivitas 
manusia 

 Mensosialisasikan program 

Dilakukan pada area 
yang terganggu  
 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 
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perlindungan dan pengamanan 
hutan 

 Melakukan patroli hutan bersama 
instansi terkait 

9. Perubahan 
kualitas udara 

Pengoperasian 
PLTP 

 Kualitas emisi 
memenuhi baku 
mutu sesuai 
Permen LH No. 21 
Tahun 2008 

 Kualitas udara 
ambient sesuai PP 
No. 41 tahun 1999 
dan baku mutu 
kebauan sesuai 
KepMen LH No. 50 
tahun 1996 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Memasang peralatan monitoring 

dan alarm (H2S detector). 
 Melakukan monitoring berkala 

tehadap sumber gas H2S.  
 Mengamankan area PLTP dari 

permukiman sekitar dengan batas 
pengaman 

 NCG yang sudah terpisah dari 
steam dilepas ke atmosfer melalui 
cerobong Cooling tower. L/G diatur 
agar emisi gas H2S dapat 
memenuhi Baku Mutunya. Exit 
velocity diatur dengan memasang 
exhaust fan agar gas H2S 
terdispersi di atmosfer sesuai Baku 
Mutu ambient. 

 Beberapa peralatan PLTP yang 
dapat menjadi sumber bising 
adalah Turbine, Generator, Steam 
jet ejector dan Fan Cooling tower. 
Turbine dan Generator diletakkan 
di bangunan tertutup, sedangkan 
Steam jet ejector dan Fan Cooling 
tower berada di ruang terbuka. 

Di lokasi Cooling 
Tower 

Selama tahap 
operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 

D.  Tahap Pasca-Operasi 

1. Penurunan erosi 
dan sedimentasi 

Rehabilitasi/ 
Revegetasi  
 

 Laju erosi terkendali 
sesuai Surat 
Keputusan Direktur 
Jenderal Reboisasi 
dan Rehabilitasi 
Kementrian 
Kehutanan 
No.041/Kpts/V/1998 
(< 15 ton/ha/tahun) 

 Kadar TSS pada air 
buangan yang 
masuk ke badan 
sungai tidak 
melebihi 100 mg/L 
sesuai Permen LH 
No. 8 Tahun 2009. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Mengendalikan erosi secara 

teknis dan vegetatif, misalnya 
dengan melakukan penanaman 
pohon tegak lurus aliran atau 
sejajar kontur atau pada area 
terbuka yang rawan erosi 

 Melanjutkan pengelolaan erosi 
dan sedimentasi dari masa 
kontruksi dan operasi. 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
tapak sumur dan 
area PLTP 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 
 

2. Penurunan laju 
limpasan air 

Rehabilitasi/  Mengendalikan laju 
erosi < 15 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 

Selama kegiatan PT SERD  KLHK  KLHK 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

permukaan Revegetasi  
 

ton/ha/tahun sesuai 
Kep Ditjen RR 
Kemenhut No. 
041/Kpts/V/1998  

 Mengendalikan 
muatan sedimen 
masuk ke sungai 
<100 mg/L sesuai 
Permen LH No. 8 
Tahun 2009 

mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Mengendalikan aliran permukaan 

yang berasal dari hujan, misalnya 
membuat parit untuk 
mengarahkan aliran air hujan 
menuju saluran drainase dan 
catch pond. 

 Melanjutkan pengelolaan erosi 
dan sedimentasi dari masa 
kontruksi dan operasi. 

tapak sumur dan 
area PLTP 

tahap pasca operasi  BLH Provinsi 
Sumatra Selatan 

 BLH Kab. Muara 
Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 BLH Provinsi 
Sumatra Selatan 

 BLH Kab. Muara 
Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

3. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 
terutama pada 
parameter TSS 
dan kekeruhan 

Rehabilitasi/ 
Revegetasi  
 

Baku mutu kualitas 
badan air penerima 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 dan 
Pergub Sumsel No. 
16 Tahun 2005. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya: 
 Melakukan pengelolaan dampak 

erosi dan sedimentasi melalui 
instalasi sistem drainase dan 
sediment trap dan vegetasi di 
sekitar badan air di dalam wilayah 
proyek  

 Melakukan pengelolaan dampak 
perubahan laju limpasan air 
permukaan 

Di lokasi PLTP 
 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

4. Berkurangnya 
gangguan 
terhadap biota 
air 

Rehabilitasi/ 
Revegetasi  
 

Perubahan komposisi 
spesies biota air 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan teknologi, diantaranya 
mengurangi gangguan terhadap biota 
air melalui pengelolaan erosi dan 
sedimentasi serta laju limpasan air 
permukaan. 

Pada seluruh area 
yang dilakukan 
rehabilitasi/ 
revegetasi 
 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

5. Berkurangnya 
Kesempatan 
kerja 

Pelepasan Tenaga 
kerja 

Nilai kompensasi 
yang diberikan akibat 
pengurangan tenaga 
kerja pada kegiatan 
proyek sesuai dengan 
peraturan yang 
perundang-undangan 
yang berlaku. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Sosialisasi kepada pekerja 

mengenai rencana penutupan 
proyek. 

 Mensosialisasikan rencana 
pelepasan tenaga kerja. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
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20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

 Memberikan kompensasi yang 
layak kepada pekerja sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

 

Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 Disnakertrans Kab. 
Lahat 

 Disnakertrans Kota 
Pagar Alam 

 Pemerintahan Kec. 
Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 

6. Berkurangnya 
kesempatan 
usaha 

Pelepasan Tenaga 
kerja 

Jumlah dan proporsi 
usaha yang berkurang 
pada tahap pasca-
operasi kegiatan.  

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai berakhirnya 
kegiatan proyek. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
 

7. Berkurangnya 
pendapatan 
masyarakat 

Pelepasan Tenaga 
kerja 

Penurunan 
pendapatan 
masyarakat di area 
sekitar proyek akibat 
pelepasan tenaga 
kerja 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Sosialisasi kepada pekerja 

mengenai rencana penutupan 
proyek. 

 Mensosialisasikan rencana 
pelepasan tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintah Kec. 

Semende Darat 
Ulu 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 



PT Supreme Energy Rantau Dedap  Bab 2 - RKL 

 

 
RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, 
Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan 

2-25 

 

20 
Dampak 

Lingkungan 
yang Dikelola 

Sumber Dampak 

Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Bentuk Pengelolaan  Lokasi Pengelolaan  Periode 
Pengelolaan  Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

layak kepada pekerja sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 

Lahat.  Disnakertrans Kab. 
Muara Enim 

 Disnakertrans Kab. 
Lahat 

 Disnakertrans Kota 
Pagar Alam 

 Pemerintahan Kec. 
Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

Bumi EBTKE ESDM 
 
 

8. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Pelepasan Tenaga 
kerja 

Tidak adanya 
persepsi negatif 
operasional PLTP 
yang ditandai dengan 
adanya komplain dari 
masyarakat. 

Program pengelolaan lingkungan 
yang perlu diterapkan untuk 
mencegah atau menanggulangi 
dampak yang akan terjadi melalui 
pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 
 Sosialisasi kepada pekerja 

mengenai rencana penutupan 
proyek. 

 Mensosialisasikan rencana 
pelepasan tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang 
layak kepada pekerja sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara 
Enim, Desa Tunggul 
Bute, Desa Lawang 
Agung, Desa Karang 
Endah dan Desa 
Sukarame, 
Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Selama kegiatan 
tahap pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Disnakertrans Kab. 

Muara Enim 
 Disnakertrans Kab. 

Lahat 
 Disnakertrans Kota 

Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat 
Ulu, Kabupaten 
Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal 
EBTKE ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal 

EBTKE ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE ESDM 
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BAB 3  
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

Untuk mengetahui efektifitas alat, sarana atau manajemen pengelolaan lingkungan hidup 
yang diterapkan oleh PT SERD, maka pemantauan terhadap indikator dampak akan 
dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau petunjuk 
teknis yang mengatur. Sebagai pegangan, maka Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)  
akan menjadi dokumen induk arahan pemantauan bagi PT SERD. Dokumen ini bukan 
merupakan dokumen baku, tetapi memuat standar minimal arahan pemantauan yang 
akan dilakukan, manakala terjadi dinamika perubahan dampak dan membutuhkan 
perubahan pengelolaan ke depan, maka instrument dan parameter lingkungan yang akan 
dipantau akan disesuaikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi 
lingkungan hidup kabupaten/provinsi atau KLHK. Urian rencana pemantauan lingkungan 
hidup akan disampaikan melalui bentuk tabel yang memuat elemen-elemen sebagai 
berikut:  
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Tabel 3-1  Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Supreme Energy Rantau Dedap 

No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan pada Dokumen ANDAL) 

A. Tahap Konstruksi 

1. Terbukanya 
kesempatan kerja 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal 
yang dapat diserap 
pada tahap konstruksi 
sebesar 30-40% dari 
total kebutuhan tenaga 
kerja. Tenaga kerja 
yang dibutuhkan  
sesuai dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan  
 

Penerimaan 
tenaga Kerja pada 
masa konstruksi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD mengenai 
jumlah tenaga kerja 
lokal baik dari 
internal PT SERD 
maupun kontraktor 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, 
Desa Lawang Agung, 
Desa Karang Endah dan 
Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

2. Perubahan 
Persepsi 
Masyarakat  

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses penerimaan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan 
adanya komplain dari 
masyarakat. 

Penerimaan 
tenaga Kerja pada 
masa konstruksi 

 Pemeriksaan 
dokumentasi 
komplain dari 
masyarakat beserta 
tingkat keberhasilan 
penyelesaian nya 

 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

3. Perubahan laju  Kep Ditjen RR Aktivitas Sampling muatan  Muatan sedimen dari Frekuensi PT SERD  KLHK  KLHK 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

limpasan air 
permukaan 

Kemenhut No. 
041/Kpts/V/1998  

 Permen LH No. 8 
Tahun 2009. 

penyiapan lahan sedimen pada inlet dan 
outlet catchpond, lalu 
analisis laboratorium 
Total Padatan 
Tersuspensi (TSS) 
menggunakan metode 
SNI 06-6989.3-2004 
sekaligus untuk 
mengetahui efektivitas 

catchpond. Sebagai 
referensi, pemantauan 
curah hujan juga 
dilakukan melalui 
pengoperasian weather 

station di lokasi proyek. 

area tapak proyek PLTP 
 Inlet dan outlet catch 

pond, mewakili sedimen 
yang dapat dikelola 
dengan baik 

 

pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarau  selama 
tahap konstruksi 

 BLH Provinsi Sumatra 
Selatan 

 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 BLH Provinsi 
Sumatra Selatan 

 BLH Kab. Muara 
Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

  
 

4. Gangguan 
terhadap flora 
darat 

Membuka lahan 
sesuai perencanaan 
 

Aktivitas 
penyiapan lahan 

 Metode pengumpulan 
data dengan 
inventarisasi/ 
pengamatan 
langsung terhadap 
area yang akan 
dibuka dan yang 
dilakukan revegetasi  

 Analisis data dengan 
analisis vegetasi 

Pemantauan lingkungan 
hidup dilakukan pada tapak 
yang akan dibuka  
 

Frekuensinya 2 
(dua) kali pada 
saat sebelum 
pemyiapan dan 
setelah penyiapan 
lahan selama 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

5. Gangguan 
terhadap fauna 
darat 

Membuka lahan 
sesuai perencanaan 
 

Aktivitas 
penyiapan lahan 

 Metode pengumpulan 
data dengan 
inventarisasi/ 
pengamatan 
langsung seperti 
pemantauan 
langsung atau 
dengan pemasangan 
camera trap. 

 Analisis data dengan 
menggunakan 
pendekatan habitat. 

 Mengumpulkan data 

Pemantauan lingkungan 
hidup dilakukan pada tapak 
yang akan dibuka. 
 

Frekuensinya 2 
(dua) kali pada 
saat sebelum 
pemyiapan dan 
setelah penyiapan 
lahan selama 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

laporan perburuan 
dan pembabatan 
hutan liar 

ESDM 
 

 

6. Perubahan 
kualitas udara 

Mutu ambien TSP 
sesuai dengan  PP 
No.41Tahun 1999 
(Baku Mutu TSP 
ambient < 230 
µg/Nm3) 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material 

 Pengukuran udara 
ambien dengan 
sampling TSP di 
udara ambien 
menggunakan high 

volume sampler 
 Analisis laboratorium 
 

Di pemukiman penduduk 
jalan akses masuk proyek 

 
 

Frekuensi 
pemantauan dua 
kali, yaitu sekali 
pada musim 
kemarau dan 
sekali musim 
hujan selama 
tahap konstuksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

7. Perubahan 
tingkat 
kebisingan 

Tingkat kebisingan di 
permukiman pinggir 
jalan akses  ≤ 55 dBA 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan dengan 
sound  level meter 

 Analisis data sesuai 
dengan KEPMENLH 
No.48 tahun 1996 

 

Pengukuran tingkat 
kebisingan di permukiman 
penduduk jalan masuk 
proyek 

 

Selama tahap 
konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

8. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat  
 

Tidak terjadinya 
peningkatan kejadian 
penyakit berbasis 
lingkungan dan tidak 
terjadinya perubahan 
pola penyakit. 
Masyarakat masih 
dapat memanfaatkan 
sumber daya air untuk 
kebutuhan sehari-hari 
dan kemudahan 

Pemboran sumur 
produksi,sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi  
 
 

 Wawancara dengan 
pimpinan proyek dan 
pengumpulan data 
sekunder dari 
Puskesmas. 

 Wawancara dengan 
petugas kesehatan 
yang ditunjuk terkait 
dengan pola penyakit 
berbasis lingkungan 

Di sekitar lokasi kegiatan 
yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten Lahat 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Provinsi Sumatra Selatan 
 Dinkes Kab. Muara Enim 
 Dinkes Kab. Lahat 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

akses pelayanan 
kesehatan 
masyarakat sekitar 
lokasi proyek 

 Dinkes Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE 
ESDM 
 

C. Tahap Operasi 

1. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga 
kerja di tahap operasi 
 

Penerimaan 
tenaga kerja pada 
masa operasi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD mengenai 
jumlah tenaga kerja 
lokal baik dari internal 
PT SERD maupun 
kontraktor 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 Di sekitar lokasi kegiatan 
yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasional 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

2. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses penerimaan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan 
adanya komplain dari 
masyarakat. 

Penerimaan 
tenaga Kerja pada 
masa operasional 

 Pemeriksaan 
dokumentasi 
complain dari 
masyarakat beserta 
tingkat keberhasilan 
penyelesaiannya 

 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 

 

  Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses operasional 
PLTP yang ditandai 
dengan adanya 
komplain dari 
masyarakat. 

Operasional PLTP  Pemeriksaan 
dokumentasi 
komplain dari 
masyarakat beserta 
tingkat keberhasilan 
penyelesaiannya 

 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  
 

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

D. Tahap Pasca Operasi 

1. Peningkatan 
terhadap jumlah 
flora darat 

Luas area yang 
direvegetasi, jenis 
flora/vegetasi yang 
ditanam,dan tingkat 
keberhasilan tumbuh 
tanaman revegetasi, 
keberadaan flora yang 
dilindungi  dengan 
mengacu pada PP 07 
tahun 1999, serta 
indeks 
keanekaragaman 
jenis. 

Rehabilitasi/Reveg
etasi  
 

 Pengumpulan data 
inventarisasi/pengam
atan langsung 
terhadap luas area 
yang dilakukan 
revegetasi  

 Analisis data untuk 
vegetasi 

 

Pemantauan dilakukan 
pada seluruh area yang 
dilakukan rehabilitasi/ 
revegetasi 
 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

2. Peningkatan 
habitat fauna 

Keberadaan fauna 
yang dilindungi  

Rehabilitasi/Reveg
etasi  

 Metode pengumpulan 
data dengan 

Pemantauan lingkungan 
hidup dilakukan pada tapak 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

 KLHK 
 BLH Provinsi 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

darat dengan mengacu 
pada PP No. 07 tahun 
1999 

 

 inventarisasi/ 
pengamatan 
langsung seperti 
pemantauan 
langsung atau 
dengan pemasangan 
camera trap. 

 Analisis data dengan 
menggunakan 
pendekatan habitat. 

yang akan dibuka dan telah 
dilakukan revegetasi 
 

selama tahap 
pasca operasi 
 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau 

A.  Tahap  Pra-Konstruksi 

1. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat dari 
kegiatan kompensasi 
lahan 

Kegiatan 
pembebasan 
lahan lokasi 
rencana kegiatan 
PTSERD.   

 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Di sekitar lokasi kegiatan 
yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten Lahat. 

Satu kali setahun 
pada masa 
prakonstruksi 

PT SERD  Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) 

 Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) Provinsi Sumatra 
Selatan 

 BLH Kabupaten  (Kab.) 
Muara Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Badan Pertanahan Nasional 

(BPN)Kab. Muara Enim 
 BPN Kab. Lahat  
 BPN Kota Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

2. Perubahan 
pemanfaatan 
lahan 

Perusahaan 
melaksanakan semua 
kewajiban terkait 
IPPKH pada lahan 
yang secara hukum 
masuk kawasan 

Kompensasi lahan  Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 

Satu kali setahun 
pada masa 
prakonstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Hutan Lindung dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 BPN Kab. Muara Enim 
 BPN Kab. Lahat  
 BPN Kota Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

3. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

 Komplain dari 
masyarakat 

 Berkurangnya 
persepsi negatif 
terhadap 
pembebasan lahan 

Kegiatan 
pembebasan 
lahan lokasi 
rencana kegiatan 
PTSERD.   

 Pemeriksaan 
dokumentasi 
komplain dari 
masyarakat beserta 
tingkat keberhasilan 
penyelesaiannya 

 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 
 

Satu kali setahun 
pada masa 
prakonstruksi 

PT SERD  Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) 

 Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) Provinsi Sumatra 
Selatan 

 BLH Kabupaten  (Kab.) 
Muara Enim 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Badan Pertanahan Nasional 

(BPN)Kab. Muara Enim 
 BPN Kab. Lahat  
 BPN Kota Pagar Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 
 

B. Tahap-Konstruksi 

1. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga 

Penerimaan 
tenaga kerja pada 
masa konstruksi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD mengenai 
jumlah tenaga kerja 
lokal baik dari internal 

 Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Desa Segamit, 
Kecamatan Semende 
Darat Ulu Kabupaten 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

kerja di tahap 
konstruksi 
 

PT SERD maupun 
kontraktor 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Muara Enim, Desa 
Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan 
Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat. 

 

  BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 
 

2. Perubahan 
kesempatan 
usaha 

Jumlah dan proporsi 
usaha lokal yang 
dapat diserap pada 
tahap konstruksi 
kegiatan 
 

Penerimaan 
tenaga kerja pada 
masa konstruksi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  
 

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi 

kegiatan yang termasuk 
Desa Segamit, 
Kecamatan Semende 
Darat Ulu Kabupaten 
Muara Enim, Desa 
Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan 
Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

  Jumlah dan proporsi 
usaha yang tutup 
akibat pelepasan 
tenaga kerja masa 
konstruksi 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

 Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

 Disnakertrans Kab. Muara 
Enim 

 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 

 

 BPLH Kota 
Pagar Alam 

 Direktorat 
Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 
 

3. Perubahan erosi 
dan sedimentasi 

 Surat Keputusan 
Direktur Jenderal 
Reboisasi dan 
Rehabilitasi 
Kementrian 
Kehutanan 
No.041/Kpts/V/1998  

 Permen LH No. 8 
Tahun 2009. 

Aktivitas 
penyiapan lahan 

 Pengukuran erosi 
tanah dengan 
menggunakan 
metode Petak Kecil 

 Pengukuran curah 
hujan 

Area rawan erosi di segmen 
jalan akses dan area proyek 

Frekuensi 
pemantauan 
sebanyak dua kali, 
yaitu  sekali pada 
pada musim hujan 
dan sekali pada 
musim kemarau 
selama tahap 
konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

4. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 
terutama pada 
parameter TSS 
dan kekeruhan 

Kualitas air sungai 
setelah pencampuran 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 dan 
Pergub Sumsel No. 16 
Tahun 2005. 
 

Aktivitas 
penyiapan lahan 

 Sampling kualitas air 
sungai 

 Sampling padatan 
tersuspensi (TSS), 
lalu analisis 
laboratorium 
menggunakan 
metode SNI 06-
6989.3-2004 

Sampling TSS diambil di 
Sungai pada bagian hulu 
dan hilir. 

Frekuensi 
pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarausaat 
penyiapan lahan 
selama tahap 
konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

5. Gangguan 
terhadap biota air 

Perubahan komposisi 
biota air pada lahan 
yang dibuka 

Aktivitas 
penyiapan lahan 

 Pengumpulan sampel 
plankton dan bentos 
pada badan sungai.  

 Pengumpulan sample 
plankton 
menggunakan jala 
plankton, sedangkan 
bentos menggunakan 
jala surber. 

 Analisis keanekaan 
shanon wiener dan 
simson 

Sampling TSS diambil di 
Sungai pada bagian hulu 
dan hilir. 
 

Frekuensi 
pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarausaat 
penyiapan lahan 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

6. Berkurangnya 
kesempatan kerja 

Jumlah dan proporsi 
pengangguran akibat 
pelepasan tenaga 
kerja masa konstruksi 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
konstruksi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD mengenai 
jumlah tenaga kerja 
lokal baik dari internal 
PT SERD maupun 
kontraktor 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 Kantor SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

7. Perubahan 
kualitas udara 

 Emisi gas H2S 
memenuhi Baku 
Mutu sesuai 
PERMENLH No.21 
Tahun 2008 tentang 
Baku Mutu emisi 
H2S (< 35 mg/Nm3) 

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku 

Pemboran sumur 
produksi, injeksi 
dan uji sumur 
produksi 

 Pengukuran udara 
ambien di udara 
ambien 
menggunakan high 
volume sampler 

 Pengukuran kualitas 
udara ambien H2S  

 Analisis laboratorium 
 

 Dipemukiman penduduk 
jalan akses masuk 
proyek 

 Kualitas udara ambien 
(H2S) pada jarak: 

 - 500 m dari sumur - 1000 
m dari sumur 

Frekuensi 
pemantauan dua 
kali, yaitu sekali 
pada musim 
kemarau dan 
sekali musim 
hujan selama 
tahap konstuksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

mutu H2S sesuai 
KEPMENLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan 
H2S < 28 µg/Nm3) 

 Baku mutu lualitas 
udara ambient 
sesuai PP No. 41 
tahun 1999 (TSP < 
230 µg/Nm3) 

 

EBTKE ESDM 
 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

8. Perubahan 
tingkat 
kebisingan 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku 
mutu permukiman 
penduduk < 55 
dB(A),dan industri  < 
70 dB(A) 
berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
tahun 1996   

 Khusus tenaga kerja 
proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas 
(NAB) lingkungan 
kerja sesuai SE 
Menaker 
No.01/MEN/ 97 
(NAB Lingkungan 
kerja < 85 dB(A) 

Konstruksi sipil, 
mekanik, listrik, 
dan PLTP 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan dengan 
sound  level meter 

 Analisis data sesuai 
dengan KEPMENLH 
No.48 tahun 1996 

 

Pengukuran tingkat 
kebisingan di permukiman 
penduduk yang berada di 
jalan masuk proyek 

 

Selama tahap 
konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

   Tingkat kebisingan 
memenuhi baku 
mutu permukiman 
penduduk < 55 
dB(A),dan industri  < 
70 dB(A) 
berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
tahun 1996   

 Khusus tenaga kerja 
proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas 
(NAB) lingkungan 
kerja sesuai SE 

Pemboran sumur 
produksi, injeksi 
dan uji sumur 
produksi 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan dengan 
sound  level meter 

 Analisis data sesuai 
dengan KEPMENLH 
No.48 tahun 1996 

 

Pengukuran tingkat 
kebisingan di permukiman 
penduduk yang berada di  
jalan masuk proyek 

 

Selama tahap 
konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Menaker 
No.01/MEN/ 97 
(NAB Lingkungan 
kerja < 85 dB(A) 

 

9. Limbah padat   Volume limbah yang 
diangkut ke TPA. 

 Volume limbah yang 
digunakan kembali 
atau/dan diserahkan 
ke pihak ketiga. 

 Volume limbah yang 
dimanfaatkan atau 
disimpan dalam 
landfill 

Pemboran sumur 
produksi, injeksi 
dan uji sumur 
produksi 

 Jumlah limbah padat 
domestik diukur dari 
volume limbah yang 
diangkut ke TPA. 

 Jumlah limbah padat 
scrap metal diukur 
berdasarkan jumlah 
limbah yang 
digunakan kembali 
atau/dan diserahkan 
ke pihak ketiga. 

 Jumlah limbah drilling 

cutting/drilling mud 
diukur dari jumlah 
limbah yang 
dimanfaatkan atau 
disimpan dalam 
landfill 

Lokasi limbah padat 
dihasilkan dan tempat 
penyimpanannya 
 

Selama tahap 
konstruksi  
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

10. Limbah cair Memenuhi ketentuan 
dalam PermenLH No. 
13 Tahun 2007 
tentang Persyaratan 
dan Tata Cara 
Pengelolaan Air 
Limbah Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan 
Hulu Minyak dan Gas 
serta Panas Bumi 
dengan Cara Injeksi 

Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

Pengecekan berkala 
pada proses reinjeksi 
air brine dan kondensat 
 

Sumur injeksi Selama tahap 
konstruksi  

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

   Mengikuti ketentuan 
sesuai dengan baku 
mutu air limbah 
yang berlaku 

 Tidak ada air limbah 
yang keluar dari 
domestic 
wastewater 
treatment plant. 

Konstruksi sipil, 
mekanik, listrik 
dan PLTP 

 Pengukuran kualitas 
air limbah domestik 
secara berkala 

 Analisis data sesuai 
dengan baku mutu 
air limbah yang 
berlaku 

 

Accommodation complex, 
warehouse, dan kantor 
proyek 

Selama kegiatan 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

EBTKE ESDM 
 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

11. Limbah B3 Memenuhi ketentuan-
ketentuan pengelolaan 
limbah B3 yang 
berlaku (Peraturan 
Pemerintah Nomor 
101 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun). 

Pemboran sumur 
produksi, injeksi 
dan uji sumur 
produksi 

Memantau pelaksanaan 
SOP penanganan dan 
pembuangan limbah B3 
dilakukan secara benar. 

Tempat-tempat 
penyimpanan sementara 
limbah B3. 

Selama tahap 
konstruksi, 
terutama saat 
limbah B3 ke TPS. 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

12. Gangguan 
Transportasi 

Tidak terjadinya 
kemacetan pada 
lokasi yang dilalui oleh 
kendaraan peralatan 
dan material 

Mobilisasi 
peralatan dan 
material 

 Melakukan 
pengumpulan data 
kejadian kemacetan 
disekitar lokasi 
kegiatan 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Jalan akses Kota Agung 
menuju lokasi proyek 

Frekuensi 
pemantauan 
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
musim hujan dan 
sekali pada musim 
kemarau pada 
tahap konstruksi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Dinas Perhubungan 

(Dishub) Provinsi Sumatra 
Selatan 

 Dishub Kab. Muara Enim 
 Dishub Kab. Lahat 
 Dishubkominfo Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

13. Perubahan 
Persepsi 
Masyarakat  

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses pelepasan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan 

Pelepasan tenaga 
Kerja pada masa 
konstruksi 

 Pemeriksaan 
dokumentasi 
komplain dari 
masyarakat beserta 
tingkat keberhasilan 

 Kantor PT SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

berkurangnya 
komplain dari 
masyarakat. 

penyelesaiannya 
 Pengumpulan data 

dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim dan 
Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 

 

 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

C. Tahap Operasi 

1. Terbukanya 
kesempatan kerja 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal 
yang dapat diserap 
pada tahap operasi 
sebesar 40% dari total 
kebutuhan tenaga 
kerja. Tenaga kerja 
yang dibutuhkan  
sesuai dengan 
kualifikasi yang 
dibutuhkan  
 

Penerimaan 
tenaga kerja pada 
masa operasi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD mengenai 
jumlah tenaga kerja 
lokal baik dari internal 
PT SERD maupun 
kontraktor 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 Kantor PT SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasional 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 
 

2. Terbukanya 
kesempatan 
berusaha 

Jumlah dan proporsi 
usaha lokal yang 
dapat diserap pada 
tahap operasi kegiatan 
 

Penerimaan 
tenaga kerja pada 
masa operasi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  
 

 Kantor PT SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasional 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

3. Perubahan 
tingkat 
kebisingan 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku 
mutu permukiman 
penduduk < 55 
dB(A) dan industri  < 
70 dB(A) 
berdasarkan 
KepMenLH No.48 
tahun 1996   

 Khusus tenaga kerja 
proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas 
(NAB) lingkungan 
kerja sesuai SE 
Menaker 
No.01/MEN/ 97 
(NAB Lingkungan 
kerja < 85 dB(A) 

Operasional PLTP  Pengukuran tingkat 
kebisingan dengan 
sound  level meter 

 Analisis data sesuai 
dengan KepMenLH 
No.48 tahun 1996 

 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan di 
dipermukiman 
pendudukyang berada di 
jalan masuk proyek 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan di lingkungan 
kerja pada lokasi PLTP 
yang terdekat dengan 
pemukiman penduduk 
 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 
 

4. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 
terutama pada 
parameter TSS 
dan kekeruhan 

Baku mutu kualitas 
badan air penerima 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 dan 
Pergub Sumsel No. 16 
Tahun 2005. 

Operasional PLTP  Sampling kualitas air 
sungai 

 Sampling padatan 
Tersuspensi (TSS), 
lalu analisis 
laboratorium 
menggunakan 
metode SNI 06-
6989.3-2004 

Sampling TSS diambil di 
hulu dan hilir sungai.  

Frekuensi 
pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarausaat 
penyiapan lahan 
selama tahap 
konstruksi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
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Bumi EBTKE 
ESDM 

 

5. Limbah padat  Volume limbah yang 
diangkut ke TPA. 

 Volume limbah yang 
digunakan kembali 
atau/dan diserahkan 
ke pihak ketiga. 

 Volume limbah yang 
dimanfaatkan atau 
disimpan dalam 
landfill 

Operasional PLTP  Jumlah limbah padat 
domestik diukur dari 
volume limbah yang 
diangkut ke TPA. 

 Jumlah limbah padat 
scrap metal diukur 
berdasarkan jumlah 
limbah yang 
digunakan kembali 
atau/dan diserahkan 
ke pihak ketiga. 

 Jumlah limbah drilling 

cutting/drilling mud 
diukur dari jumlah 
limbah yang 
dimanfaatkan atau 
disimpan dalam 
landfill 

Lokasi limbah padat 
dihasilkan dan tempat 
penyimpanannya 
 

Selama tahap 
operasi dilakukan: 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 

6. Limbah cair Memenuhi ketentuan 
dalam PermenLH No. 
13 Tahun 2007 
tentang Persyaratan 
dan Tata Cara 
Pengelolaan Air 
Limbah Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan 
Hulu Minyak dan Gas 
serta Panas Bumi 
dengan Cara Injeksi 

Operasional PLTP Pengecekan berkala 
pada proses reinjeksi 
air brine dan kondensat 
 

Separator Station dan PLTP Selama tahap 
operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

   Mengikuti 
ketentuan sesuai 
dengan baku mutu 
air limbah yang 
berlaku 

 Tidak ada air 
limbah yang keluar 
dari domestic 
wastewater 
treatment plant. 

Operasional PLTP  Pengukuran 
kualitas air limbah 
domestik secara 
berkala 

 Analisis data sesuai 
dengan baku mutu 
air limbah yang 
berlaku 

 

Accommodation complex, 
warehouse, dan kantor 
proyek 

Selama kegiatan 
tahap operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
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 ESDM 
 Direktorat Panas 

Bumi EBTKE 
ESDM 
 

7. Limbah B3 Memenuhi ketentuan-
ketentuan pengelolaan 
limbah B3 yang 
berlaku (Peraturan 
Pemerintah Nomor 
101 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun). 

Operasional PLTP Memantau pelaksanaan 
SOP penanganan dan 
pembuangan limbah B3 
dilakukan secara benar. 

Tempat-tempat 
pembuangan sementara 
limbah B3. 

Selama tahap 
operasi dilakukan 
setiap saat limbah 
B3 ke TPS. 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

8. Gangguan 
terhadap fauna 
darat 

Adanya kehadiran 
fauna liar (mengacu 
ke PP No. 7/1999) di 
area proyek 

Operasional PLTP  Metode pengumpulan 
data dengan 
inventarisasi/ 
pengamatan 
langsung seperti 
pemantauan 
langsung atau 
dengan pemasangan 
camera trap. 

 Analisis data dengan 
menggunakan 
pendekatan habitat. 

 Mengumpulkan data 
laporan perburuan 
dan pembabatan 
hutan liar 

Pemantauan lingkungan 
hidup dilakukan pada habitat 
alami yang terletak di sekitar 
proyek 
 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar 

Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 

 
 

9. Perubahan 
Kualitas Udara 

 Mutu ambien TSP 
sesuai dengan PP 
No.41 Tahun 1999  

 Emisi dan gas dari 
stack Cooling Tower 
saat PLTP 
beroperasi 

 Emisi gas H2S 

Operasional PLTP  Pengukuran udara 
ambient di udara 
ambien 
menggunakan high 
volume sampler 

 Analisis data dengan 
menggunakan 
metode SNI 19-

 Di pemukiman 
penduduk jalan akses 
masuk proyek 

 Gas H2S di udara ambien,  
yang berjarak: 
 Pada batas pagar 

PLTP 
 300 m dari pagar 

Frekuensi 
pemantauan 6 
(enam) bulan 
sekali, yaitu pada 
musim kemarau 
dan musim hujan 
selama tahap 
operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

memenuhi Baku 
Mutu sesuai 
PERMENLH No.21 
Tahun 2008 tentang 
Baku Mutu emisi 
H2S (< 35 mg/Nm3) 

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku 
mutu H2S sesuai 
KepMenLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan 
H2S < 28 µg/Nm3) 

7119.3-2005 
 Pengukuran data gas 

H2S di udara ambien 
 Pemantauan arah 

angin dilakukan 
melalui instalasi 
weather station di 
lokasi proyek sebagai 
referensi 
 

PLTP 
 Lokasi pengambilan 

sampel disesuaikan 
dengan arah angin 

 
 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

D. Tahap Pasca-Operasi 

1. Penurunan erosi 
dan sedimentasi 

 Laju erosi terkendali 
sesuai dengan Surat 
Keputusan Direktur 
Jenderal Reboisasi 
dan Rehabilitasi 
Kementrian 
Kehutanan 
No.041/Kpts/V/1998 
(< 15 ton/ha/tahun) 

 Kadar TSS pada air 
buangan yang 
masuk ke badan 
sungai tidak 
melebihi 100 mg/L 
sesuai Permen LH 
No. 8 Tahun 2009. 

Rehabilitasi/Reveg
etasi  
 

 Pengukuran erosi 
tanah dengan 
menggunakan 
metode Petak Kecil 

 Pengukuran curah 
hujan 

Area rawan erosi di segmen 
jalan akses dan area proyek 

Frekuensi 
pemantauan 
sebanyak dua kali, 
yaitu  sekali pada 
pada musim hujan 
dan sekali pada 
musim kemarau 
selama tahap 
pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 
 

2. Penurunan laju 
limpasan air 
permukaan 

 Mengendalikan laju 
erosi < 15 
ton/ha/tahun sesuai 
Kep Ditjen RR 
Kemenhut No. 
041/Kpts/V/1998  

 Mengendalikan 
muatan sedimen 
masuk ke sungai 
<100 mg/L sesuai 
Permen LH No. 8 
Tahun 2009 

Rehabilitasi/Reveg
etasi  
 

Sampling muatan 
sedimen pada outlet 
catchpond, lalu analisis 
laboratorium Total 
Padatan Tersuspensi 
(TSS) menggunakan 
metode SNI 06-6989.3-
2004.  

 Muatan sedimen dari area 
tapak proyek PLTP 

 Outlet catch pond, 
mewakili sedimen yang 
dapat dikelola dengan 
baik. 

Frekuensi 
pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarau  selama 
tahap pasca 
operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

 

3. Perbaikan 
kualitas air 
permukaan 

Baku mutu kualitas 
badan air penerima 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 dan 
Pergub Sumsel No. 16 
Tahun 2005. 

Rehabilitasi/Reveg
etasi  
 

 Sampling kualitas air 
sungai 

 Sampling padatan 
tersuspensi (TSS), 
lalu analisis 
laboratorium 
menggunakan 
metode SNI 06-
6989.3-2004 

Sampling TSS diambil di 
hulu dan hilir sungai.   

Frekuensi 
pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarausaat 
penyiapan lahan 
selama tahap 
pasca operasi 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

4. Berkurangnya 
gangguan 
terhadap biota air 

Perubahan komposisi 
spesies biota air 

Rehabilitasi/Reveg
etasi  
 

 Pengumpulan sampel 
plankton dan bentos 
pada badan sungai.  

 Pengumpulan sample 
plankton 
menggunakan jala 
plankton, sedangkan 
bentos menggunakan 
jala surber. 

 Analisis keanekaan 
shanon wiener dan 
simson 

Sampling TSS diambil di 
hulu dan hilir sungai.   

Frekuensi 
pemantauan  
sebanyak dua kali, 
yaitu sekali pada 
saat musim hujan 
dan sekali pada 
saat musim 
kemarausaat 
penyiapan lahan 
selama tahap 
pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Direktorat Jenderal EBTKE 

ESDM 
 Direktorat Panas Bumi 

EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

5. Penurunan 
Kesempatan 
kerja 

Tidak adanya 
komplain dan 
demonstrasi dari 
karyawan 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
pasca-operasi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

 Kantor PT SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan 
Kota Agung, Kabupaten 
Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Pemerintah Kec. Semende 

Darat Ulu 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

ESDM 
 

6. Penurunan 
kesempatan 
usaha 

Jumlah dan proporsi 
usaha yang tutup 
akibat pelepasan 
tenaga kerja masa 
pasca-operasi 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
pasca-operasi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten Lahat. 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Pemerintah Kec. Semende 

Darat Ulu 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

7. Penurunan 
pendapatan 
masyarakat 

Penurunan 
pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga 
kerja di tahap pasca-
operasi 

Pelepasan tenaga 
kerja pada masa 
pasca operasi 

 Pengumpulan data 
sekunder dari HRD 
PT SERD mengenai 
jumlah tenaga kerja 
lokal baik dari 
internal PT SERD 
maupun kontraktor 

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Di sekitar lokasi kegiatan 
yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, Desa 
Lawang Agung, Desa 
Karang Endah dan Desa 
Sukarame, Kecamatan Kota 
Agung, Kabupaten Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
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No. 
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan 

dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu and 
Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

Bumi EBTKE 
ESDM 
 

 

8. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Tidak adanya persepsi 
negatif terhadap 
proses pelepasan 
tenaga kerja yang 
ditandai dengan tidak 
adanya komplain dari 
masyarakat. 

Pelepasan tenaga 
Kerja pada tahap 
pasca operasi  

 Pemeriksaan 
dokumentasi 
complain dari 
masyarakat beserta 
tingkat keberhasilan 
penyelesaian nya 

 Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
observasi dan 
wawancara  

 Analisis data 
dilakukan secara 
komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

 Kantor PT SERD 
 Di sekitar lokasi kegiatan 

yang termasuk Desa 
Segamit, Kecamatan 
Semende Darat Ulu 
Kabupaten Muara Enim, 
Desa Tunggul Bute, 
Desa Lawang Agung, 
Desa Karang Endah dan 
Desa Sukarame, 
Kecamatan Kota Agung, 
Kabupaten Lahat. 

 

Setiap 6 (enam) 
bulan sekali 
selama tahap 
pasca operasi 
 

PT SERD  KLHK 
 BLH Provinsi Sumatra 

Selatan 
 BLH Kab. Muara Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota Pagar Alam 
 Disnakertrans Kab. Muara 

Enim 
 Disnakertrans Kab. Lahat 
 Disnakertrans Kota Pagar 

Alam 
 Pemerintahan Kec. 

Semende Darat Ulu, 
Kabupaten Muara Enim 
dan Kota Pagar Alam 

 Direktorat Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas Bumi 
EBTKE ESDM 
 

 KLHK 
 BLH Provinsi 

Sumatra Selatan 
 BLH Kab. Muara 

Enim 
 BLH Kab. Lahat 
 BPLH Kota 

Pagar Alam 
 Direktorat 

Jenderal EBTKE 
ESDM 

 Direktorat Panas 
Bumi EBTKE 
ESDM 
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LOKASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN HIDUP PRA KONSTRUKSI

- Peta Atlas Provinsi Sumatera Selatan, Bakosurtanal
- Batas Administrasi dari Peta RTRW Provinsi Tahun 2012-2032
  Perda Sumsel No. 14 tahun 2006
- PT Supreme Energy
- Overal Site Layout, Kota Agung Site Location, SKM, Jan 2012
- Elevasi Diperoleh dari Aster DEM, Resolusi 30 meter
- Landsat 8, August 08, 2013
- Google Earth
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BAB 4  

JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN 

Izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibutuhkan dalam 
kaitannya dengan kegiatan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau 
Dedap 250 MW, sebagaimana diatur oleh PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, 
Pasal 48 Ayat 2. 

 Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun  
Izin ini dibutuhkan untuk menyimpan sementara limbah B3 dari kegiatan konstruksi 
maupun operasi sebelum diserahkan kepada pihak yang memiliki izin dari KLHK untuk 
mengelola dan memanfaatkan B3. 

 Izin reinjeksi ke dalam formasi  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No, 13 tahun 2007, Bab 
IV, Pasal 9, ayat 1. Izin ini dibutuhkan untuk mereinjeksikan kembali air panas yang 
telah digunakan untuk memutar turbin kemudian diinjeksikan kembali ke formasi 
batuan tertentu.  
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Hiring 

1. Recruitment & Selection 

PROCEDURE DOCUMENT PIC TIMEFRAME 

1. User to submit PRF (Personnel Requisition 
Form) to HR for review. 

PRF (Personnel 
Requisition 
Form) 

User 
 

 

2. HR to review the PRF: 

 If the hiring is already in the approved 
hiring plan, HR will route to the BOD 
approval. 

 If the hiring is NOT in the list of 
approved hiring plan, User need to 
provide a justification for a deviation 
and get acknowledged from the BOD.  

Monthly 
Attendance 
Report 

HR  

3. HR starts searching candidates that meets 
the qualifications, through internal 
reference or external job search 
media/engine (i.e. company website, job 
advertisement, etc). 

 HR  

4. HR to review the incoming CVs to ensure 
the qualifications meet the requirements 
for the position. 

Applicants CVs HR  

5. HR to schedule the interview with HR 
Manager and User(s). For the senior 
candidates, involvement of the Board of 
Directors in the interview is required.  

Interview Form HR and 
User 

 

6. User and HR to shortlist candidate and 
nominate the best candidate to be 
processed further. 

 HR and 
User 

 

7. HR to arrange pre-employment medical 
check-up for the chosen candidate and in 
parallel HR to provide offer letter to the 
candidate. 

 HR 1 day after 
the decision 
of process 
no 6. 

8. HR to review the result of the medical 
check-up : 

 If the medical check-up result is “fit for 
work” the candidate to be notified. The 
candidate is expected to provide his/her 
joining date. 

 If the medical check-up result is “fit for 
work with some notes” HR should 
discuss further with medical expertise 
and the impact of the condition to the 
job performance. If the decision is not 

Result of Pre-
employment 
medical check-
up 

HR 7 days after 
the pre-
employment 
medical 
check-up 



 

hire the candidate, HR will inform the 
candidate and user, and find another 
candidate to be processed. 

 If the medical check-up result is “unfit 
for work”, HR will notify the candidate 
and the user and find another candidate. 

 

2. Onboarding 

PROCEDURE DOCUMENT PIC TIMEFRAME 

1. After receiving confirmation from the 
candidate of his/her joining date, HR to 
notify the candidate to submit the required 
documents, such as copy of certificates, 
copy of ID card, copy of tax ID, etc 

List of 
Document for 
New Hires 

HR 
 

 

2. HR to inform the following parties on the 
joining date: 
a. User 
b. General Services, for office equipment 

requirements 
c. ICT, for computer and connection 

preparation 
d. Security, for record of new joiners. 

 HR Minimum one-
week before 
the joining 
date 

3. On the joining date, HR to :  
a. Introduce the new joiner to the 

employees 
b. Publish announcement via email blast on 

the new joiner profile. 
c. Inform the new joiner to read about 

Welcoming Kit in the public folder. 

e-Welcoming 
Kit 

HR First Day on 
Joining 

 



 

EMPLOYEE EXIT PROCESS 

PROCEDURE PIC TIMEFRAME 

1. Once the termination confirmed (due to voluntary 
resignation, contract expiration, termination, etc) HR 
to process with final payment calculation, consists of : 

 Salary of the month 

 Payment of untaken annual leave 

 Payment of prorated/full vacation allowance 

 Payment of severance  (Penghargaan atas Masa 
Kerja) 

 Others 

Employee 
 

One month 
prior to 
resignation 
date  

2. HR to inform related Department on any obligation of 
the leaving employee to the company, such as: 

 Cash Advance & Corporate Credit Card to Finance  

 Outstanding Loan or other personnel payment to 
HR itself 

 Company Asset(s) to IT 

HR, Finance 
and IT 

 

3. HR to advise the leaving employee on their final 
payment as well as obligation to the Company. 
Employee may opt to pay the obligation by 
him/herself prior to last working day or to be deducted 
from final payment.  

HR Two weeks 
before the 
employee 
last day. 

4. HR to submit Exit Clearance and Exit Interview Form to 
the respective employee. 

HR Two weeks 
before the 
employee 
last day. 

5. Employee to follow the guidance in Exit Clearance 
Form, settled all obligation and return all Company 
asset prior to last working day.  
The employee must complete Exit Interview Form.  
These forms must be completed and returned to HR 
prior to their last working day. 

Leaving 
Employee 

One week 
before the 
last day. 

6. In case needed, HR will call the leaving employee for a 
face to face exit interview. 

HR Minimum 3 
days before 
last day 

7. HR to prepare reference letter HR One week 
before last 
day 

8. HR to terminate their BPJS Ketenagakerjaan and BPJS 
Kesehatan membership. 

HR End of month 
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1. Introduction 

1.1 Purpose 

This standard provides guideline for management of waste at Supreme Energy’s (SE) operations. 

1.2 Scope 

This standard applies to all Company facilities which include but are not limited to exploration 
surveys, drilling, completion, work-over activities, production, purchasing and project planning at all 
Company Facilities.  
 
Waste management includes proper handling and segregation, packaging, labeling, collecting and 
temporary storage, manifesting, transportation, treatment, disposal/recycling, reporting of the 
waste generated.   
 
Waste Management aspects related to produced water and gaseous emission will be detailed 
further in Appendix 1 of this standard.  
 
This standard is designed to comply with applicable environmental laws and regulations of 
Indonesia, and conform to Company’s SHE Policy and Manual. 

 

2 Definitions 

 
Bio-hazardous waste Material that could be infected with blood-borne pathogens or other infectious 

bodily fluids (e.g., used bandages, needles, sharps, and blood) originated from 
clinic. 
 

Camp & office waste    Includes household garbage, paper, plastic, cardboard, packaging material, food 
waste, pallets, empty paint cans, and uncontaminated debris. Note: clinic waste is 
grouping under the “camp & office including clinic waste”, but is handled 
separately. 
 

Expired medicine Medicine that has gone past its shell life for consumption. 
 

Hazardous waste Solids, semi solids and liquids wastes that due to its characteristics (ignitable, 
corrosive, reactive or toxic), and its amount that may pose a substantial or 
potential hazard directly or indirectly to human health and survival of humans and 
other living creatures, or has the potential to directly or indirectly pollute or 
destroy the environment and/ or endanger the environment when improperly 
managed.  Also, any unknown waste, and waste listed at the Indonesian hazardous 
waste regulation and/ or by Supreme Energy requirement would be fall under the 
category of hazardous waste, until it is proven otherwise or if it is regulated under 
other regulation. Note: clinic waste is a bio-hazardous waste, radioactive and 
norm is a radioactive waste and expire explosive is an explosive waste. These 
wastes are also listed as a hazardous waste at the Indonesian hazardous waste 
regulation. 
 

Landfill A site used for disposal facility by dumping/burial the waste, however this 
definition is not including a land treatment facility, a surface impoundment or an 
injection well. 
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Non hazardous waste Material that is not dangerous to human beings. 

 
Radioactive waste Any radioactive substance and/or any material and equipment that has been 

contaminated by radioactive substances. 
 

Toxicity test Consist of TCLP or toxicity concentration of leaching procedures for 53 
parameters, LD50 or lethal concentration at 50% of the tested animals, as listed in 
PP 18/ 1999 & PP 85/ 1999, or 96hrs LC50 or lethal concentration at 50% of the 
tested animal after 96 hours exposure as listed in PERMEN 45/2006 regarding the 
management of drilling mud in oil & gas and geothermal activities. 
 

Treatment The reduction of the volume or relative toxicity of generated waste 
 

Waste manifest The shipping document (paper trail) which accompanies hazardous waste 
shipments and is originated and signed by the generator. 
 

Waste Characteristic Relevant hazard and or attribute associated with the wastes 
 

TENORM and NORM 
(Naturally Occurring 
Radioactive Material) 

Natural occurring radioactive material (NORM) and Technology Enhanced Natural 
occurring radioactive material (TENORM) is commonly identified when the 
naturally-occurring radionuclide is present in sufficient quantities or 
concentrations to require control for purposes of radiological protection of the 
public or the environment (which may presence in scale products, corrosion 
products, produced sand, pigging waste and other oil & gas related wastes.  
 

Gaseous Emission Gaseous release to the environment generated from production and supporting 
facilities 
 

Produced water Brine water which is carried over to the upper layer which contains hydrocarbon 
during oil and gas production activities, including formation water, injected water, 
drilling water and chemicals used for oil and water separation. 
 

Waste transportation Process of moving waste from the generator to the collector and/or to the 
processor, including the place of final disposal using transportation facilities. 

 

3 Applicable Regulations or Guidelines 

All facilities and activities that are performing waste management related activities at their facilities 
shall identify and comply with relevant legal requirement concerning waste management aspects by 
referring to the applicable statutory requirements/regulations.  This process should also cover, but 
not limited to, application and obtaining permit and or consent from relevant government 
institution. 

 
Applicable regulations include:  

 Act No. 32 of 2009 (was no 23/1997) regarding Environmental Protection and Management. 

 Act no 18 year 2008 regarding Domestic Waste Management  

 Government Regulation No. 18 of 1999 regarding Hazardous and Toxic Waste Management. 

 Government Regulation No. 85 of 1999 regarding Hazardous and Toxic Waste Management. 

 Government Regulation No. 27 of 2002 Concerning Radioactive Waste Management.  
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 PerMen ESDM no 45/2006 – Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic 
Indonesia regarding Drilling Sludge, Sludge Waste, and Drilling Cutting in oil and gas activity.  

 Kepmen LH no 19/2010 (was no 04/2007) regarding Standard for Liquid Waste Discharge for Oil 
& Gas and Geothermal activity  

 Kepmen LH no no 112/MENLH/2003 regarding Standard for the Domestic Liquid Waste.  

 PerMen LH no 129/2003 regarding Standard for Air Emission for Oil and Gas Activity 

 PerMen LH no 13/2007 regarding Requirement and Guidelines for Effluent Management from 
Oil and Gas Activity and Geothermal by Injection  

 Kepmen LH no 128/2003 regarding Standard Procedure and Technical Requirement for 
Management of Oily Waste and Contaminated Soil through a Biological Method.  

 Decree of the Head of BAPEDAL KEP-01/BAPEDAL/09/1995 regarding the Use of Technical 
Conditions on Storage and Collection of Hazardous Waste. 

 Decree of the Head of BAPEDAL KEP-02/BAPEDAL/09/1995 regarding Guidelines to Prepare 
Hazardous Waste Documents. 

 Decree of the Head of BAPEDAL KEP-03/BAPEDAL/09/1995 regarding Technical Requirements 
for Processing Hazardous Waste. 

 Decree of the Head of BAPEDAL KEP-05/BAPEDAL/09/1995 regarding Hazardous Waste Symbols 
and Labels 

 

4 Roles and Responsibility  

 
 All VPs and Senior Managers (Operations ; Subsurface, Drilling & Completion; Project; Supply 

Chain Management; Exploration & Exploitation) 

 Accountable for ensuring this standard applies to personnel in their respective areas of 
responsibility. 

 Accountable for ensuring that the requirements of this standard are being met. 
 

 SHE Senior Manager 

 Accountable for providing advice and guidance on matters relating to the environmental 
protection, and maintenance of this standard.  He is also accountable for internal liaison 
with Legal and other related departments/section, and external liaison with related 
parties to obtain permits and/or certificates where applicable. 

 
 Managers and Supervisors  

 All Managers and Supervisors are accountable for the implementation of, and adherence 
to, the requirements of this standard in their workplace.  They will be committed to, and 
seek the active participation of all employees in achieving this standard’s purpose and 
conduct all activities in accordance with this standard.  They are further responsible and 
accountable for providing the necessary resources to achieve the above requirements. 

 Managers and Supervisors are to ensure that this Waste Management standard is 
consistently communicated to all employees, contractors and other parties under their 
respective responsibilities.  Managers and Supervisors are to ensure that employees and 
contractors are adequately trained in the Waste Management standard. 

 Managers are responsible to include Waste Management into job performance 
expectation of all related employees. 
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 Employees  

 All employees are required to actively participate in the implementation of this standard.  
All employees are responsible and/or accountable for ensuring that their activities are in 
compliance with the standard.   

 
 Contractors 

 Contractors are required to provide their services in accordance with requirements set 
forth in this procedure. Contractor’s performance with respect to Waste Management 
issues will be an important factor in selection, retention, evaluation, and continued 
utilization of Contractor.  

 Contractors responsible for waste generation are required to submit a Waste 
Management Plan prior to conducting any activities. If a contractor’s Waste 
Management plan is not as comprehensive as Company’s Waste Management Plan, 
then it has to adopt and implement Company’s Waste Management Plan.  
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5 Requirements 

 
5.1 Simplified Waste Management Process  
 
The below flowcharts describe Company Waste Management Plans : 
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5.1 Waste Identification  

Waste generated by Company operations shall be identified as inline with applicable regulations and 
referring to the requirement as stipulated in relevant standards. 

 
Each type of waste is detailed more according to specific identity and characteristic of wastes. The 
detail information of this waste identification is described in the Appendix 1 of this standard.   

5.2 Waste Handling  

5.2.1 Segregation, Packaging and Labeling 

All wastes generated from any facility within Company facilities must be segregated according to 
their specific or respective characteristics, as well as considering final treatment and/or disposal of 
wastes.   
 
Incompatible waste should be stored separately or in a manner that prevents commingling in the 
event of a spill.  This requirement can be met i.e. by providing adequate space between 
incompatibles or physical separation such as walls or containment curbs.  Characteristics of 
compatibility charts shall be considered in this segregation practice, which is described in Appendix 
1B of this standard.  
 
The segregated wastes shall be packaged using materials that: 

 are appropriate to the nature of wastes (not reactive with the waste)  

 are durable and robust to retain the wastes and  remain intact during handling, storage, 
transportation and disposal, so as to prevent leaks, littering, spills and injuries. 

 
Volume of waste stored in containers should take into consideration an increase in volume, gas 
formation or an increase in pressure during storage: 

 Liquid waste should consider the increase in volume and formation of gas. 

 Reactive waste should not have any empty space in the container to prevent accumulation of 
gas.  

 Explosive waste should be stored in a container that can withstand pressure. 
 

The exhibit of recommended packaging practices is detailed in Appendix 2 of this standard. 
 

Label and symbol shall be unique and patched on each package of waste to describe minimum 
information on: 

 waste identity and characteristic 

 date of generator or date of stored in a waste bin 

 source of waste (waste generator identity) 

 amount of waste (in kg and liter) 
 

Ensure that label and symbol does not peel off from the container, since date of generation of the 
waste until the date of transfer for further treatment. 
  
Detail guidelines of labeling are described in the Appendix 3 of this standard. 
 

5.2.2 Measurement 

Having put in designated bin/collection unit, the waste shall be measured in weight unit (kg) for solid 
wastes or volumetric (liter) and weight unit (kg) for liquid wastes. Such requirement would not be 
applied for any bulk container of wastes (i.e. iso tank, etc.) considering practicability in the field. This 
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measurement shall be noted in waste label and also recorded in waste database and/or logbook. 
The waste generator shall keep the record of this measurement. 

 
Exhibit of recommended waste measurement schemes are described in the Appendix 4. 

5.2.3 Collection 

All wastes are required to be collected and stored in dedicated container/waste bin according to 
segregation guideline.  The container or waste bin shall: 

 the package size, shape and packaging material meet requirement of mechanical lifting standard  

 has been approved for use  

 be put on a support base to: facilitate loading –unloading process and monitor spill/ leakage.  
 

A label shall be attached into each container to provide information on:  

 source of waste (waste generator) 

 date of delivery  when transferred to temporary storage location. 
 

An exhibit of recommended waste container/bin and support base is described in Appendix 5 of this 
standard. 

 

5.2.4 Storing at Site 

Waste generators would have to store temporarily their waste at transfer point within its facility 
before transferring them to temporary storage waste facility.  During this period, the Waste 
Generators are held responsible to maintain environmentally approved condition of storage 
practices and put label and symbol in each container. Once the container is full, Waste Generators 
shall transfer the waste to temporary storage less than 90 days since the waste was labeled and 
dropped into waste container/bin.  To prevent accumulation of hazardous waste more than the 
initiated date, all facilities should keep an inventory of waste generated. In this way, the facility can 
ensure proper tracking of waste storage on site.     

 
This facility in minimum shall consider: 

 geological stability (earthquake, landslide, etc) 

 natural perils exposure (lightning, weather condition, typhoon, tsunami, etc) 

 environmental proximity (distance to nature conservation area, local community / employee 
residential / activity area) 

 measures / requirements to minimize environmental pollution (secondary containment, 
distance from drainage system) 

 applicable legal requirement  
 

These criteria and measures are also referred to Section 5.4.3 of this standard.  

 

5.3 Transferring to Temporary Storage 

Waste Generator must ensure following minimum requirements are followed: 

 Complete the internal Waste Manifest form before handing over this waste to the transporter. 
The detail information regarding this Waste Manifest is described in Section 6.2 Waste Manifest 
section. 

 Maintain inventory in their waste mass balance of the incoming and out going waste.  Detail 
waste mass balance sheet described in Section 6.1 Waste Record. 
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Waste Transporter shall meet following requirements: 

 has relevant permit . 

 acknowledges the internal manifest from Waste Generator 

 hands over the manifest to the responsible person or his/her designated at temporary storage 
facility 

 ensuring all waste are safely arrived at temporary storage. 
 

5.4 Temporary Storage 

5.4.1 Temporary Storage for Non-Hazardous Wastes 

 The generator of domestic solid waste shall ensure all domestic solid wastes are properly 
segregated, handled, stored and disposed of in appropriate manner.  

 Metal can/tin waste (except metal scrap), glass, wood/pallets and rubber waste shall be 
collected in separate location for temporary storage to determine further disposal options.  

 

5.4.2 Requirements for Hazardous Waste Storage Building 

The warehouse or building for storage of hazardous waste should: 

 be designed to be suitable with the type, characteristics and amount of waste  

 have sufficient space to store the wastes for anticipating 90 days storage period. 

 be designed to protect direct or indirect entry of rainwater. 

 be designed without a ceiling and have a ventilation system to prevent the accumulation of 
gases or vapors at the storage areas. 

 have nets or other material that can prevent birds or other small animals from gaining access to 
the storage area. 

 have sufficient lighting to operate and inspect the storage area, including lamps placed one 
meter above the stack with the “stop contact” placed at the outside of the building. 

 be equipped with a lightning conductor. 

 have a sign using appropriate symbols posted on the outside of the building in accordance with 
the type of waste stored. 

 have a strong, even, water-tight floor, free of cracks, with a slope of no greater than 1% to flow 
rainwater away from the storage area towards a catch basin.   

 be equipped with drains / gutters and the floor around the building and be constructed with a 
slope of no greater than 1% to flow rainwater away from the storage area, in the direction of the 
catch basin  

 
If the building holds more than 1 (one) type of hazardous waste, the storage area should: 

 have different compartments, with each compartment storing waste of compatible 
characteristics. 

 be separated by a wall between the compartments to prevent any mixing of the waste at the 
storage area in case of spillage. 

 have a containment ditch with adequate volume to hold the waste being stored between 
compartments. 

 have drainage system capable of draining liquids rapidly into the containment ditch  
 

The warehouse or building should have the following features: 

 An alarm system. 

 A fire extinguishing system. 

 A safety fence. 
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 A source of reliable electricity. 

 First aid facilities. 

 Communication equipment. 

 A store room to store the waste handling tools and equipment. 

 An emergency exit. 
 

Minimum requirements for bulk liquid waste storage facility should: 

 be equipped with emergency response and communications equipment in case of fire. 

 be made of construction material that is suitable for the characteristics of the waste stored. 

 be flood-free. 

 have a floor that is crack-free and even, sloping with a maximum of 1% in the direction of the 
containment ditch. 

 have roof to prevent rainwater. 

 be equipped with drains/gutters that lead to a catch basin, which is impermeable with capacity 
to contain 110% the volume of the largest tank stored. 

 
An illustration of recommended warehouse building, bulk liquid storage and stacking/placement 
arrangement are described in Appendix 6 of this standard 

 

5.4.3 Requirements for Waste Storage Location 

The location of the containers or tanks, the building that stores the containers and the building that 
contains the tanks should: 

 be located outside water catchment area, especially for drinking water. 

 be designed to be flood-free. 

 be at least 50 metres away from the main facility. 

 be in an area specifically built for this purpose or in a designated area within the facility.  

 have access to waste storage areas is limited to authorized and trained employees. 

 be clearly identified and marked on the facility map or site plan. 

 have signage as required under Indonesian regulations. 

 specifically for underground waste tanks, (if any) be equipped with secondary containment 
structures 

 
Above requirements are also applicable for waste storing at site as described in section 5.3.4. 

5.5 Transportation of Waste 

Followings are minimum requirement for waste transportation: 

 Prior to shipment, containers must be properly closed and sealed for transport. 

 For hazardous waste transportation, the transporter shall have a permit from Departemen 
Perhubungan (Dinas Perhubungan Laut for ships/sea transportation modes and Dinas 
Perhubungan Darat for land transportation) 

 For hazardous waste transported by air, Company should refer to IATA (Civil Aviation 
Regulations for applicable requirements.  

 

5.6 Final Treatment or Disposal 

Final treatment (including recycling options) and/or disposal of wastes should: 

 comply with applicable regulation 

 minimize environmental  impacts considering the hierarchy of waste minimization efforts (from 
reduction at source to disposal) 
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 limit potential future liability  

 be cost effective 
 

Company shall use waste treatment, storage, disposal, and recycling facilities that: 

 Have the technical capability to manage the waste in a manner that reduces immediate and 
future impact to the environment. 

 Have all required permits, certifications, approvals, etc. of applicable government authorities. 

 Have been secured through the use of formal procurement agreements (return to vendor or 
manufacturer). 

 Have been evaluated by SHE Department for conformance with the above requirements.   
 

Several alternatives of these methods are described in Appendix 7 that identifies list of conventional 
waste management options in order of preference.   

 

5.7 Training 

Personnel who are directly involved with waste handling shall receive Waste Management and 
Hazardous Material Handling training that will minimize risks when handling waste and to ensure 
adherence to this Company Waste Management Standard. 
 
Details on Waste Management training requirements are outlined in SHE Training Standard XXX. 

5.8 Emergency Response 

Emergency situation in relation to all waste management practices shall refer to relevant procedures 
for spill handling and Emergency Response Plan as applied in respective field / asset. 
 
A brief of typical emergency response plan regarding waste management is detailed in Appendix 8 of 
this standard, while the full set documentation could refer to the relevant Site Specific Procedures. 
 

6 Waste Documentation, Records and Reporting 

6.1 Waste Matrix 

Each field is responsible to develop site specific waste matrix, and being accountable for maintaining 
a current list of wastes generated, based on: 

 Waste description generated 

 Waste stream ID  

 The prevailing total volume 

 Waste characteristics information  

 Waste handling (packaging & segregation methods)  

 Waste disposal, reuse or recycle options employed by the specific facility can be included in the 
site specific waste matrix.   

 Waste matrix is used as guidance for implementing and controlling of waste management 
implementation at each site.  

 
Waste matrix list shall be reviewed and revised as necessary, e.g. due to changes in activities or 
processes.  
 
Appendix 9 – features an example of site specific waste matrix to be used within Company facilities. 
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6.2 Waste Manifest 

6.2.1 Internal Manifest 

 An internal Waste Manifest is required when transferring waste within the COPI location (from 
point of Waste Generators / collections to temporary storage and or final treatment or disposal 
within Company facilities). 

6.2.2 External Manifest 

 An external B3 Waste Manifest is required when shipping hazardous waste from any Company 
facilities to any destination that is an approved third party disposal facility by Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup. 

 
Refers to Appendix 10 regarding further information of this manifest requirement. 

 

6.3 Waste Records 

Waste data shall be properly recorded and maintained by Waste Generators at respective facility. 
 
The waste data includes but not limited to hazardous waste temporary storage inventory, total 
amount of waste being incinerated at B3 and domestic incinerator, non-hazardous wastes record, 
waste log book, waste manifest documentation and mass balance. 

6.4 Reporting 

All data and document waste record shall be submitted at least every 6 months to relevant 
government institutions and regency and shall be maintained and reviewed by SHE Department. 

7 Waste Management Audit 

7.1 Company Waste Management Audit Program 

A systematic audit approach is required so the audit covers all aspects of the materials' life cycle 
from materials purchasing, through materials utilization, waste minimization efforts, waste handling, 
storage & transportation, and waste treatment & disposal.  
 
Waste management relevant audit program shall refer to SHE Audit and audit protocols from 
Governmental Bodies (BPMIGAS/ MIGAS/ Kementerian Negara Lingkungan Hidup/ Bapedalda).   

 

7.1.1 Auditing of Third Party (Contractor) Waste Recycling/ Reclaim and Disposal Facilities 

The HSE Department will perform an annual audit of each third-party (contractor) waste recycle/ 
reclaim/ disposal facility used during the previous 12 months. The purpose of the audit is to assure 
that the third-party contractor does not present an unacceptable risk to Company in terms of future 
liability for remediation or other actions, which could arise to the Company. Standards which are 
used for this audit may include the applicable legal and permit requirements and/or the 
implementation of the Contractor’s owned procedures. 
 
Refer to SHE Standard no XX SHE Auditing Procedure for a suggested format for conducting such 
audits.   

8 Waste Management Review  

Waste Management review is conducted on at least annual basis to support the efforts of continual 
improvement in implementation of waste management. Scope of this review will be determined 
considering the functional units that intend to perform such review. 
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Recommended of waste management review template / format is shown in the Appendix 11. 
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Appendix 1 - SE Waste Management Plan 
 

No & 
waste 
Code 

Waste name Waste  
Category 

Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

PRODUCTION RELATED WASTE 

1.  Explosive- 
expired 
 

Hazardous due 
to its potential 
explosion  
 
 

 use appropriate PPE 
 certain activities should be 

conducted only by personnel with 
special training and qualification 
on working with explosive (use 
only approved contractors)  

 symbol: explosive 
 - label: explosive, hazardous 

- accumulate in a sealed 
drum and store in the 
explosive bunker/storage 

- complete waste manifest 
 

- return to vendor - explode the unused explosive 
materials in controlled manner 

 
- backfill the ashes as residue from 

the explosion 
 
-  or dispose at an approved 

sanitary landfill 
 
- send to approved waste 

management facility 
2. Drilling mud & 

cutting 
 

Listed in GOI 
no. 18 / 1999 & 
no. 85 / 1999 as 
a hazardous 
waste   
 
 

-  use appropriate PPE, eye and  skin 
protection 

 
- respiratory protection may be 

required 
 
 

- store in tanks  
 
- use proper tanks 
 
 

- use of environmental 
friendly mud 

 
-  Scrutinize MSDS 
 
 
- reuse mud if possible 
 
- minimize use of water  
 
- use water based mud if 

possible 
 
- prevent seepage and 

lost circulation 
 
- prevent well kick and 

blow-out 
 
  

To manage the drilling waste, refer to 
KepMen ESDM no 45/2006 or any  
other applicable regulation 
supersede the obsolete guideline   
 
- backfill the HDPE along with 

cuttings at the drilling reserve pit, 
that has compacted clay as a liner 
or use HDPE as a liner; or use 
tanks as the alternative 

 
- consideration should be given not 

to allow releasing drilling related 
wastes with TDS>1000 mg/l and 
TSS>100 mg/l to ensure no 
impact to environment 
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Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

3. Produced water Non hazardous  
 
Regulated by 
GOI under 
PerMen LH no 
19 / 2010 - 
regarding Liquid 
Waste 
Discharge 

- use appropriate PPE, eye and  skin 
protection 

 
- respiratory protection may be 

required 
 
- may contain flammable or 

combustible compounds including 
H2S and ammonia 

 
 

- put in a proper container 
for  storage and 
transportation , or for 
further treatment 

 
- make sure the tank is 

properly sealed prior to 
shipment 

 
  

- use for production 
purpose  

  
- inject produced water 

for zero discharge 

- discharge as per PerMenLH no. 
19 / 2010  

 
- inject to designated disposal well 
 
- consideration should be given not 

to allow releasing produced water 
with TDS>1000 mg/l and 
TSS>100 mg/l to ensure no 
impact to environment 

4. Well work-over/ 
well-service 
fluids (including 
brine and well 
stimulation 
fluids) 

Hazardous if 
contain solvent, 
acid, base and 
oil, which are 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
no. 18 / 1999 & 
no. 85 / 1999  

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection 

 
- respiratory protection may be 

required 
 
- may contain flammable or 

combustible compounds including 
H2S and ammonia 

 

- put in a proper container 
for  storage and 
transportation for further 
treatment considered as 
hazardous waste 

 
- make sure the tank is 

properly sealed prior to 
shipment 

 
 

-  use more environmental 
friendly products to 
perform well work-over/ 
well services and well 
stimulation  , wherever 
practicable 

 
- if possible, use all of the 

well work-over/ well 
services and stimulation 
fluids by injecting them 
into the well and 
produced it back along 
with well fluids  

- manage as per PerMen ESDM 
no. 045/2006, if it is not a 
hazardous waste 

 
- if in doubt, test for TCLP 

parameters, and LD50 as per PP 
85 / 1999 to ensure that it is not a 
hazardous waste, i.e. If to be  
discharged to the environment  

 
- send to approved waste 

management facility if it is 
considered as hazardous waste  

 
- inject to designated disposal well 
 
- consideration should be given not 

to allow releasing work-over/ well-
service related wastes with 
TDS>1000 mg/l and TSS>100 
mg/l to ensure no impact to 
environment 
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Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

5. Soil 
contaminated 
with oil 
(weathered /  
dead oil, slop 
oil, fuel oil, 
paraffin) 

Hazardous if 
contain oil 
>1%TPH 
 
Hydrocarbon 
contaminated 
wastes is listed 
as hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999  
 
 
 
 
 
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection 

 
- may also require respiratory 

equipment 
 
- handle as crude oil 
 
- pick up oil promptly to prevent 

weathering and return to 
Production stream 

 
- consider use of oil absorbent 

compounds near leak prone 
areas 

 
- symbol: toxic & flammable 
 
- label: soil, oil, hazardous     

- accumulate in an open top 
poly propylene or steel 
drums, or in appropriate 
bulk containers  

 
- soil contaminated may be 

stored temporarily on site 
in area with dike with an 
impermeable liner (HDPE) 
to prevent contamination 
of ground water, surface 
water, air and soil 

 
- contain any leakage 
 
If to be sent to approved 
waste management facility : 
 
- accumulate in a closed 

top steel drums, or in an 
appropriate sealed 
container for 
transportation and 
preparation for disposal 

  
- store in a temporary 

hazardous waste storage 
 
- complete waste manifest 
 

- conduct oil recovery 
process to result in 
saleable oil (recycle to 
production stream) 

 
- reuse as fuel at 

permitted cement 
factory, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

- conduct bioremediation to reduce 
TPH to 1%; and reuse the 
bioremediated soil for regreening; 
or backfill on site. Refer to 
KepMen LH no. 128/ 2003 

 
- burn in a hazardous waste 

incinerator and sent the ashes to 
certified waste management 
facility. 

 
- send to approved waste 

management facility. 
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Waste minimization 
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Treatment & 
Disposal 

6. Glycol – spent 
 

Hazardous  
 
Listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Use chemically 
resistant gloves, if required 

 
- may also require respiratory 

equipment, and protective 
clothing 

 
- refer to MSDS  
 
- symbol: toxic & flammable 
 
- label: glycol, hazardous 
  

- accumulate separately 
in a sealed plastic 
container or in a closed 
steel drums  

 
- store in a temporary 

hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste generation 

 
- return to vendor for the 

containers and the 
unused material 

- burn in a hazardous waste 
incinerator if it is allowable by 
relevant permit and sent the 
ashes to certified waste 
management facility 

 
- send to approved waste 

management facility 
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Waste minimization 
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Treatment & 
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7. Tank bottom, 
sludge and/ or 
basic sediment/ 
produced sand 

Hazardous 
 
Hydrocarbon 
contaminated 
wastes is listed 
as hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999  
 
 
 
 
 
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Use chemically 
resistant gloves, if required 

 
- may also require respiratory 

equipment, and protective 
clothing 

 
- may be poisonous, avoid 

inhalation by using respirator with 
proper filtration canisters 

 
- may be commingled with other 

oily wastes -- provided that the 
wastes are compatible  

 
- pick up oil promptly to prevent 

weathering and stored in an 
approved containers after 
dewatering 

 
- consider use of oil absorbent 

compounds near leak prone 
areas 

 
- symbol: toxic & flammable 
 
- label: tank bottom, hazardous 
 

- accumulate in an open 
top poly-propylene or 
steel drums, or in 
appropriate bulk 
containers  

 
- tank bottom may be 

stored temporarily on 
site in area with dike 
with an impermeable 
liner (HDPE) to prevent 
contamination of ground 
water, surface water, air 
and soil  

 
-  contain any leakage 
 
- accumulate in a closed 

top steel drums, or in an 
appropriate sealed 
container for 
transportation and 
preparation for disposal 

  
- store in a temporary 

hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 

- conduct oil recovery 
process 

 
- reuse as fuel at 

permitted cement 
factory, etc. 

 
- if possible, maintain 

turbulent flow in tank to 
reduce tank bottom 
generation/  prevent 
sedimentation 

 
- if possible, apply heat or 

add appropriate 
chemicals to reduce 
tank bottom generation 

 
 

 

- conduct bioremediation to reduce 
TPH to 1%; and reuse the 
bioremediated soil for field 
regreening; or backfill on site. 
Refer to KepMen LH no. 128/ 
2003 

 
- burn in a hazardous waste 

incinerator, as suggested by 
applicable permit, and sent the 
ashes to approved waste 
management facility   

 
- send to approved waste 

management facility 
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8. Scale and/ or 
corrosion 
products and/ 
or pigging 
wastes 
(oily, no 
Naturally 
Occurring 
Radioactive 
Materials / 
NORM) 

Hazardous if 
contain oil 
>1%TPH 
 
Hydrocarbon 
contaminated 
wastes is listed 
as hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18/ 1999 & no. 
85/ 1999  
 
May be 
hazardous if 
contain oil more 
than 1% TPH 
and/ or contain 
NORM more 
than 25 micro-
rems/ hour 

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection 

 
- respiratory protection may be 

required 
 
- add water to prevent explosion of 

pyrite (fes) due to auto ignition 
when pigging the gas line 

 
- the waste (scale and/ or corrosion 

products) should be examined for 
the presence of NORM before 
any work could be performed. 
Refer to waste no. 9 down below 

 
- symbol: toxic, flammable 
 
- label: scale products, hazardous; 

corrosion products, hazardous; 
pigging wastes, hazardous 

 

- for transporting any 
scale and/ or corrosion 
products and/ or pigging 
wastes refer to waste 
no. 9  

 
- If applicable, add water 

to prevent explosion of 
pyrite (fes) due to auto 
ignition when pigging 
gas line 

use corrosion and scale 
inhibitor to prevent 
formation of scale and 
corrosion  

- conduct bioremediation to reduce 
TPH to 1%; and reuse the 
bioremediated soil for field 
regreening; or backfill on site. 
Refer to KepMen LH no. 128 / 
2003 

 
- burn in a hazardous waste 

incinerator and sent the ashes to 
approved waste management 
facility   

 
- conduct special backfill on site as 

per recommendation from BATAN 
/ BAPETEN (national atomic 
energy institution), if NORM > 25 
micro-rems/  hour 

 
- send to approved waste 

management facility 
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Transport 
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Treatment & 
Disposal 

9.  TENORM 
(Technology 
Enhance 
Naturally 
Occurring 
Radioactive 
Materials) – 
including the 
scale and 
corrosion 
products, pigging 
wastes, etc. 

Hazardous 
 
- may be 

hazardous if 
contain more 
than 1% TPH 
and/ or more 
than 25 micro 
rems/ hour. 

 

- use appropriate PPE, eye and  skin 
protection 

 
- respiratory protection may be required 
 
- any scale and corrosion products and 

pigging wastes and other suspicious oily 
solids waste materials should be 
examined for its NORM 

 
- if NORM ( 25 micro-rems/ hour), 

special worker protection procedures 
must be followed. Certain activities 
involving NORM should be conducted 
only by personnel with special training 
on working with NORM (use only 
approved contractors)  

 
- any metals that have been in contact 

with produced fluids (oil, gas, and/or 
water) must be examined for NORM 
before it is taken out of service and 
properly handled. Precautions must be 
taken to avoid inhalation, ingestion, or 
prolonged skin contact with NORM   

 
- if the material is reusable, it should be 

decontaminated at a specially permitted 
and previously approved NORM 
decontamination facility 

 
- NORM scrap metal should be 

accumulated separately from other 
waste.  Small and medium size pieces 
of NORM scrap metal should be placed 
in a special approved bulk container or 
in a special epoxy-lined 200-liter drum 

 
- symbol: radioactive 
 
- label: NORM, hazardous 
 

- prior to shipping any NORM 
contaminated equipment or 
tubing, all openings must be 
completely isolated. Fully 
closed thread protectors are 
required for tubing. For 
irregular openings, duct tape 
is recommended.  If external 
contamination is present, the 
entire piece of equipment or 
tubing must be completely 
wrapped and taped securely 
in place. 

 
- after being decontaminated:  

sell to salvage/ scrap dealer 
(metal re-claimer) or use as 
pipe support at field  

 
- accumulate in drums, and 

store in a temporary 
hazardous waste storage 

 
- complete waste manifest 
 

reuse the materials if possible 
(e.g. for metals contaminated 
with NORM). But, it should be 
decontaminated first at a 
permitted and approved (by 
BATAN / BAPETEN) NORM 
decontamination facility 

- all NORM must be stored at a special 
backfill site in the field as per 
recommendation from BATAN / 
BAPETEN (national atomic energy 
institution), or 

 
- send to approved waste management 

facility 
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Waste minimization 
effort 

Treatment & 
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10.  Amine - spent Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS  
 
- symbol: toxic & corrosive 
 
- label: amine, hazardous 
 

- as a basic waste, 
separately stored from 
acid waste 

 
- accumulate separately 

in a closed, sealed 
plastic container or 
drums 

 
- store in a temporary 

hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
  

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
hazardous waste 
generation 

 
- return to vendor for the 

containers and the 
unused material  

 

- dispose of at approved waste 
management facility 

 

11. Excess /  
expired 
production 
chemicals 
(demulsifier,  
scale /  
corrosion 
inhibitor, 
biocide, etc) 

Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999  

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS; may contain 

flammable or combustible 
compounds  

 
- symbol: toxic & corrosive; toxic & 

flammable 
 
- label: original label, hazardous 
 

- drums should be banded 
together on wooden 
pallets and closed 
properly prior to 
shipment 

 
- accumulate in approved 

open-top or closed-top 
polypropylene or steel 
drums (or in appropriate 
bulk containers, if 
necessary), and store in 
a temporary hazardous 
waste storage 

 
- complete waste manifest 
 

- utilize the excess/ 
expired production 
chemicals as much as 
possible   

 
- return to vendor for the 

containers and the 
unused materials 

- dispose of at approved waste 
management facility 
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12. Excess cement 
(well 
cementing) 

Non hazardous  
 
 

- use appropriate PPE, eye and  skin 
protection 

 
- refer to MSDS  
 
- proper packaging must be 

considered for delivery of the 
excess cement 

- store in dry area, 
protected from rain  

 
- use sealed container to 

avoid dust release 
 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste generation 

 

- backfill on site 
 
 

13. Oily waste 
water (pit water, 
floor drain 
liquid, vacuum 
truck rinse 
waste) 

Non hazardous  
 
 

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS  
 
- may contain flammable or 

combustible compounds including 
H2S, and ammonia 

 
 

- if contains any free oil 
(or if it fails oil & grease 
test), it must be properly 
containerized (approved 
containers) for transport 
and disposal.  

 
- Ensure the approved 

containers is properly 
sealed prior to shipment. 
Care should be taken 
when handling these 
materials to minimize 
the possibility  of spills 

- minimize use of rinse 
water for floor and car 
washing 

 
- minimize use of  

vacuum truck rinse  
water   

- discharge to a stream, as per 
PerMenLH no. 19 / 2010, or  

 
- inject to designated disposal well 

with reference to PerMen LH 
13/2007 regarding Requirement 
and Guidelines for Effluent 
Management from Oil and Gas 
Activity and Geothermal by 
Injection 

 
- consideration should be given not 

to allow releasing work-over/ well-
service related wastes with 
TDS>1000 mg/l and TSS>100 
mg/l to ensure no impact to 
environment 

 

   

Industrial waste 
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14. Asbestos and 
ceramic fibre 

Hazardous  
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS  
 
- symbol: toxic 
 
- label: asbestos; ceramic fibre 
 
 
 

- accumulate in approved 
open-top or closed-top 
polypropylene or steel 
drums (or in appropriate 
bulk containers, if 
necessary). Store in a 
sheltered area, avoid rain 

 
- drums should be banded 

together on wooden 
pallets and closed 
properly prior to shipment 

 
- accumulate in drums, 

store in a temporary 
hazardous waste storage 

 
- complete waste manifest 
 

- do not use new 
equipment containing 
asbestos and ceramic 

 
- plan to replace existing 

equipment containing 
asbestos and ceramic 

- send to approved waste 
management facility 
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15. Batteries (acid / 
lead - used) - 
dry or wet cell 

Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS  
 
- lead acid batteries contain 

sulphuric acid; extremely 
corrosive 

 
- place in leak-proof containers, 

metal baskets,  place on pallets 
 
- if in metal drums, pack to prevent 

short-circuiting (arching) against 
the drum 

 
- if broken, place in hermetically 

sealed container with absorbent 
materials 

 
- symbol: toxic & corrosive 
 
- label: batteries, acid, hazardous  
 

- off the ground in a 
shaded, dry, covered 
area, avoid rain  

 
- pack individually in 

wooden or fibreboard 
boxes; or if several 
packed together, then it 
should be  securely 
cushioned  

 
- accumulate in drums, 

store in a temporary 
hazardous waste storage 

 
- complete waste manifest 
 

- specify vendor pick-up 
of used lead/ acid 
batteries (return to 
vendor for recycle)  

- send to approved waste 
management facility 
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16. Chemical,  
hazardous – 
unused /   
expired 

Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS  
 
- must be packed in good quality 

container, properly labeled as a 
hazardous waste 

 
- refer to Kepbapedal-05/ 1995 
 

- put the drum on the 
wooden pallet and it 
should be banded 
together properly prior to 
shipment 

 
- use sealed container, use 

approved land or sea 
transport company only 

 
- refer to kepbapedal-01/ 

1995 
 
- accumulate in drums, and 

store in a temporary 
hazardous waste storage 

 
- complete waste manifest 
 

- conduct usage control 
especially for field 
production chemical 
testing to prevent 
unnecessary waste 
generation 

 
- return to vendor  
 
- use them all up in a 

well, if possible, if it is a 
production chemicals 

- send to approved hazardous 
waste management facility 

 
- if in doubt test for TCLP 

parameters and LD50 and if not 
hazardous, backfill on site or send 
to an approved sanitary landfill 

 

17. Chemical - non 
hazardous - 
unused/ expired 

Non hazardous 
 
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves if required 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS  
 
- pack in good quality containers 

which are clearly labeled 
 
- symbol: non hazardous waste 
 
- label: original label, non 

hazardous 
 

- store in dry area, 
protected from rain, in 
good sealed container to 
avoid dust release 

 
- no special transportation 

is required  

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste generation 

 
- return to vendor  
 
- use them all up, if 

possible 

- send to an approved sanitary 
landfill, or 

 
- backfill on site 
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18. Debris, refuse 
and materials 
contaminated 
with chemicals 
and used lube 
oil 

Hazardous 
 
Hazardous if  
Contaminant is 
a hazardous 
materials/ a 
hazardous 
waste 
 
The chemical 
contaminant 
may be listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves if required 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS of the chemical 

contaminant 
 
- provide label depending on the 

chemical contaminant 
 
- symbol: toxic 
 
- label: debris, hazardous; refuse, 

hazardous,  lube oil 
 
- label: debris, non hazardous ; 

refuse, non hazardous (if non 
hazardous) 

 

- store in accordance with 
the proper measures 
depending on the 
chemical contaminant 

 
- transport in accordance 

with the proper 
measures depending on 
the chemical 
contaminant 

 
- accumulate in drums, 

and store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 
- segregate before placing 

in bin, leak-proof 
containers 

 
- use liner to prevent 

accumulated waste from 
sitting directly on ground 

 
- protect from rain; close 

and seal container prior 
to transport 

 

- prevent contamination dispose in accordance with the most 
hazardous chemical contaminant 
  
Hazardous: 
-- burn in a hazardous waste 

incinerator as suggested by the 
applicable permit  and sent the 
ashes to approved waste 
management facility 

 
- send to Approved waste 

management company  
 
Non hazardous: 
- burn in incinerator and backfill the 

ashes on site 
 
- send to an approved sanitary 

landfill 
 
- if in doubt, assume it as a 

hazardous waste 
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19. Empty drums / 
cans / 
containers – of 
the hazardous 
waste 

Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves if required 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS; if previous content 

is unknown, then treat as a 
hazardous waste 

 
- label with sufficient information to 

ensure proper use and/ or 
disposal and to allow selection of 
MSDS; use weather resistant 
marking and labelling should be 
used 

 
- symbol: toxic 
 
- label: drum, hazardous, etc. 
 
- label: empty (for empty drums) 
 

- segregate based on its 
contents; cover, avoid 
storage on bare soil 
(ground)  

 
- band together for 

shipment to avoid 
accidental falling or 
spilling 

 
- accumulate in drums, 

store in a temporary 
hazardous waste storage 

 
- complete waste manifest 

- return to vendor  
 
- where practical and 

feasible, bulk containers 
should be used instead 
of drums for high 
volume materials 

 
- send to re-claimer 

company for recycling 
 

- crush after triple rinsing or 
washing and send to approved 
waste management facility 
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20. Drums / cans / 
containers - of 
the non 
hazardous 
waste 

Non hazardous  
 
 

- use appropriate PPE, eye and  
skin protection, avoid cuts from 
rusty drums 

 
- refer to MSDS  
 
- drums should be free of 

corrosion, severe dents, and 
bulging head and should have 
good seals on bungs; drums 
should be properly labeled and 
marked with weather-proof 
marking 

 
- symbol: non hazardous waste 
 
- label: original, non hazardous; 

drum, etc. 
 

- segregate based on 
contents; cover, avoid 
storage on bare soil 
(ground)  

 
- band together for 

shipment 
 

- return to vendor 
 
- where practical and 

feasible, bulk containers 
should be used instead 
of drums for high 
volume materials 

 
- send to re-claimer 

company for recycling 
 
- reuse drum to collect for 

oil spill, etc. 

-  crush the drums for reducing the 
size 

 
- send to an approved sanitary 

landfill 
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No & 
waste 
Code 

Waste name Waste  
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Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

21. Filter – media & 
cartridge - 
hazardous 
waste (oily, 
lube oil, 
propane, fuel 
gas, glycol, dry 
gas, mercury 
guard bed, 
molecular 
sieve, amine 
carbon, 
cartridge filter) 

Hazardous  
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999  

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves if required 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
 
- refer to MSDS 
 
- may contain hazardous material 

such as VOC, hydrocarbon and 
Hg 

 
- containers should be properly 

labeled and sealed prior to 
shipment 

 
- symbol: toxic  
 
- label: as per type materials stored 

inside the drums 
 

- accumulate and store 
separately, do not mix 
with other materials 

 
- accumulate in drums, 

and store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 
 

- conduct material 
selection and usage 
control 

 
- reduce filter bed and 

media consumption by 
using better materials,  
with longer expected life 

 
- state in the contract that 

vendor will pick up 
(handle) the used filter 
bed and media 

   

Please refer further detail of 
treatment and disposal plan for this 
specific waste in Appendix 1.a  
 
 

22. Filter – media & 
cartridge – non 
hazardous 
waste (air 
filters, sand 
filter & carbon 
filter for potable 
water) 

Non hazardous  - use appropriate PPE, eye and 
skin protection 

 
- containers should be labeled and 

sealed prior to shipment 
 
- symbol: non hazardous waste 
 
- label: filter media, non hazardous, 

etc.  
 

- store in dry area, 
protected from rain 

 
- accumulate in original 

packaging or drums and 
sealed 

 

- conduct usage control 
 
- require vendor to take 

back the used filter bed 
and media 

- send to recycling company, or 
 
- send to an approved sanitary 

landfill 
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No & 
waste 
Code 

Waste name Waste  
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Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

23. Incinerator ash 
- hazardous 
waste 
incinerator 

Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye, 
respiratory and skin protection 

 
- containers should be properly 

labeled and sealed prior to 
shipment 

 
- symbol: mix waste 
 
- label: ash, hazardous 
 

- accumulate and store 
separately, do not mix 
with other materials 

 
- accumulate in drums, 

and store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 

 - send to approved waste 
management facility 

 
 

24. Incinerator ash 
- non 
hazardous 
waste 
incinerator 

Non hazardous  
 
 
 

- use appropriate PPE, eye, 
respiratory and skin protection 

 
- containers should be labeled and 

sealed prior to shipment  
 
- symbol: non hazardous waste 
 
- label: ash, non hazardous 
 

- store in dry area, 
protected from rain 

 
- accumulate in drums 

and sealed  
 

 - backfill on site, or 
 
- send to an approved sanitary 

landfill 
 



   
SUPREME ENERGY SHE STANDARD 

WASTE MANAGEMENT 

Ref.  SE-SHE-STD-4 

Rev. 2Feb’12 

 

34 
 

No & 
waste 
Code 

Waste name Waste  
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Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

25 Liquid Mercury 
(including 
elemental 
mercury)  

Hazardous 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves if required 

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS 
 
- containers should use HDPE 

bottles/material and put inside 
HDPE drum/containers  

 
-  it is recommended to fill up the 

upper part of HDPE bottle with 
water as seal 

 
- symbol: toxic waste 
 
- label: liquid Hg or elemental Hg 

waste 
 

- accumulate and store 
separately, do not mix 
with other materials 

 
- complete waste manifest 
 
- transfer to temporary 

storage 
 
 
 

 - send to an approved waste 
management facility 
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No & 
waste 
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Waste name Waste  
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Handling, symbol & 
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Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

26 Laboratory 
waste (used 
reagent and 
remain 
samples) 

Hazardous 
 
May be listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18/ 1999 & no. 
85/ 1999  
 
Few may be non 
hazardous such 
as salt (NaCl; 
CaCl2; CaCO3, 
etc.) 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves  

 
- respiratory protection and 

protective clothing may be 
required 

 
- refer to MSDS 
 
- may contain hazardous material 

such as VOC, hydrocarbon and 
Hg 

 
- segregate used reagent and 

remain sample based on its 
characteristics and stored in 
proper container (refer to MSDS) 

 
- containers should be properly 

labeled and sealed prior to 
shipment 

 
- laboratory solid waste such as 

glassware, filter paper, etc. Is not 
expected to be a hazardous 
waste.  The waste should be 
stored in covered skips, or similar, 
prior to disposal in an approved 
sanitary landfill, or recycled 

 
- Symbol: toxic & corrosive 
 
- label: lab waste, hazardous 
 
- label: lab waste, non hazardous 

(if non hazardous) 
 

- accumulate and store in 
leak proof container, 
sealed and covered 

 
- accumulate and store 

separately, do not mix if 
not compatible with 
other materials 

 
- accumulate in drums 

and/ or containers and  
store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- use only approved land 

and sea transportation 
with appropriate permit    

 
- complete waste manifest 

- sent only appropriate 
amount of samples to 
laboratory 

 
- conduct materials 

selection and usage 
control for the 
laboratory reagent 

 

Hazardous: 
- first rinse of the remain sample 

and used reagent shall also be 
assumed as a hazardous waste     

- send to approved waste 
management facility 

 
Non hazardous: 
- send to an approved sanitary 

landfill 
 
- if in doubt, assume it as a 

hazardous waste 
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No & 
waste 
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Waste name Waste  
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Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

27. Metals, scraps  
(piping, tanks, 
wire-line, junk 
spare-part, 
scrap casing & 
tubing 
connection, 
metal thread 
protectors, 
scrap structural 
steel) 

Non hazardous 
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Handle rusty 
metals with care 

 
- any metals which have been in 

contact with produced fluids (oil, 
gas, and/ or water) and containing 
scale and corrosion product, must 
be surveyed for NORM before 
handling. Any metals which have 
NORM above 25 micro-rems/ 
hour is considered as NORM 
contaminated materials 

 
- label: metals, scrap, non 

hazardous  
 

- small and medium size 
pieces should be placed 
in a special baskets  

 
- transport small and 

medium size pieces in 
baskets; large pieces 
should be transported 
intact, taking 
precautions so that they 
do not come apart 
during transport  

 
- scrap pipe should be 

bundled for transport 
safety 

- conduct material 
selection and usage 
control 

 
- send to salvage or 

scrap dealer (metal re-
claimer), or reuse at 
field such as for pipe 
support  

 
- donate to local 

government, ensure 
that it does not contain 
NORM above 25 micro-
rems/ hours 

Verify for NORM concentration 
before deciding for disposal this 
scrap waste at an approved sanitary 
landfill. 
 
Ensure all relevant requirement 
regarding write-off has been 
followed/fulfilled. 
 

28. Oil – used lube 
oil  

Hazardous  
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999  
 
 
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection 

 
- respiratory protection may be 

required 
 
- refer to MSDS 
 
- used lube oil is flammable and 

toxic 
 
- containers should be properly 

labeled and sealed prior to 
shipment 

 
- symbol: toxic  
 
- label: lube oil, hazardous 
 
 

- store separately from 
oxidizing material, avoid  
from heat exposure, 
store on the pallet and 
properly banded 

 
- accumulate in sealed 

and leak proof drums 
and/ or metal containers 
and  store in a 
temporary hazardous 
waste storage 

 
- use only approved land 

or sea transportation 
with appropriate permit 

 
- complete waste manifest 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste 

 
- return to vendor or re-

claimer company for 
recycling  

 
- change the oil based on 

test instead of based on 
engine running hours 

   

send to approved waste 
management facility 
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Storage & 
Transport 

Waste minimization 
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Treatment & 
Disposal 

29. Paint – excess Hazardous 
 
Hazardous if it 
contains lead, 
chromium, zinc 
and/ or solvent, 
etc.   
 
The additive use 
may be listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves  

 
- respiratory protection may be 

required (it could be ignitable and 
toxic) 

 
- refer to MSDS 
 
- paint brush is considered non 

hazardous if to use water based 
paint. This paint brushes should 
be properly cleaned and dried first 
prior to put in a trash bin 

 
- paint brush is considered 

hazardous if to use solvent based 
and lead based paint, and also if 
to use to paint  tanks, pipelines,  
other vessel & other oil & gas field 
related equipment 

 
- symbol: toxic & flammable 
 
- label: paints, hazardous 
  

- the paint cans should be 
emptied until no more 
than 3% by weight of the 
total capacity remains. If 
possible use them all up 

 
- once dry, the lid should 

be closed tightly 
 
- close and seal drums 

prior to shipment 
 
- accumulate in poly 

propylene drums, and 
store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 

- estimate amount of 
paint required carefully 
to minimize paint 
excess 

 
- require suppliers to pick 

up paint surplus 
 
- prefer to use water 

based paint and restrict 
the use of lead based 
paint 

 
- use all paint  
  

- burn the non hazardous paint 
brush in a non hazardous waste 
incinerator and backfill the ashes 
on site 

 
- burn the hazardous paint brush in 

a hazardous waste incinerator, if 
allowed by applicable permit,  and 
send the ashes to approved waste 
management facility 

 
- send the non hazardous excess 

and/ or surplus paint and/ or  paint 
brush to an approved sanitary 
landfill 

 
- send the hazardous excess and/ 

or surplus paint and/ or paint 
brush to approved waste 
management facility   

30. Pallets /  
wooden boxes / 
sacks 

Non hazardous 
 

- use appropriate PPE, eye, hand 
and skin protection  

 
 
 

-  bind together for 
shipment to avoid 
accidental falling  

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
wastes  

- burn in a non hazardous waste 
incinerator and backfill the ashes 
on site 

 
- send the pallet to an approved 

sanitary landfill 
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Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

31. Refractory brick 
or ceramic 
insulation (of 
incinerator and 
boiler)  

Hazardous  
 
May be 
hazardous, may 
contain NORM 
and may be 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection 

 
- must be packed in good quality 

container and properly labeled 
 
- use appropriate PPE, respiratory 

protection and rubber gloves. If 
necessary use protective clothing 

 
- symbol: mix waste 
 
- label: refractory brick, hazardous; 

ceramic. 
 

- use sealed container 
and use only approved 
land and sea 
transportation with 
appropriate permit 

 
- accumulate in drums, 

and store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
wastes 

 

- send to approved waste 
management facility 

 
- if proved non hazardous send to 

approved sanitary landfill or 
backfill on site 

32. Soil 
contaminated 
with lube oil/ 
used lube oil 
and/ or 
chemicals/ 
used chemicals 

Hazardous  
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999  
 
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves if required  

 
- respiratory protection may be 

required 
 
- refer to MSDS of the chemicals 

contaminated in the soil and 
prevent direct contact with skin 
and eyes 

 
- symbol: refer to chemical 

characteristics 
 
- label: soil, lube oil, hazardous      
 

- remove free liquids prior 
to containerization, 
managed and disposed-
of accordingly 

 
- seal containers prior to 

shipping 
 
- accumulate in drums, 

and store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 

- take measures to 
prevent spills.  For 
example, use 
containment devices in 
chemical storage areas. 

 
- develop procedures to 

prevent or reduce the 
contamination of soils, 
e.g. drip pans or 
secondary containment 
around compressors, 
pumps, gearboxes and 
chemical drums & 
storage to reduce spills 

- send to approved waste 
management facility or 
bioremediation site (refer to 
KepMen LH no. 128/ 2003).  
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Transport 

Waste minimization 
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33. Solvent or 
thinner - 
chlorinated or 
non chlorinated 
 

Hazardous  
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves  

 
- respiratory protection and 

protective clothing is required 
 
- refer to MSDS. Read warming 

labels on containers. Avoid 
inhalation by using respirator with 
proper filtration canisters. May be 
highly flammable. 

 
- symbol: toxic & flammable 
 
- label: solvent, hazardous 

- store separately. Do not 
mix with other materials.  
Small containers such 
as cans or aerosol 
sprayers should be 
accumulated separately 

 
- store in a temporary 

hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 
 
 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste 

 
- return to vendor 

especially for the empty 
containers 

 
- put into production 

stream if possible 
 
- use water-based 

solvents or soap 
cleaners when possible 

 
- minimize the amount of 

solvents being lost 
during cleaning or 
maintenance.  Use drip 
pans or other means 
such as secondary 
containment to catch 
any leaking solvent 

 

- send to an approved waste 
management facility 

 

34. Tire - used Non hazardous  
 
 
 

- use appropriate PPE 
- pack it in a containers with  a 

clear label 
- symbol: non hazardous waste 
- label: used tire 
 
 

- no special requirement 
but ensure that there is 
no oil on the used tire 

  
 
 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste 

 
- return to vendor 
 
- send to re-claimer 

company for recycling 
 
- reuse for coral reef  
 

- burn in a non hazardous waste 
incinerator and backfill the ashes 
on site 

 
- send to an approved sanitary 

landfill  
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Camp & office waste including clinic 
35. Aerosol cans Non hazardous 

 
Community 
waste – 
domestic 
garbage 
 

- use appropriate PPE 
 
- do not puncture or burn 
 
- pack in a good containers with  a 

clear and appropriate label 
 
- this is a domestic garbage waste 

but due to safety concern of the 
possibility to explode if puncture, 
heat or burn, it is recommended 
to manage it as a hazardous 
waste 

 
- symbol: explosive (pressure)  
 
- label: aerosol can, hazardous 
 

- store separately, avoid 
heat source > 600 c and 
transport it in a closed, 
sealed drums 

 
- accumulate in an open-

top drums, and store in 
a temporary hazardous 
waste storage 

 
- complete waste manifest 

- use non-aerosol cans  
 
- conduct usage control 

to prevent unnecessary 
wastes 

 
- return to vendor 
 
- send to re-claimer 

company for recycling 
 

- send to an approved sanitary 
landfill, or 

 
- send to approved waste 

management facility.  
 
Due to safety concern of the 
possibility to explode if puncture or 
burn, it is recommended to send it to 
approved waste management facility 

36. Carton boxes/ 
card board/ 
paper 

Non hazardous  
 
Community 
waste - 
domestic 
garbage 

- use appropriate PPE 
 
- accumulate in special trash bin or 

box which is used for this carton 
boxes/ card board/ paper/ 
domestic garbage 

 
 

- use special trash bin or 
box to accumulate and 
store these materials 

 
- containers should be 

equipped with lids or 
nets to ensure that 
waste cannot escape 
from the container 
during storage or 
transport. 

 

- select materials with 
less packaging  if 
possible 

 
- conduct usage control 

to prevent unnecessary 
wastes 

 
- send to re-claimer 

company for recycling 

- send it to approved sanitary 
landfill, or 

 
- burn in a non hazardous waste 

incinerator and backfill the ashes 
on site 
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37. Toner (used 
toner) for copy 
& fax machine 
and Cartridge 
printer 

Hazardous  
 
may contain 
solvent and lead 
from the toner, 
which are listed 
as hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE 
 
 
- use gloves 
- accumulate in original packaging 

or drums  
 
- used cartridge printer may be  

toxic due to its Pb contents of this 
toner  

 
- symbol: toxic 
 
- label: cartridge printer, fax, copier. 
 

- accumulate in drums, 
and store in a temporary 
hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
waste 

 
- return to vendor 
 
- send to re-claimer 

company for recycling 

- send to approved waste 
management facility  

 
 

38. Clinic waste- 
solid waste 
(e.g. Expired 
medicine, 
syringe, etc) 

Hazardous  
 
Biohazard 
(infectious) and 
toxic wastes 
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection (biohazard waste, 
clinical solid waste)   

 
- containers should be properly 

labeled and sealed prior to 
shipment 

 
- symbol: bio hazard 
 
- label: clinic solid waste, bio 

hazardous 
 

- accumulate in a plastic 
bag that is used 
exclusively for the 
clinical solid waste, and 
than put it in a wooden 
box, or in an open-top 
drums, or in a sealed 
drum and store in a 
temporary hazardous 
waste storage 

 
- complete waste manifest 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
wastes 

 

- incinerate in a hazardous waste 
incinerator and send the ashes to 
approved waste management 
facility  
 

- send it to an approved medical 
incinerator 
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39. Clinic waste – 
liquid waste 
(e.g. Blood 
sample, urine, 
expired 
infusion) and 
also domestic 
liquid waste 
from clinic 
(pantry, sink 
and toilet)  

May be    
hazardous  
 
Biohazard 
(infectious) 
wastes if blood 
sample, urine 
and expired 
infusion   
 
Domestic liquid 
waste (if waste 
from pantry, sink 
and toilet) 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection (biohazard, 
infectious clinical liquid waste)  

 
- if to put in a container, than the 

containers should be properly 
labeled and sealed prior to 
shipment 

 
- symbol: bio hazard 
 
- label: clinic liquid waste, bio 

hazardous  
 
 

- if necessary, accumulate 
in a plastic bag that is 
used exclusively for the 
clinical liquid waste such 
as for blood samples 

 
- complete waste manifest 

(i.e. For liquid waste put 
in a plastic bag such as 
for blood sample)  

  
 

- reduce water 
consumption to reduce 
unnecessary waste 

Medical Wastes: 
- incinerate in a hazardous waste 

incinerator and send the ashes to 
approved waste management 
facility  

 
- send to approved medical 

incinerator 
 
Liquid waste: 
- treat in a separate septic tank or 

other biological treatment prior to 
treat along with other domestic 
liquid waste and discharge to 
surrounding environment as per 
PerMen LH 19 / 2010 

 
 

40. Domestic liquid 
waste 

Non hazardous  
 
 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection (biohazard, 
infectious liquid waste)  

 
 

 
 

- reduce water 
consumption to reduce 
liquid waste generation 

 

- treat in a septic tank or other 
biological treatment and discharge 
to the surrounding environment or 
to a stream as per PerMen LH 19 
/ 2010.  

 
Note: sludge generated is a non-
hazardous waste that could be 
disposed of at an approved sanitary 
landfill 
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41. Domestic solid 
waste (food 
waste, yard 
waste, office 
trash) 

Non hazardous  - use appropriate PPE, eye and 
skin protection (biohazard, 
infectious solid waste)  

 
 

- use special covered 
trash bin or box to 
accumulate and store 
these materials 

 
- containers should be 

equipped with lids or 
nets to ensure that 
waste cannot escape 
from the container 
during storage or 
transport 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
wastes 

 
- conduct waste 

segregation to reduce 
unnecessary waste: 
organic, paper, plastic, 
aluminium, glass, metal 

 
- send to re-claimer 

company for recycling 
such as for paper, 
plastic, aluminium, 
glass and metal   

 
- donate for fish and 

animal food feeding 
 

- composting, especially for organic 
solids waste and reuse for field 
and site re-vegetation 

 
- burn in a non hazardous waste 

incinerator and backfill the ashes 
on site 

 
- send to an approved sanitary 

landfill   
 
-  Food waste: after grinding, it can 

be used for animal / fish feeding 
 
 

42. Glass (and 
bottles), 
including 
aluminium can 

Non hazardous - use appropriate PPE and 
consider to use leather gloves 
and goggles when handling glass 

 

- there is no special 
requirement is required 

 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
wastes 

 
- conduct waste 

segregation to reduce 
unnecessary waste 

 
- send to re-claimer 

company for recycling 

- send to an approved sanitary 
landfill 
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43. Pesticide & 
herbicide (and it 
cans & 
container) 

Hazardous  
 
listed as 
hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. Wear chemical 
gloves  

 
- respiratory protection and 

protective clothing is required 
 
- refer to MSDS. Read warming 

labels on containers. Avoid 
inhalation by using respirator with 
proper filtration canisters. May be 
flammable. 

 
- symbol: toxic  
 
- label: pesticide, hazardous; 

herbicide, hazardous 
 

- accumulate in a sealed 
drum and store in a 
temporary hazardous 
waste storage 

 
- complete waste manifest 

- conduct usage control 
to prevent unnecessary 
wastes 

 
- return to vendor 

especially for the can 
 
- use them all prevent 

any left over 
 

- send to approved waste 
management facility 

 
For the can: 
- crush after triple rinsing or 

washing and send to approved 
waste management facility 

44. Plastic & 
styrofoam 

Non hazardous  
 
 

- use appropriate PPE, eye 
protection if burn, it could release 
carcinogenic substances 

 
 
 

- accumulate and store 
separately from other 
materials  

 
 

- use non plastic/ 
styrofoam  materials 
whenever alternatives 
exist 

 
- use biodegradable 

plastic/ Styrofoam 
 
- send to re-claimer 

company for recycling 
 

- burn in a hazardous waste 
incinerator and send the ashes to 
approved waste management 
facility, or 

 
- send to approved waste 

management facility 
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No & 
waste 
Code 

Waste name Waste  
Category 

Handling, symbol & 
Labelling 

Storage & 
Transport 

Waste minimization 
effort 

Treatment & 
Disposal 

45. Tubular lamp, 
glass lamp (TL 
lamp), 
fluorescent 
lamp containing 
Hg 

Hazardous   
 
Mercury is listed 
as hazardous 
waste in GOI 
Regulation no. 
18 / 1999 & no. 
85 / 1999 

- use appropriate PPE, eye and 
skin protection. May contained 
mercury (Hg)  

 
- Symbol: toxic 
 
- label: tubular lamp, hazardous; 

glass lamp, hazardous 
 
 

- accumulate in a special 
containers (wooden 
boxes or drums) 
exclusively for tubular 
lamp 

 
- store in a temporary 

hazardous waste 
storage 

 
- complete waste manifest 
 

- select non mercury or 
other non-toxic heavy 
metals content glass 
lamp if possible 

- send to approved waste 
management facility 
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Appendix 1B – Segregation of Wastes according to Waste Incompatibility Charts 
 

No. Reactivity Group  1 2 3 4 5 6 7 8 

          

1 Acids, Mineral, Non-oxidizing ----        

2 Alcohols and Glycols H ----       

3 Caustics H  ----      

4 Cyanides and Sulfides GT 
GF 

  ----     

5 Halogenated Organics H 
GT 

 H 
GF 

H ----    

6 Metals and Metal Compounds, 
Toxic 

S  S   ----   

7 Combustible and Flammable 
Materials, Miscellaneous 

H 
G 

     ----  

8 Oxidizing Agents, Strong H 
GT 

H 
F 

 H 
E 
GT 

H 
GT 

 H 
F 
G 

 
---- 

 
 
 

H - Heat generation 

F - Fire 

GT - Toxic gas generation 

GF - Flammable gas generation 

E - Explosion 

G - Innocuous and non-flammable gas generation 

S - Solubilization of toxic substances 

 
Directions for Using this Appendix :  To determine potential consequences of mixing two different chemicals, 
locate the box which represents the intersection of the chemical group in the rows on the left with a chemical 
identified in the columns across the top.  For example, mixing oxidizing agents, strong (8) with acids, mineral 
non-oxidizing (1) will result in the generation of heat (H) and toxic gases (GT). 
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Appendix 2 - Packaging Recommendation  

Fibre Steel Fibre

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 4
Explosive
Flammable liquids       

Flammable solids, self-
reactive substances                       

Box & bag are not allowed for substances extremely flammable 
For Bag shall not exceed 50 kg
Special packaging for substance with water or alcohol content:
- shall designed to prevent the loss of water or alcohol 
- shall constructed and close so as to avoid an explosive overpressure or pressure build-up of 
> 300 kPa
effectively closed

Substances liable to 
spontaneous 
combustion

                      

Box & bag are not allowed for substances liable to spontaneous combustion 
For Bag shall not exceed 50 kg
For wet waste,  necessary shall be provided with a suitable inner coating or treatment (shift-
proof & teraproof)
For wet metal (with a visible excess of liquid) --> metal packaging a venting devices is 
required
Bag shall not be used for packaging group II in powder/dust phase

Substances which, in 
contact with water, emit 
flammable gases

                      

For Bag shall not exceed 50 kg
For wet waste,  necessary shall be provided with a suitable inner coating or treatment (shift-
proof & teraproof)

Oxidizing substances                       

For Bag shall not exceed 50 kg
Drum (steel, aluminium, metal) max. capacity 250 Kg
Drum (fibreboard, playwood) fitted inner liners with max. capacity 200 Kg

Organic peroxides              Effectively closed

Toxic substances                       

Infectious substances        

Inside wodden box shall lined with alumunium, metal, plastic to prevent leak of any liquid
Liquid form shall contained in shift-proof
For sharps & piercing waste shall not be packed in bags

Radioactive material              

Packaging may, in particular, consist of one or more
receptacles, absorbent materials, spacing structures, radiation shielding and service
equipment for filling, emptying, venting and pressure relief; devices for cooling, absorbing
mechanical shocks, handling and tie-down, thermal insulation; and service devices integral
to the package.
Packaging requirements refer to Kep. Ka BAPETEN No. 04/Ka-BAPETEN/V-99, Bab I no. 
113 - 114 

Corrosive substances                
For used battries : shall be protected from short circuit 

Note :
* shall not be used for substance of packaging group I that may beome liquid during carriage 1 : Non-Removable Head
o shall not be used when substance being may become liquid during carriage 2 : Removable Head
f These packaging shall only be used for packaging group II when carried in a closed vehicle or container 3 : Shift-Proof

4 : Water Resistant

4.1.1.1 The packaging shall : 4.1.1.8

4.1.1.2 4.1.3 Packing groups :
- shall not be affected or significantly weakened by those dangerous goods Packing group I: Substances presenting high danger;

Packing group II: Substances presenting medium danger;
Packing group III: Substances presenting low danger

- Where necessary, they shall be provided with a suitable inner coating or treatment

4.1.1.4

Metal

Type Of Packaging

Charateristic Steel Aluminium Plastic 
(HDPE) WoodenSteel Aluminium Plastic 

(HDPE)

Jerrican Box Bag
Plastic Plastic / Wooven 

Plastic

Parts of packagings which are in direct contact with dangerous goods :

When filling packagings with liquids, sufficient ullage (outage) shall be left to ensure that 
neither leakage nor permanent distortion of the packaging occurs as a result of an 
expansion of the liquid caused by temperatures likely to occur during transport. 

Alumi
nium

Liquids may only be filled into inner packagings which have an appropriate resistance to internal pressure that may be developed 
under normal conditions of carriage. Where pressure may develop in a package by the emission of gas from the contents (as a 
result of temperature increase or other cause), the packaging may be fitted with a vent, provided that the gas emitted will not cause 
danger on account of its toxicity, its flammability, the quantity released, etc. A venting device shall be fitted if dangerous 
overpressure may develop due to normal decomposition of substances. The vent shall be so designed that, when the packaging is 
in the attitude in which it is intended to be carried, leakages of liquid and the penetration
of foreign matter are prevented under normal conditions of carriage.

- shall not cause a dangerous effect e.g. catalysing a reaction or reacting with the 
dangerous goods

- shall be strong enough to withstand : the shocks and loadings normally encountered 
during carriage, removal from a pallet or overpack 
- shall be constructed and closed so as to prevent any loss of contents when :prepared for 
transport which might be caused under normal conditions of transport, by vibration, or by 
changes in temperature, humidity or pressure (resulting from altitude, for example)
- No dangerous residue shall adhere to the outside of packagings

Remarks
Drum

*

f
f

* * * *o *

* * * * * *

o* * * * * *

o* * * * * *

o* * * * * *

oo oo oo

oo oo ooo oo

o o o o o o o

o

o o o o

o o o o o o o

oo

* * * * *

o* * * * * *
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In general, above packaging requirement could be summarized as follows: 
 
Hazardous waste containers should: 
 Be free of rust and leaks. 
 Be suitable for the characteristics of the hazardous waste stored in the container; 
 Be made of plastic (HDPE, PP or PVC) or metal (Teflon, Carbon Steel, Stainless Stell) as long as the 

materials do not react with the waste type. 
 Have a tight cover to prevent any spillage during transfer or off-site transportation.  
 
Each hazardous waste should be placed in a container that will be exclusively used for the purpose of 
accumulating a specific hazardous waste.  Each location should maintain a small supply of containers that 
can be used for storing solid and hazardous waste. 
 
Storage containers used can vary in volume.   
The filled hazardous waste container should: 

 Be labeled with the appropriate symbol. 
 Always kept closed and only opened when the waste is being taken out or added into the container. 

 
The filled hazardous containers should be inspected at least once a week.  Each site will develop an 
inspection checklist based on the types of waste generated, the various areas for inspection, etc. 
 
If any leak occurs, the content of the containers should be transferred to a more suitable container.  The spill 
should be collected; and kept in a separate container the area cleaned. 
 
The hazardous waste containers can be re-used to store other hazardous waste if the characteristics of the 
new waste are the same or compatible with the previous waste stored. If it’s not compatible, the containers 
are not recommended to be re-used. 

 
 
Illustration of waste packaging using drum for: (A) liquid hazardous waste; and (B) sludge or solid hazardous 
waste 
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Appendix 3- Guideline for Labeling and Placing Symbols for Hazardous Waste 
Handling 
 

 All waste containers for storage and transportation should be labeled in conformance to prevailing 
Indonesian regulations.   

 All waste containers should be labeled with the waste hazard warning symbols shown below: 
 

Waste Label  

 
 
 
 At the minimum, the following information should be included on the label for hazardous waste: 

o The symbol should be suitable for the characteristics of the waste stored.  If the waste has 
more than one hazard class, the label should reflect the more dominant characteristics that 
pose the greater degree of hazard.  If there is more than one dominant characteristic, the 
container should be labeled with a mixed characteristic symbol. 

o Each hazardous waste container has a minimum 10 cm x 10 cm symbol of the predominant 
characteristic of the waste. 

o The label should be made of material that can withstand chemical corrosion and the 
fastenings are strong on the surface of the container. 

o The labels are fastened on the sides of the container and are not blocked from view by the 
other containers stored. 

o The fastened symbol should not be detached before the content of the container is removed 
and cleaned.  

o The label on top of the container should have a minimum 7 cm x 15 cm arrows (2) symbol to 
indicate the position of its cover. 
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SYMBOL on the Hazardous Waste Building 
 
The symbol attached to the hazardous waste building should adhere to the following requirements: 

 The symbol should be placed on every door and on the outer wall of the building, and it should not be 
blocked. 

 The type of symbol should be suitable to the characteristic of the stored waste. 
 The minimum size of the symbol is 25 cm x 25 cm or bigger and should be visible from a distance of 

at least 20 meters. 
 The label should be made of material that can withstand chemical corrosion or any other material that 

it comes in contact with. 
 As long as the building is being used for hazardous waste storage purposes, the symbol should not 

be taken out or replaced unless the building is going to be used to store wastes of different 
characteristics. 
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APPENDIX 3A : Waste Hazard Warning Symbols (based on Indonesian Regulation) 
 

   
Symbol B3 Waste that can easily 
explode 

Symbol for reactive B3 Waste Symbol for poisonous  B3 Waste 

 
 

Symbol for flammable B3 Waste Symbol for corrosive  B3 Waste 

 

 

 

Symbol for infectious B3 Waste  Label Showing the Position on the 
Hazardous Waste Covers 

 

 

 
Symbol for Empty HAZARDOUS 
Waste Containers 

 Symbol for a mixture B3 Waste 
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BERACUN 

BERACUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

An Illustration on proper placement of symbol and label of hazardous waste 
 

BERACU

N 
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Appendix 4 - Scheme of Measurement Practices  
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Appendix 5 – Recommended waste container or waste bin 
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Appendix XX - Storage Methods for Hazardous Waste 
 
The requirements stated below are defined for the “Temporary Hazardous (B3) Waste Storage” facilities in the 
field/ offshore support base locations.   
 
Note: The term “Temporary B3 Waste Storage” is not specifically defined in the regulations, but it is inferred 
from the regulatory context to mean interim storage either outside of the generator’s facility or in any part of 
the facility other than the formal, longer-term storage facilities (shall be no more than 90 days storage and will 
require KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP approval for another 90 days extension with a valid 
reason/ justification) [Refer to Decree of the Head of BAPEDAL KEP-01/BAPEDAL/09/1995]. 
 

 
Picture 1  : Ventilation System Inside the HAZARDOUS Waste Temporary Storage 
Building 

 
Storage of hazardous waste tanks should be maintained in the following manner: 

 The tanks must have secondary containment with drains/ gutters leading to a containment ditch 
(Picture 2). 

 The containment ditch should be water-tight, and is able to hold 110% capacity of the maximum tank 
volume. 

 The tanks should be arranged in a manner that if a tank fails, it will remain within the containment 
area and will not give any effect to the other tanks around it. 

 The tanks used for must be protected from direct sunlight and infiltration of rainfall. 
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                        Picture 2 : Tanks to store large volumes of hazardous waste 

 
Picture 3 : Segregated Compartments for the Different Waste Types. 

 
Storage of hazardous waste containers should be maintained in the following manner: 

 Containers (i.e. metal drums) are stored in block systems.  Each block consists of 2 x 2 drums 
(Picture 4), and is kept in a manner that will ease inspection of the drums. 

 The minimum width between the blocks should be 60 cm for human passage and suitable for the 
movement of transportation vehicles; e.g., fork-lifts. 

 Storage methods should take into consideration the stability of the stacked drums.  If the containers 
are metal drums (200 liters), they should be stacked on pallets in groups of four, no more than three 
levels high.  If the drums are stacked more than three levels high, they should be stacked on racks/ 
shelving units, with a ladder providing access to the drums (Picture 5).   
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 The distance between the highest stacked drum and the roof and the distance between the most 
outer drum and the wall of the storage room should be not less than one meter. 

 Incompatible waste containers should be stored separately, not in one block and not in the same 
storage section.  They should also be stored in a manner that prevents the mixing of incompatible 
waste in the containment area in case of a spillage.    
 

 
Picture 4:  Storage Methods of Drums on the Pallets with a Minimum Distance between the Blocks 
 

 
Picture 5:  Storage of Hazardous Waste Drums Using Racks or Shelving Units 
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Appendix 7- Final Treatment or Disposal of Waste 
 
Selection of final waste treatment and or disposal alternatives is key element of an organization’s 
environmental management system.   Efficient management of wastes can reduce operating costs and 
potential liabilities.  Selection of final treatment or disposal methods should consider: 

 hierarchy of waste minimization efforts (from reduction at source to disposal) 
 Apply the 3R concepts of: Reduce, Reuse, Recycle.  
 When options of recycling, reuse or reduction are not available, practical or technically feasible, 

operating unit locations shall consider final treatment and disposal methods which permanently alter, 
neutralize, de-toxicity or destroy waste so as to minimize the impact to human health and the 
environment and limit potential future liability.   

 Use 3rd party waste management facility which has been considered to be qualified 
 In the absence of qualified 3rd party waste treatment, storage, disposal and recycling facilities (due to 

consideration of area location and transportation requirements), each location shall: 
- consider installation of on-site waste treatment or recycling processes (except for the 

Hazardous Waste Landfills) that conform to with applicable requirements  
- implement long term storage on-site until such time that qualified vendors have become 

available.  
 potential liability issues (covering the aspects of applicable regulation; environmental sensitive areas; 

health and safety hazards/risks) 
 technologically proven to be environmentally friendly 
 costs effective 
 

Site operational units may select alternate equivalent waste management technologies consistent with the 
hierarchy of waste management and using best engineering judgment and with recommendation from Field 
HSE Advisor or Environmental Advisor. 
 
The depositing of waste in an on-site landfill shall be prohibited unless the site has fulfilled requirements listed 
under Government Regulation No. 18/ 1999 concerning Hazardous and Toxic Waste Management, Article 36 
to 39.   
 
The use of underground injection wells for hazardous waste would be considered not recommended. Consult 
HSE Dept. for more details.     
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Waste that is generated shall be managed: in accordance with the hierarchy of waste management options 
and using best engineering judgment.  
 
Re-use 
Waste that can be used for other than their original purpose/ usage/ form, such as: 

 Used / Junk Tubing for the Pipe Support of the Other Pipeline 
 Spilled oil / Tank Bottom for the Field Road Asphalt 
 Used Tires for a Coral Reef growing (Artificial Reef) 

 
Recycling or Recovery 
Recycling is an effort to use the waste for the same purpose/ usage/ form again (and again). 
Treatment applied will be able to do this conversion of waste into the exactly the same usable 
materials and/ or extraction of energy from the materials and/ or from the waste.  Examples include 
the following process of recycling: 

 Used Battery as a new Battery 
 Scrap Metals as a new Steel 
 Drilling Water Based Mud used at Other Wells 
 Produced Water Injected for Enhanced Oil Recovery and return as a new Produced Water 
 Plastics as a new Plastic 
 Broken Glass as a new Glass 

 
Return to Vendor or Manufacture  

 Unused Chemical, Bulk Container (Drum), Used Batteries, etc. should be able to be returned 
to the Vendor or Manufacturer for a reason, such as: Impurities, Surplus, Waste, etc. This 
may required a special arrangement with the vendor/ manufacturer and most likely have to be 
spelled-out in the contract/ re-purchase agreement.    

 
Donate to Local Authority/ Community/ NGO 
Specific waste such as for a certain non hazardous waste can be donated to the local authority/ 
community/ NGO after preparing a Write Off Procedure (WOP) and receiving approval from BPMigas.  
Examples include: 

 Junk Pipes, Beams, Steel Scrap. 
 Used Tires. 
 Junk Wellheads; 
 All for a Coral Reef growing (as an Artificial Reefs). 

 
Send to a Junk Dealer (Waste Re-Claimer) 
 Scrap such as: Steel Scrap, Junk Drums, Plastic Scrap, Aluminum cans, etc., can be sent to junk 

dealer (waste re-claimer) for recycling.   
 
Treatment 
- This includes the treatment, destruction, detoxification and/or neutralization of residues through 

processes such as: 
o biological methods: composting, tank based degradation 
o thermal methods: incineration, thermal desorption or use of waste as fuel in 

combustion processes and thermal destruction. Note:  Energy Recovery from 
incineration process may be preferable treatment in some cases 

o chemical methods: neutralization, stabilization 
o physical methods: filtration, centrifugation 

 
Responsible Disposal 
In general, non-hazardous solid waste shall be incinerated using the domestic waste incinerator. The 
combustible hazardous wastes may be incinerated in hazardous waste incinerator as long as the 
incinerator permit includes this waste category.  
 

P 
 
R 
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For remote areas where non-hazardous solid waste incineration is not possible, a controlled landfill 
disposal may be implemented, which requires a site assessment to ensure that this alternative does 
not pose significant risks to the environment. This landfill shall be covered and monitored in daily 
basis  
 
Disposal of wastes on land or in water should consider implementing methods that are appropriate for 
a given situation.  These disposal methods include alternative for underground injection. 
 
The potential ecological sensitivity of the location of operations is the key to the selection of an 
appropriate management practice for a specific waste. This may require information on geology, 
hydrology, hydro-geology, climate conditions and biological habitats. 

  
Note:   
Waste Hand-Over Agreement 
Waste that will be: donated to a local authority; disposed of at a proper facility; sent to junk dealer; returned to 
vendor; or otherwise transferred to a third party, must be accompanied by a properly executed waste hand-
over agreement signed by Company and third parties or the receiver.  The purpose of this document is to 
provide a record of the agreed transaction and to ensure correct transfer of all future liabilities pertaining to 
the transferred waste. 
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Appendix 8- An illustration of Emergency Response Preparedness in relation to 
waste management incident 
 
One person should be designated as responsible person for handling emergencies situation, including 
coordination of action, reporting to Incident Commanders and regulators, and liaising with emergency 
response team.  A deputy should be appointed to act incase of absence. 
 
In establishment of Emergency Response, spillage of hazardous waste is probably the most common type of 
emergency involving infectious or other hazardous material or waste. Implementation of Emergency 
Response procedure shall cover below minimum requirements: 

 The waste management plan is respected; 
 Contaminated areas are clean and, if necessary disinfected/isolated; 
 Exposure of workers is limited as much as possible during the clearing up operation; 
 The impact on patients, medical and other personnel, and the environment is as limited as possible. 

 
Following actions would be considered as steps in managing any emergency situation related to hazardous 
waste incident/spillage: 

 The witness inform to emergency call 
 Evacuate the contaminated area 
 Inform or notify Incident Commander 
 Compile all information of spills including MSDS 
 Evacuate all the people not involved in cleaning up if the spillage involves a particularly hazardous 

substance. 
 Provide first aid and medical care to injured persons 
 Assess all information determine action to be taken 
 Instruct appropriate party to investigate. 
 Determine if spill is a threat to the facility and personnel, take action and wash over the side if 

necessary. 
 Request additional resources as required from Company IMT. 
 Isolate sources of leak & initiate clean up 
 Notify relevant personnel when incident over 
 Maintain a detail log of the events. 

 
 
More detail emergency procedures, shall be further developed by each respective area considering site 
specific requirement and needs, but should be still within the framework of complying with and conforming to 
applicable standards/procedures. 
 



   
SUPREME ENERGY SHE STANDARD 

WASTE MANAGEMENT 

Ref.  SE-SHE-STD-4 

Rev. 2Feb’12 

 

62 
 

Appendix 9 - Site Specific Waste Matrix (Sample) 
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Appendix 10 - Waste Manifest Forms 
Internal Waste Manifest Forms: 
 The Manifest Form consists of 5 copies and shall be filled out accordingly by the Waste Generator 

(Company), waste transporters and the temporary storage facility.   
 Waste Generators at the respective work areas (i.e. representatives from the generators/collection 

point) shall complete Internal Manifest Forms (which will then need to be filled out by the  transporters 
and representative from temporary storage facilities).   

 XXX Department is responsible for compiling B3 waste manifest generated by operations as they are 
responsible for delivering the B3 waste to approved third party collector or disposal facilities.  

 Representatives of temporary storage shall return the completed manifest as immediately as possible 
from the date when the waste was shipped to the collector. A copy of the Internal Waste Manifest 
Form is shown in Appendix 10A. 

 HSE Department will use this internal manifest as a base for calculation of waste mass balance.  
 For non hazardous waste, the internal waste manifest is also used for controlling the waste disposal  

process. 
 

 
External Waste Manifest Forms 
 An external hazardous waste manifest (known as KNLH Waste Manifest) is required when shipping or 

transporting hazardous waste from any Company location to any destination that is an approved third 
party collector or disposal facility by KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. 

 The external hazardous waste manifest form consists of 7 copies and shall be filled out accordingly by 
the Waste Generator (Company), waste transporter and the collector or waste disposal facility.  

 The hazardous waste disposal facility or collector shall return the completed manifest (Manifest no 7 – 
purple color) within 120 days from the date when the waste was shipped or transported to the collector 
or waste disposal facility. 

 Waste Generators, in this case is the exit point from the respective work areas (location of temporary 
storage) shall complete external Manifest Forms (filled out by all third parties-generators, transporters 
and disposal facilities).  Once every six (6) months, the Manifest Forms shall be submitted to 
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP or the District BAPEDALDA. 

 
In general, the manifest consist of three sections that have to be filled out in following order: 
a. Section I : filled by the generator 
b. Section  II     : filled by the transporter 
c. Section  III    : filled by the waste management facility 
 
Distribution method for each document and responsibility for acknowldgement/signing are described below 
 
Colour of 
Copy Page No Signatured by To be kept by 

White Original Generator Generator 
Yellow 2 Transporter Local BAPEDALDA sent by Generator 
Green 3 Transporter Generator 
Pink 4 Generator WM Facility sent by Transporter 
Blue 5 WM Facility Relevant institution sent by the WM facility 
Cream 6 WM Facility Local Authority, sent by the WM Facility 

Purple 7 WM Facility Generator after completed and sent by the 
WM Facility  
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Appendix 10A - Internal Waste Manifest Forms 
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Appendix 10B - External Waste Manifest Forms 
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7. PROJECT EXECUTION PLANNING : SAFETY HEALTH ENVIRONMENTAL 

7.1 Safety, Health & Environmental Policy 

 



 

SUPREME ENERGY  Chapter 2: Safe Work Practices 
SHE Procedures  Section 7 : Project Execution Planning - SHE 
 

The revision and distribution of this SHE Procedures is strictly controlled and copies shall only be made upon the authority of SUPREME ENERGY 

Page : 5 of 18 

 

 

 

 



 

SUPREME ENERGY  Chapter 2: Safe Work Practices 
SHE Procedures  Section 7 : Project Execution Planning - SHE 
 

The revision and distribution of this SHE Procedures is strictly controlled and copies shall only be made upon the authority of SUPREME ENERGY 

Page : 6 of 18 

 

7.2 Introduction 

 
The requirements described in this Section are designed as minimum requirements. If it is deemed 
necessary, Supreme Energy’s Safety, Health and Environmental Manual and Contractor Safety 
Management System (CSMS) shall be referred to cover any specific needs related to the work.  
 
 
7.3 Contractor Responsibility 
 
All Contractors working on Supreme Energy (SE) premises are required to ensure that their employees 
comply fully with all SE SHE regulations, policies and procedures. 
 

Contractors are responsible for providing Personal Protective Equipment (PPE) for their employees 

and their Sub-Contractors while they are working on SE premises. PPE is clothing, equipment or 

substances designated to be worn by someone to protect them from risks of injury or illness. 

 

Contractors shall ensure that its employees and its Sub-Contractor’s employees are trained and 

competence to perform the work in a safe, healthy and environmentally responsible manner.   

 

Contractors shall ensure that all Contractor furnished machineries, tools and equipment are 

maintained properly, in a safe operating condition, are inspected regularly, and have been re-checked 

and accepted by an authorized SE Representative. 

 

Contractors shall take all necessary SHE measures in relation to the work to be provided and shall 

conduct itself and its work-force in such a way as to comply at all times with the provisions of the 

national and/or international SHE regulations pertinent to work. 

 

Contractors shall take such reasonable steps to provide a safe and healthy working environment for its 
personnel, Company’s personnel and related third parties in the performance of this work. 
 
7.4 SAFETY and HEALTH 
 
7.4.1 Safety Procedures and Safety Plan 

 
The Corporate wide SHE procedures (published as SE SHE Manual) and SHE Plan (published in SE CSMS 
Manual Chapter 5 and Appendix III.2) shall be complied by all employees, Contractors, sub-contractors 
and visitors.  A Safety Officer will be appointed by SE to coordinate with Safety Officers to be 
appointed by each Contractor and to oversee compliance with safe working practices. 
 
The procedures include all required general safety procedures for normal construction site as well as 
for those which are unique to a geothermal site, plus provisions for medical and first aid treatment, 
site evacuation and notification of incidents, including the following: 

- Safety clothing – headgear and footwear 
- Welding and cutting safety – goggles / face masks, gloves, exclusion barriers, fire sentries and 

fire fighting equipment, radiography 
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- Lifting – general dangers of heavy lifts overhead, testing of slings and other equipment, 
control of cranes 

- Excavations – maximum depth, requirements for shoring sides of excavations, roping-off 
excavations 

- Electrical hazards – high voltages, wandering / extension leads to be protected, portable 
equipment, earth fault isolators to be used, overhead transmission lines 

- Gas hazards – dangers in enclosed areas, excavations, pits and holes, H2S and CO2 gases, 
portable monitor equipment 

- Steam and hot water hazards – water and steam within the steamfield systems, natural 
thermal features 

- Drilling and other sumps – to be fenced off, safety life lines to be fitted, safety harness  to be 
available 

- First aiders to be nominated, first aid equipment to be supplied and signed 
- Ambulance, medical support 
- Reporting of accidents, accident register 
 

Particular attention must be given to the presence of a local population who conduct farming in the 
area and whose homes are within the project area.  Care must be taken to ensure that no injury can 
eventuate to people and livestock. 
 
7.4.2 Safety in Design 

 
All designers, whether SE or Contractor, are to pay particular attention during their design to the 
safety of operators, maintainers and members of the general public who may be in the area. 
 
7.4.3 Safety in Construction 

 
All Contractors are required to produce a safety plan and detailed safety procedures to ensure that 
the work will be conducted with due regard to the SHE aspects.   
 
Copies of the source documents shall be provided to SE if the procedures are referenced only.  This 
plan shall comply with the SE Corporate SHE Policy and is to be submitted for review and approval by a 
SE SHE representative. 
 
7.4.4 Safety Briefing 
 
All Contractors are to hold weekly safety meetings for all employees on the site.  These safety 
meetings are to include particular reference to geothermal hazards: 

- steam and other hot, pressurized fluids 
- geothermal gas (H2S and CO2) 
- fumarole areas 
 

The meetings shall also include reference to normal hazards to personnel, assets and the environment 
encountered during construction, including: 

- electrical hazards 
- use of portable power tools 
- overhead power lines 
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- welding and cutting hazards 
- ladders and scaffolds 
- working at height 
- general working hazards 
- use of lifting equipment, cranes, etc 
- excavations 
- fire prevention 
- disturbance to environmental and community 
- health hazards 
- security 
 

7.4.5 Tool Box Meeting 
 
Tool box meetings shall be held before the start of each job to coordinate the tasks to be done. All 
involved personnel shall participate in these meetings. 
 
7.4.6 Site Safety Checklist 
 
Each Contractor’s Site Manager is to regularly prepare and sign a Site Safety Checklist and submit to 
the Engineer’s Representative at each weekly site meeting or when the SE SHE Representative 
requires it.   
 
The SE CSMS Manual Appendix V.I  SHE Inspection Checklist should be used as the basis for this 
Checklist, although this may be modified as agreed with the SE SHE Representative and the Engineer’s 
Representative to suit the particular contract. 
 
7.4.7 Alcoholic Liquor or Drugs 
 
The project base camp and project areas are deemed to be “dry”.  No alcohol or illegal drugs are to be 
brought onto or consumed on the project premises.  Any worker found under the influence of alcohol 
or illegal drugs at work will be summarily dismissed. 
 
7.4.8 Arms and Ammunition 
 
Arms or ammunition are not permitted at any time on the site or on any of the project facilities, 
except for use by authorized and trained security guards personnel or members of the Indonesia 
police and army forces.  
 
Arms in possession of security guard personnel are to have a corresponding license issued by the 
Indonesian police force.  It is the responsibility of the security guard company to ensure that this 
requirement is observed.  
 
7.4.9 Protective Equipment and Clothing 
 
The wearing of appropriate safety equipment is mandatory on the site.  As a minimum, this will 
include safety headgear and appropriate footwear (non-slip safety shoes or boots or equivalent robust 
footwear are to worn at all times on sites except inside an office space). 
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7.4.10 Fire Protection 
 
Precautions are to be taken against fire, both within the actual construction environment and also 
within the rural areas in which the Project is located. 
 
Appropriate portable fire fighting equipment is to be available at all sites involving “hot work”, such as 
welding or cutting. 
 
All materials shall be stored and handled with due regard to their fire characteristics.  Material shall be 
stored in such a way as to minimize the spread for fire internally and to permit convenient access for 
fire fighting.  Storage shall not obstruct means of exit.  
 
Smoking is not to take place during any operations involving the transfer of hydrocarbon fluids and 
fuels. Cigarette butts are in all cases to be properly disposed of after being carefully extinguished.  
Smoking is not permitted on or adjacent to any drilling rigs or inside an office space. 
 
Heat and/or smoke detecting devices and fire alarms are to be installed in certain location as 
appropriate (including buildings and warehouses) and are to be kept in good condition and tested 
from time to time an authorized party.  In other areas where no permanent detection and alarm 
systems are installed, emergency telephone numbers such as fire fighting department, shall be 
conspicuously posted. 
 
7.4.11 Flammable and Combustible Liquids 
 
Special care must be undertaken to handle flammable or combustible liquids.  Storage areas and 
containers shall be conspicuously labelled “Flammable” and the related safety signs such as “no 
smoking” shall be posted at surrounding area. 
  
Storage areas shall be kept free of weeds, debris and other combustible material not necessary for the 
storage. 
 
Storage of flammable and combustibel liquids shall have containment bund and/or drip pan. 
  
7.4.12 Gas Hazards 
 
Geothermal project involve a particular risk from build up of geothermal non-condensible gas e.g. 
primarily CO2, with a significant proportion of H2S.  Both of these gases are heavier than air and can 
build up in holes and excavation. CO2 does not support life and causes death by suffocation. Its action 
can be insidious and an individual may not realize that he or she is in danger until too late.  H2S is 
poisonous and in higher concentrations it is not detectable by smell. 
 
Well cellars and deep excavations are not to be entered without first checking for the presence of gas 
and oxygen content. Forced ventilation may be required to make safe entry to the hole concerned. 
 
Personal and portable H2S monitors (and oxygen monitor, as appropriate) are to be available on the 
Project and are to be available whenever undertaking any well operations or discharging geothermal 
fluids or steam. 
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7.4.13 Fluid Discharges 
 
Geothermal fluid is hot, under pressure and very dangerous.  Care is always to be exercised when 
discharging geothermal fluids (two-phase, steam and/or brine).  In particular the discharge route is to 
be clearly defined and checked clear of personnel and livestock. Sentries are to be posted to ensure 
that personnel stay clear.  Also, as some discharges are very noisy, adequate warning must be given to 
workers and residents in the general vicinity. 
 
7.4.14 Electrical Hazards 
 
The power supply onto the site is at 13.8 kV.  This will be transformed down to 220-240 V for 
construction purposes.  These are dangerous voltages and care is to be taken to ensure that all 
equipment being used is correctly grounded in accordance with manufacturer’s instructions.  
Equipment in use on site is to be inspected regularly for worn leads or other damage which could 
result in electric shock and labelled to show the date of last inspection. 
 
All extension leads are to be supported above ground to avoid risks of vehicles running over them, 
heavy or sharp weights being placed on them or their immersion in water, or are to be suitably 
protected with timber either side to avoid direct weight on top of them. 
 
Care is to be taken with mobile cranes, etc that no contact is made with any overhead lines. Operators 
are to be warned of the presence of any overhead lines and must have a sentry / signal man available 
to watch for inadvertent approach to such lines. 
 
Overloading an electrical fitting shall be avoided. 
 
7.4.15 Welding and Cutting 
 
Suitable fire protection equipment is to be available whenever cutting and welding operations are 
taking place.  This includes operations in the field where there is a risk of starting grass or bush fires.  
Care is also to be taken that personnel are not standing in a position where they might be burned by 
falling slag or sparks or be exposed to direct arc glare. Welding area shall be sufficiently barricaded to 
prevent unauthorized entry. 
 
Before starting welding or cutting: 

- Operators must be properly trained and supervised. 
- An assistant is to be provided to every operator.  The assistant is to be instructed to watch 

for, recognize and resolve fire hazards. 
- Secure all gas cylinders so they do not tip or fall. 
- Avoid wet or damp area which can cause a serious electrical shock. 
- Cutting and welding shall be permitted only in areas are or have been made fire safe. 
- Personal protective equipment is mandatory: 

- Appropriate eye protection is required, including but not limited to, welding mask and  
goggles with side shields. 

- Welding gloves and apron.  
- Ensure all equipment used is maintained in a safe condition. 
- Never strike an arc in the presence of other people whose eyes are not shielded. 
- Gas cylinders shall be moved by tilting and rolling them on their bottom edges.  They shall not 

be intentionally dropped, struck, or permitted to strike each other violently. 
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- Fuel gas hose and oxygen hose shall be easily distinguishable from each other.  A single hose 
having more that one gas passage shall not be used. 

- Torches shall be lit by friction lighters and not by matches or from hot work 
- Cylinders shall be kept in an upright position and securely tied at their body to a rigid stand. 

Use of cylinder cage is preferred.  
- Cylinders shall be kept far enough away from the actual welding or cutting operation so that 

spark, hot slag, or flame will not reach them. When this is impractical, fire resistant shield 
shall be provided. 

- Cylinders, including empty cylinders, shall be marked for its content.  
 

7.4.16 Radiography 
 
When radiography of welds is being undertaken, suitable warning notices are to be placed to establish 
an exclusion zone around the working area.  Sentries are to be used to control vehicle traffic passing 
the working area. 
 
Radiography personnel and equipment shall have a valid license from BATAN.  
 
Radiography equipment shall be stored in a safe manner when not in use. 
 
7.4.17 Scaffolding 
 
Scaffolds shall be erected properly to avoid fall hazards. Scaffold nust be rigid and sufficient to carry 
out its own weight plus four times the maximum intended load without settling or displacement, and 
shall be accessed by ladder or similar. 
 
All openings at the platform shall be guarded. Scaffolds must be equipped with guardrails, midrails and 
toeboards.  Scaffold board overhangs shall be minimised. 
 
A minimum 0.6 m wide working area / surface shall be installed for working platform. 
 
7.4.18 Working at Height 

Safety harness shall be worn when working in areas of more than 1.5 meters above the working surface, 
or as prescribed by applicable work rules or regulations. 
 
7.4.19 Blasting 
 
Blasting activities shall only be carried out with the express permission of the Site Construction 
Manager.  All project personnel shall be advised prior to the start of blasting and the blasting area 
should be cleared at the start of work. Perimeter sentries are to be posted around the work area, 
equipped with radios to ensure coordination of the operation, and they shall be required to visually 
confirm that no persons are within the safety radius established by the blasting officer. 
 
Explosives are not permitted to be stored near or within working areas or in the base camp area;  
Explosives must be storage in approved buildings / containers situated at least 200 m from any work 
area or other facilities.  The area proposed for temporary storage of explosives is at the open yard 
area, where a security guard is placed to maintain security.  
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7.4.20 Excavation 
 
Excavation presents several types of hazard which need to be addressed: 

-  Gas hazard – within the project area there is a risk of geothermal gas being emitted from the 
soil.  This gas is mostly carbon dioxide (CO2) with some hydrogen sulphide (H2S).  These gases 
are heavier than air and will tend to collect in excavated pits.  Portable oxygen content and 
gas detection equipment must be used to test the air in excavations before allowing anyone 
to enter a hole or an excavation. Continuous forced ventilation with blowers may be 
necessary to make a safe entry. Additionally, a sentry must always be present at the surface, 
equipped with safety lines, to monitor and assist any worker who may be overcome by gas. 

-  Soil collapse leading to burying or crushing of workers.  The soils shall be classifed for the 
class of soil involved and suitable protection plan shall be established by the person 
responsible for excavation activites. Sloping / shoring / battering / benching requirements 
are to be determined to prevent collapse and entrapment.  

- The bottom edge of spoiled ground shall not be stored less than 0.6 m from the trench / 
excavation.   

- If digging is using excavators / heavy equipment / dump truck, precautions shall be 
made for safe access and parking of the equipment to prevent collapse / disturbance / 
vibration to the excavation. 

-  Risk of falling into the excavation.  All excavations are to be cordoned off with temporary 
posts and safety tape warning of the danger.  In any locations where workers are required to 
cross any excavation more than 0.5 m deep, a suitable walkway with guardrails is to be 
provided. 

-  Flooding. Work inside an excavation area shall be reassessed after weather change such as 
heavy rain. Flood water shall not be allowed. 

-  Damage to other facilities and structures. Before commence any excavation work, all 
underground and overhead facilities and adjacent structures shall be identified to prevent 
injury to personnel, damage / collapse of structures, and business interruption   

 
All excavations deeper than 1.5 m must be previously checked by a competent civil engineer to assess 
the hazards and determine requirements for safe excavation. Excavation working permit shall be 
made available. 
 
7.4.21 Confined Space Entry 
 
The entire workplace shall be evaluated to determine which areas are confined spaces.  Areas 
determined to be confined spaces shall have warning signs posted at all points of possible entry.  (A 
sign reading “DANGER - CONFINED SPACE - DO NOT ENTER” or similar language would satisfy this 
requirement). 
 
Entry into a confined space shall require a specific permit prepared by a Contractor’s competent 
person and is then to be reviewed by the SE Engineer’s Representative and Safety Officer prior to 
submission for approval by the SE Engineer. 
 
7.4.22 Heavy Lifting  
 

All operations involving the lifting of loads in excess of 10 tonnes are to be carried out in accordance 
with a pre-approved lifting procedure.  Lifting procedures are to be prepared by the Contractor’s 
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engineer directly responsible for carrying out of the work and are then to be reviewed by the SE 
Engineer’s Representative and Safety Officer prior to submission for approval by the SE Engineer. 
 
All lifting equipment (i.e. mobile crane, overhead crane, etc.) and lifting gears shall regularly be inspected 
and certified by an authorized party. 
 
The Safe Working Load (SWL) shall be indicated on lifting equipment. 
 
Only certified operators are permitted to operate such lifting equipment. 
 
7.4.23 Hydrotesting 
 
Wherever possible, pressure testing shall be carried out in a permanent dedicated area. Concrete 
walls with inspection windows shall shelter such area. 
 
When it is not possible to do this way, pressure testing shall be supported by a Job Safety Analysis and 
controlled under the Permit To Work procedure. As a minimum barriers and warning signs shall be 
erected at a safe distance around the concerned area. 
 
In any case warning tags shall be used to identify lines under test. 
 
Pneumatic tests and very high-pressure hydro-testing (above 5.000 psig or 350 bar) shall be only 
conducted in sheltered area. 
 
7.4.24 Drilling 
 
Drilling and related activities shall be carried out in accordance with American Petroleum Institute, 
Recommended Practices for Occupational Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing 
Operations, API RP 54, which should be referred to in conjunction with this Plan. Where applicable, 
compliance with the National and Local standards, codes or regulations will be mandatory and take 
precedence over the requirements of the API Recommended Practices.  
 
7.5 Work Permits 
 
Work which requires isolation of energi (fluids, electrical power, mechanical, heat, etc) is to be 
undertaken only when a Work Permit has been issued by the appropriate authorities.  This form is to 
be prepared by the Contractor in consultation with the SE Engineer’s Representative, who is then to 
organise the requisite isolations and, when safe to do so, issue the permit to the Contractor, who is to 
sign receipt of the permit.  On completion of the work, the Contractor is to certify that the isolations 
can be removed, when the Engineer’s Representative is to arrange for their removal and the cancel 
the permit. 
 
All valves, isolating switches or fuses and other isolating devices which are involved in an isolation for 
a Work Permit are to be locked and tagged in accordance with the Lock Out Tag Out (LOTO) 
procedure.   
 
Prior to undertaking excavations, the Contractor is to request an Excavation Permit from the 
appropriate authority.  The Engineer’s Representative is to check for the presence of underground 
services or other hazards, such as the potential for interference with the safe passage of personnel or 
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vehicles or the possibility of a gas hazard, and advise the Contractor of any precautions to be 
observed.  The Engineer’s Representative shall also advise the Contractor of any requirements for an 
Owner’s Representative to be present when opening the excavation or to give approval for backfilling. 
 
A confined space entry permit shall be made and approved by appropriate authorities before entering 
any confined space. 
 
7.6 Lock Out Tag Out Procedure 
 
Lock Out Tag Out (LOTO) is a procedure used to identify items (such as valves, switches etc) that are 
not to be operated because their operation could result in damage to plant or injury to personnel.  
Operation in this context includes the opening or shutting of valves, operating switches, inserting 
blank / blind, removing fuses, etc i.e ensuring that all hazardous energy sources are positively isolated. 
  
LOTO procedure needs to be controlled carefully to ensure the safety of people working on the project 
while avoiding unnecessary operational restrictions. 
 
7.7 Housekeeping 
 
Aisles, walkways, corridors and passageways shall be clearly marked and kept free from obstructions. 
 
Contractor shall allocate adequate time and resources to maintain an acceptable level of 
housekeeping and cleanliness in all working areas. 
 
Particular attention shall be paid to housekeeping and cleanliness at height to prevent falls of 
materials on persons working below. Wherever possible safety nets shall be used. 
 
All Contractors and personnel are to observe a “clean site” policy.  There is to be no uncontrolled 
disposal of garbage, litter or waste materials.  Contractors are to ensure that their employees place 
such materials in designated places and containers for collection and appropriate disposal. 
 
7.8 Fire  
 
All Offices and Administration building shall be equipped with a proper fire protection system that may 
include heat / fire / smoke alarms and fire extinguisher systems. Safe briefing area shall be determined. 
 
7.9 Vehicles 
 
Vehicles and drivers using project roads and within the project site and base camp are to follow 
normal Government road code requirements, including the wearing of safety belts.  Note that there is 
a site-wide speed limit of 40 kph, and 60 kph at public / access road. Speed is further restricted in 
selected area as indicated by signs.  Furthermore, care is to be taken always to drive within the 
prevailing conditions. 
 
Particular care is to be taken when driving on un-metalled roads which may be slippery when wet.  On 
narrow roads, priority is to be given to vehicles coming downhill.  Care is also to be exercised when 
passing work places where a worker may accidentally step into the path of an oncoming vehicle, 
where obstructions may be found in the roadway or near to excavations. 
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Drivers should be aware that on roads within the project area and the public / access road, particular 
care should be taken, especially at night, for livestocks, motorcycles, and pedestrians using the same 
roads.  
 
7.10 Accidents 
 
All accidents and health and safety related incidents SHALL be reported to the SE Safety Officer 
(through the Engineer’s Representative in the case of Contractors and their Sub-Contractors) as soon 
as possible, no later than 12 hours after the event by phone or radio (first advice) and in a hard copy. 
 
All the Contractors shall provide monthly accident statistics to the SE Engineer and Safety Officer 
within the first five (5) calendar days after the end of the month, including total man hours worked in 
the month, total number of accidents and total lost work time (man-hours). 
 
The SE Safety Officer is responsible for maintaining accurate and up-to-date records and statistics of 
accidents and other health and safety incidents.  These will be included in the Project Manager’s 
monthly report. 
 
7.11 Hazard Communication 
 
Contractor shall provide the employees with effective information (e.g. posters, displays, letters, 
programs, etc)  and training on workplace hazards and hazardous materials / chemicals.  
 
Hazard communication program shall also ensure that all employees working with chemicals know the 
hazards of those substances and use the proper protective equipment. Material Safety Data Sheet 
(MSDS) shall be available at sites.  
 
7.12 Emergency Preparedness 
 
Contractor and its sub-Contractor shall have emergency preparedness and Emergency Response Plans 
and Procedures (“ERP”) that are available at all times throughout the duration of the Contract. 
 
Contractor shall assist SE to create the “Bridging Document” to indicate and clarify the agreed 
communication and coordination links between Contractor and SE emergency response plans.    
 

 
7.13 ENVIRONMENTAL 
 

7.13.1 Environmental Impact Assessment 

 
An environmental impact assessment has been undertaken as part of the permitting process for the 
Project. 
 
7.13.2 Ongoing Environmental Monitoring & Compliance 

 
A Safety, Health and Environmental (SHE) Manager has been appointed to oversee compliance with 
the requirements of the Environmental Impact Assessment and the Environmental Permits. 
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Contractor shall comply with all laws, rules and regulations of governmental agencies having 
jurisdiction, which now exist or may be promulgated during the term of the Contract, relating to the 
control and prevention of damage to the environment 
 
7.13.3 Waste Management  
 

Site cleanliness is important for both safety and environmental reasons.  All Contractors are to 
maintain clean work areas and to correctly dispose of rubbish and waste material on a daily basis. 
 
The site waste management system consists of the classification, collection, transport, recycling or 
disposal of waste materials produced during construction and plant operation activities and domestic 
waste. 
 
7.13.3.1 Waste Classification 
 

This is the identification of the nature of the waste and sorting into appropriate groups, depending on 
the eventual disposal requirement.  Groups include: 

- Paper 
- Plastic 
- Organic material 
- Metal 
- Oil and oil contaminated material 
- Specifically identified hazardous materials (drill sludge, dril cutting, hazardous chemicals and 

its containers, etc) 
- Other inorganic (soil, rock, concrete, etc) 

 
Suitable containers are to be provided around the work site to enable waste material to be easily 
classified and properly disposed of.  In the case of hazardous waste, the SHE Manager is to be advised 
of the presence of this and will make separate arrangements for collection and disposal. 
 
7.13.4 Spoil Disposal 
 
Spoil is only to be disposed in designated areas.  The SE Civil Engineer will designate any spoil disposal 
areas required. 
 

7.14 Notification 

Contractor shall notify SE Engineer Representative and SHE Representative immediately with respect 
to any pollution, loss, damage, claim or demand (or occurrence which may give rise to same) resulting 
from the work performed under the Contract.  Contractor shall report to Company any incidents of 
non-compliance with legislative and regulatory environmental requirements that occur during the 
performance of the work. 
 
7.15 Vegetation 
 
Vegetation is important in stabilizing soil surfaces.  Vegetation is NOT to be stripped from the ground 
unless absolutely necessary, in which case the SHE Manager is to be advised so that he can determine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
http://en.wikipedia.org/wiki/Waste
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any re-vegetation requirements.  Trees in particular are not to be disturbed without the permission of 
the Project Manager and the SHE Manager. 
 
SE will establish a re-vegetation plan, primarily aimed at planting trees to support sustainable 
environment. 
 

 

7.16 HEALTH 

 

7.16.1 Medical Fitness 
 
In hard environmental conditions or when local medical assistance is weak or remote from the 
working site, Contractor shall take appropriate measures to ensure that their employees are “fit to 
work”.  
 
7.16.2 Working Rhythm  
 
Contractor shall grant a reasonable rest time to its personnel on daily, weekly and yearly basis. 
 
7.16.3 Occupational Noise Exposure 
 
When workers are required to work in areas where the sound level exceeds the long term permissible 
noise exposure level of 85 dB(A), hearing protection equipment (ear plugs or ear defenders) must be 
provided and worn. 
 
Noise level signs shall be posted at appropriate equipment, locations and for certain activities that 
produce excessive noise. 
 
7.16.4 Ergonomic 
 
In order to avoid musculo-skeletal inflammatory diseases attention shall be paid to tasks with 
repetitive movement or uneasy long time posture and corrective measures shall be taken.  
 
7.16.5 Lighting 
 
Adequate lighting shall be provided to all working areas. 
 
Portable lighting equipment shall be fitted with an approved plug. 
 
Only authorized personnel shall undertake repairs to lighting equipment. 
 
7.16.6 Toilet Facilities 
 
Toilets facilities shall be provided on working site in sufficient number and shall be regularly cleaned 
and maintained. 
 



 

SUPREME ENERGY  Chapter 2: Safe Work Practices 
SHE Procedures  Section 7 : Project Execution Planning - SHE 
 

The revision and distribution of this SHE Procedures is strictly controlled and copies shall only be made upon the authority of SUPREME ENERGY 

Page : 18 of 18 

 

There shall be no discharge of human waste direct to the environment. Septic tank shall be the 
minimum requirement. Care shall be taken so as not to pollute the water supply used by others such 
as ground water. 
 
7.16.7 Drinkable Water 
 
Drinkable water shall be provided in several locations and in sufficient quantity on construction and 
installation sites. 
 
Quality of supplied water shall be regularly tested by competent persons. 
 
7.16.8 Accommodation and Catering 
 
Accommodation provided to personnel shall be of a good standard and equipped with safety features.  
 
Catering service shall be of a good level and adapted to customs of people working on the 
construction or installation site. Catering personnel shall be certified and shall undergo regular 
medical examination and regular sanitary inspection. 
 
Kitchen, freezers, refrigerators and restaurant shall be regularly inspected by competent persons. For 
freezers and refrigerators a special attention shall be paid to the control of temperature. 
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7. Hydrogen Sulfide (H2S) 

7.1 Introduction 

 Hydrogen Sulfide (H2S) is a highly toxic chemical compound that is heavier than air 
in its gaseous form. It is a colorless and a sweetish taste, flammable gas with a 
pungent (rotten egg) odor at low concentrations. Despite its characteristic odor, 
sense of smell cannot be relied upon to detect the presence of H2S because the 
gas rapidly deadens the sense of smell by paralyzing the olfactory nerve. 
Exposures to H2S at concentrations as low as 600 parts per million (ppm) can cause 
death in a matter of minutes due to paralysis of the respiratory system. 

 
 H2S is a naturally occurring gas that arises from the decomposition of organic 

material (animal or vegetable) by microorganisms (bacteria). It is found in regions 
of geothermal activity, occurring around sulphur springs and lakes. It is also found 
in areas of oil and gas exploitation, in foul sewers and in pools (stagnant water) 
such as mud ponds, and swamps. Along with carbon dioxide, it is one of the main 
hazardous components of the non-condensable gas phase associated with 
geothermal steam. It is possess a significant risk to personnel working in and 
around geothermal power generation facilities. 

 
7.2 Characteristics 

 H2S is a colorless, flammable gas that may be liquefied under pressure. It can occur 
in a variety of geothermal, oil and gas exploration and production operations, and 
has the following properties: 

 

 Toxicity. H2S is extremely toxic. The lethal concentration is 600-700 ppm. 

 Heavier than Air. H2S is approximately 19 percent heavier than air (vapor 
density = 1.19). It tends to accumulate in low or enclosed places such as pits, 
trenches, enclosed well bays and cellars, sumps, the tops of floating roof 
tanks, buildings, shale shakers and portable containers. However, H2S mixed 
with natural gas may form a lighter-than-air mixture. 

 Soluble in Liquids. High concentrations of H2S may be present in crude oil, 
molten sulfur, tank and pit-bottom sludge, produced water, etc., all which 
may release H2S when agitated, heated, or depressurized. 

 Odor. At very low concentrations, H2S has a characteristic odor suggestive of 
rotten eggs. However, smell cannot be used as an adequate means of 
detecting its presence because hydrocarbon vapors in asphalt, bunker fuel 
and some crude oils can mask the rotten egg odor.  

 
Additionally, at higher concentrations (>100 ppm), H2S deadens the sense of 
smell, leading people to believe falsely that no H2S is present. Consequently, 
sense of smell is not dependable as a means of detection.  
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 Flammable. H2S is an extremely flammable gas with a wide range of 
flammability (4.3 - 45.5% by volume in air). When burned, H2S forms sulfur 
dioxide (SO2), which is a colorless, highly toxic and very pungent gas. 

 Highly Corrosive. H2S accelerates corrosion, producing a general loss of 
metal and strength, deformation, and cracks. Copper alloys corrode rapidly 
in H2S service. 

 Reactive. In an oxygen-deficient atmosphere, iron and steel will react with 
H2S to form iron sulfide deposits on the surface of the metal. Some iron 
sulfides (known as pyrophoric iron sulfide) are unstable and when exposed 
to air will undergo a rapidchemical reaction creating an ignition source that 
should be considered duringequipment shutdowns. 

 
7.3 Health Effects / Toxicity 

7.3.1 Health Effects and Exposure Standards 
 

 Depending on the concentration, the effects of acute exposure to H2S may 
range from detecting a recognizable odor to causing death 

 H2S oxidizes rapidly in the body; therefore, there are normally no permanent 
aftereffects from acute exposure if the victim is rescued promptly and 
resuscitated before experiencing prolonged oxygen deprivation. 

 Symptoms from repeated exposures to low concentrations usually disappear 
after not being exposed for a period of time. 

 There is little or no data on the effects of chronic exposure; however, 
frequentexposures to low concentrations that do not produce effects 
initially may eventually lead to irritation of the eyes, nose, and throat. 

 
7.3.2 General Properties 

 

 Colorless gas having an offensive odor (rotten eggs) and sweetish taste. 

 Slightly heavier than air with a specific gravity of 1.19 (air = 1.00 at 15oC). 

 Highly flammable (auto ignition temperature of 260oC). 

 Explosive limits in air 4.3% (Lower Explosive Limit / LEL) to 45.5% (Upper 
Explosive Limit / UEL)  (43,000 ppm to 460,000 ppm volume/volume). 

 Moderately soluble in water and alcohol. 

 Boiling point is - 60.2oC. 

 Flash point is - 83.8oC. 

 Corrosive to metals and to a lesser extent masonry and concrete materials 

 Toxic to humans. 
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7.3.3 Human Health Effects and Toxicity 
 

Table 7.1-A (ppm)and Table 7.1-B (mg/m3) presents human health effects for 
exposures to a range of H2S concentrations. 
 
 

Table 7.1-A: Human Health Effects for Exposures 
to a Range of H2S Concentrations (ppm) 

 
 

H2S in Air  
By Volume 

 

 

Remarks 
 

> 1 ppm Perceptible odor except for masking by other odors. 
10 ppm A small percentage of workers may experience eye irritation. 

Threshold Limit Value (TLV) for an eight-hour Time-Weighted 
Average (TWA) recommended by the American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 

15 ppm Minimum eye and lung irritation. 

Short Term Exposure Limit (STEL) as a 15-minute TWA (as 
recommended by the ACGIH). 

50 ppm Mild eye and throat irritation after one-hour exposure. 
100 ppm Deadens sense of smell in 3 to 15 minutes and may cause coughing, 

and burning of the eyes and respiratory tract. 
200 ppm Immediate loss of sense of smell. Marked eye and respiratory 

irritation. 
300 ppm The maximum concentration from which one could escape within 

30 minutes without a respirator and without experiencing escape-
impairing or irreversible health effects. 

Generally recognized Immediately Dangerous to Life and Health 
(IDLH) concentration. 

500 ppm Respiratory disturbances in 2 to 15 minutes. Dizziness, collapse, and 
unconsciousness after half to one hour. 

700 ppm Loss of consciousness quickly. Breathing will stop and death will 
result if not rescued promptly. 

1,000 ppm Immediate unconsciousness. Death in three to five minutes. 
 
 

H2S causes nuisance from its unpleasant odor at concentrations well below those 
that cause physical health effects. However, continuous exposure to H2S reduces a 
person’s sensitivity to it. 
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Table 7.1-B: Human Health Effects for Exposures 
to a Range of H2S Concentrations (mg/m3) 

 
H2S Concentrations 

Health Effects 
mg/m

3
 

0.0002 - 0.002 Level of human detection (depending on H2S purity). 

0.016 - 0.02 Smells like rotten eggs. 

15 Eye irritation. 

70 Permanent eye damage. 

225 Paralyses olfactory so odor is no longer a warning signal of 
the presence of H2S. 

400 Over stimulates the central nervous system, causing rapid 
breathing, followed by cessation of breathing, convulsions 
and unconsciousness. 

1400 It is lethal (Immediate unconsciousness, death in three to 
five minutes). 

 
Little information is available on the effect of chronic exposure to H2S. Adverse 
effects have been observed in occupationally exposed populations at average 
concentrations of 15 to 30mg/m3. Symptoms include restlessness, lack of vigor, 
and frequent illness. In occupationally exposed groups, at concentration of 
30mg/m3 or more, 70% complained of fatigue, somnolence, headache, irritability, 
poor memory, anxiety, dizziness, and eye irritation. 

 
 

7.4 Occupational Health Exposure Standards 

Occupational health exposure standards for individuals exposed in the workplace 
to various chemical compounds have been set by a range of governmental 
organizations. These standards are commonly referred to as Threshold Limit 
Values (TLV) or Workplace Exposure Standards.  
 
The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices is regarded by most 
western international occupational safety and health organizations as the 
benchmark document for the setting of occupational health standards for worker 
exposure to chemicals.   
 

The 1993-94 Threshold Limit Values for hydrogen sulfide are as follows: 

 TLV-TWA  10 ppm (14 mg/m3) 

 TLV-STEL  15 ppm (21 mg/m3) 
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The TLV (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) is defined as the time 
weighted average concentration for a normal eight hour work day and a 40-hour 
work week, to which nearly all workers may be repeatedly exposed, day after day, 
without adverse health effects. 
 
The TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit) is defined as the 
15-minute time-average which should not be exceeded at any time during the 
work day even if the eight hour time-weighted average is within the TLV-TWA.  
Exposures for the TLV-STEL should not be longer than 15-minutes and should not 
be repeated more than four times per day, with at least 60-minutes between 
successive exposures to the STEL. 
 
A worker will be required to wear respiratory protective equipment for exposures 
to hydrogen sulfide concentrations exceeding 50% of the published Threshold 
Limit Values. 
 
Steps in determining what respiratory protection is required to protect against a 
known H2S concentration are presented in Table 7.2. 

 
Table 7.2 : Hierarchy of Respiratory Protection for H2S Exposure 

 
Concentration Activity Respiratory Equipment Requirements 

10 ppm  Entry for work or rescue, 
< 8 hours only 

 Emergency egress 

Respiratory protection not required but 
personalexposures should becontinuously 
monitoredwhenever H2S hazards may exist. 

> 10 ppm, 
< 300 ppm 
 
 

 Entry is permitted forwork 
or rescue 

 Emergency egress 

 Self-contained, positive-pressure 
breathingequipment (SCBA) 

 Positive-pressure/pressure-demand air-
line breathing equipment coupled with 
a SCBA rated for a minimum of fifteen 
minutes 

 Positive-pressure / pressure-demand air 
line breathing equipment with an 
auxiliary self-contained air supply rated 
for a minimum of 5 minutes if the air-
line is connected to a source of 
breathing air  

> 300 ppm No entry except for 
rescue 
• Emergency egress 
 

Requires the same equipment as above      
(> 10 ppm) but also with a second SCBA-
equipped personnearby in a safe area for 
rescue. 

Note:   Gas mask canister-type or air purifying (negative pressure) respirators are not 
recommended for controlling exposures to H2S. 
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7.5 H2S Hazardous Activity 

7.5.1 Hazardous Areas 

  There are areas / activities at each site where hydrogen sulfide could be 
encountered at a concentration that poses a significant hazard to workers, for 
which safe work practices and permit-to-work systems will need to be rigorously 
adhered to.  

 
  These areas should be identified as part of the sites hazard identification and 

assessment process, and recorded on the Site’s Hazard Identification Register (see 
Section …: Hazard Identification, Assessment and Control) : 

 Process vessels and related equipment, condensers, cooling towers and 
boilers. 

 Spaces and areas located below ground such as basements, hot well pits, 
wellhead cellars, vaults, excavated ditches and holes. 

 Enclosed spaces such as steamlines, sewers, sewer manholes, wet wells, and 
vessels. 

 Areas near to lines, rock mufflers, silencers, etc. at which vent gases may 
contain hydrogen sulfide. 

 Any ditch or opened topped vault where air circulation is poor so hydrogen 
sulfide can accumulate at the bottom. 

 Degasser, mud tank, mud pond and trip tank. 
 
 
7.5.2 Designated Hazardous Areas 

 
Areas where there is potential for hydrogen sulfide to accumulate and pose a risk 
to worker safety will be identified at the site. 
 
Personnel trained in working in areas where hydrogen sulfide may be present and 
holding the appropriate Permit-To-Work (PTW), shall be authorized to undertake 
work in the hydrogen sulfide Designated Hazardous Areas. Specific actions with 
regard to work control and for entering a confined space are detailed in Section …: 
Work Control and Section …: Confined Space. 

 
 

7.5.3 Work In and Around an Area with Hydrogen Sulfide Present 

The following general safe work practices should be observed by all personnel 
working in an area where a hydrogen sulfide gas hazard may be present.  Specific 
safe work practices shall be adhered to for work in Designated Hazardous areas. 
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 When approaching a job site, check for any obvious sources / signs / smells 
of hydrogen sulfide. 

 Check the general condition flags and sign posted (for hazardous area, 
displays “Danger” and “Poison Gas” signs) at the site: 

­  red Condition III - extreme danger to life.  H2S has 
reached injurious levels (above 50 ppm).  Do not 
enter area. 

­  yellow/black Condition II - moderate danger to life. 

This condition is when H2S is 10 to 49 ppm. Non-
essential personnel shall proceed to Safe 
Briefing Areas. 

­  yellow Condition I - caution, possible H2S hazard. 

­  green Safe to work / enter 

 Identify the location of the nearest “Safe Briefing Areas” which will be sign 
posted. 

 Check the wind direction by observing the wind socks and streams which are 
located throughout the site.  Wind socks should be checked on a regular 
basis throughout the working shift, to ensure changes in wind direction are 
not overlooked. 

 Remember H2S is heavier than air, so avoid low lying areas. If an area or 
trench is suspected of containing H2S gas, do not enter without following 
Permit-To-Work procedures. Gas testing must be performed before 
entering. The test results shall be written on the permit. 

 Observe all warning signs at the site (as specified above). 

 Do not attempt to enter any restricted Designated Hazardous Area without 
the appropriate authorization. 

 Be aware of the location of emergency escape breathing apparatus (EEBA). 

 In the event of an emergency, follow the site’s excavation drills, which you 
must know. 

 
 

Emergency Action: 
 

 Should you encounter someone overcome by H2S, DO NOT ATTEMPT TO 
RESCUE THE PERSON.  Only persons wearing Self Contained Breathing 
Apparatus should enter the area. 

 As quickly and as safely as you can, raise the alarm. 
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 Advise emergency personnel of the location of the incident and number of 
personnel involved. 

 Let the personnel trained in emergency rescue, etc. to carry out the rescue. 
 
 

7.5.4 Specific Site Work Practices 

  For all personnel entering Designated Hazardous Areas or equipment where 
hydrogen sulfide is a known potential hazard, the Permit-To-Work system shall be 
followed at all times. 

 
  For entry into confined spaces, the requirements of the confined space permit-to-

work and entry permits shall be followed. These permits and the steps required in 
actioning them are detailed in Section …: Work Control and Section …: 
ConfinedSpace.  Please refer to these sections. 

 
 
7.6 Hydrogen Sulfide Detection / Monitoring 

  Hydrogen sulfide levels should be monitored in any work area that may 
reasonably be expected to exceed an atmospheric concentration of 5 ppm (one-
half of the Threshold Limit Value). Two broad categories of monitoring devices 
available: fixed systems and portable units. There are three types of monitoring 
systems currently used to detect / monitor hydrogen sulfide concentrations. 

 
 
7.6.1 Fixed Monitoring System 

  This system is commonly used in a process or drilling environment and is used to 
detect leaks / failures from equipment, e.g. wellhead, condenser. The main 
features of the system are listed below: 

 

 Fixed monitoring systems, which continuously measure the concentration of 
H2S in an atmosphere, should be installed in facilities containing process 
equipment handling steam / gases or fluids containing H2S when the 
locations are both an enclosed area (room, building, or space) and are 
inadequately ventilated. (Inadequately ventilated is defined as ventilation 
that is not sufficient to prevent the accumulation of H2S in concentrations 
exceeding 10 ppm.) 

 

  A number of electronic sensors are placed at strategic locations in the 
workplace. 

 

  The sensors send an electronic signed to a master control system which, via 
a computer terminal or screen, displays the H2S concentration recorded for 
each sensor. 
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  The H2S concentration is usually measured as parts per million (ppm) and 
alarm points can be set, so when H2S concentration exceed the TLV / 
Workplace Exposure Standard (10 ppm), a Hi alarm is activated with a 
general evacuation alarm (Hi-Hi) set when the H2S concentration exceeds 20 
ppm. 

 
A single Hi indication will initiate a Control Room alarm and two Hi’s or a single Hi-
Hi will initiate appropriate automatic shutdown of wells or production train, as 
appropriate. 

 
Audio visual alarms will be installed in areas where fixed monitors are installed 
(wellheads, condenser area). The audio visual alarms will coincide with alarm 
signals generated by the fixed H2S monitoring system. They will be distinct in 
sound and color from all other alarms at the site. 
 
The drawback of such a system is that it is primarily designed to detect process 
leaks and covers only a small percentage of the workplace. The positioning of 
sensors is critical if one is to use such a system for personnel protection. 
 

 Note: In all instances, one should manually test the atmosphere using a personal 
H2S monitor or personal gas detector prior to entry, to verify that the Fixed 
Monitor System reading is correct. 

 
7.6.2 Personal Portable H2S  Monitor 

 Personal electronic monitors are small devices designed to fit in a shirt 
pocket or attach to a belt to provide personnel with monitoring and early 
warning of an H2S release in their immediate work area 

 Personal electronic monitors should be used when the atmospheric 
concentration of H2S in a person’s immediate work area could exceed 10 
ppm and fixed monitoring systems are not installed or do not provide 
adequate coverage of the immediate area 

 These units are electronic, using electrochemical cells and are usually hand-
held or belt mounted. 

 The measure H2S concentrations continuously, providing a digital read out of 
the concentration in ppm. 

 They are fitted with audible alarms which are activated when concentration 
exceed a predetermined action level, usually TLV-TWA. 

 Monitors should be held or worn as low as possible, definitely no higher 
than the waist. 
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7.6.3 Personal Detectors 

  There are a number of personal detectors that can be used.  These units are 
usually supplied with a hose extension which allows the base of wells, sumps, 
cellars, etc. to be tested without the testing personnel having to enter the 
potentially contaminated work area. 

 
  Portable H2S Detectors use a battery-operated pump to pull air / gas samples to a 

sensor. They can be used with an extendable wand and hose to test an 
atmosphere without requiring a person to enter the area. 

 
  Portable H2S detectors are generally used to test spaces for the presence of H2S 

before conducting work in the area and to search out release sources. 
 

  Two common type of devices are listed below. 
 

i) Colorimetric Tape Detector Unit   

This unit takes a sample of gas, passes the gas onto a reaction chamber 
and, via a reaction mechanism, and produces a stain on a tape. The color 
and depth of the stain indicates the concentrations of H2S.   
 
These units are not suitable for high concentrations, as they are primarily 
used to measure low concentrations of H2S in ambient air. 

 
 

ii) Colorimetric Tube Gas Detector  

This type of unit incorporates a pump, colorimetric detector fuse and a 
scale for reading of three concentrations of H2S detector. There are a 
number of commercial types available, with the most common being 
Drager and Gastec. 
 

 
 

Figure 7.2 Typical Colorimetric Tube Gas Detector 
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7.6.4 Procedure for Using Colorimetric Tube Gas Detector 

Typical sampling and measurement procedure is detailed below: 
 
Set Up 

1. Break tips off a fresh detector tube by bending each tube end in the tube 
tip breaker of the pump. 

2. Insert tube securely into pump inlet with arrow on tube pointing toward 
pump. 

 
 

To Sample Air  

3. Make certain pump handle is all the way in.  Align guide marks on pump 
body and handle. 

4. Pull handle out to desired stroke volume.  Handle can be locked on either 
½ pump stroke (50 ml) or one pump stroke (100 ml). 

5. Read concentration at the interface of stained-to-unstained reagent when 
staining stops.  Unlock handle by making ¼ turn and return it to starting 
position. 

6. Where more pump strokes are indicated in the instruction sheet included 
in each box of tubes, take additional sample by repeating pump strokes 
without removing tube. 

 
 

An extension hose can be used to detect gas concentration in vessels and sumps, 
etc. 
 
Measurements shall be carried out only by persons trained in the correct use of 
the gas detector. 
 
 

7.7 Maintenance and Calibration of H2S Monitors 

Due to the hazard poised by equipment failure, all H2S monitoring equipment will 
be inspected on a regular basis for defects and corrosion. This work will be 
undertaken by SUPREME ENERGY equipment Technicians. 
 
Fixed and portable monitors will be routinely calibrated and maintained in 
accordance with manufacturer’s requirements to ensure that H2S monitoring and 
alarm systems continue to operate properly.  
 
Calibration records will be kept to show when the unit was calibrated, by whom 
and the results of the tests. Only trained personnel should calibrate, test, and 
conduct maintenance on monitoring equipment. Since known concentrations of 
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H2S are utilized to calibrate monitoring equipment, such work should only be 
carried out in well-ventilated areas. 

 
 

7.8 Ventilation 

  Hydrogen sulfide (SG = 1.19) is one to two times heavier than air and does not 
readily dissipate.  It tends to accumulate in low lying areas and confined spaces. As 
stated earlier, these areas must be tested for H2S concentrations before entering. 

 
  If areas are found to contain H2S, forced ventilation can be applied to remove the 

accumulated gas and make the areas safe for entering. See Section …: Confined 
Space for further details. 

 
 
7.9 Training 

 All employees subject to H2S exposure in their work areas should receive 
appropriate initial and periodic training that addresses the following: 

 Hazards, characteristics, and properties of H2S. 

 Sources of H2S. 

 Proper use of H2S detection methods used in the workplace. 

 Symptoms of H2S exposure. 

 Rescue techniques and first aid to victims of H2S exposure. 

 Proper use and maintenance of breathing equipment including fit testing 
and demonstrating proficiency by donning equipment. 

 Workplace practices and relevant maintenance procedures that have been 
established to protect personnel from the hazards of H2S. 

 Wind direction awareness and routes of egress. 

 Recognition of and proper response to warning signals or alarms and 
procedures to follow during an alarm condition. 

  Locations of emergency assembly areas and shelter-in-place locations. 

  Employees should also participate in periodic drills to practice using 
breathing apparatus and rescuing workers. Contractors should be required 
to provide training to their employees unless the Company agrees to do so. 

  H2S trained personnel should receive badge-sized plastic laminated 
certificates that should be shown when entering H2S restricted areas. 
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9 Travel / Journey Management 
 

9.1 Land Transport 
 
1. Facts 

 10,000 crashes each year are caused by fatique drivers 
o 18 hours awake causes blood alcohol content equal to 0.08% (disinhibition / poorer risk 

assessment ; poorer motoric response, instinctual, emotional, cognitive and perceptual 
aspects)  

o <6 hours sleep triples the risk 
o Driving at night triples the risks than driving during day time (NSC) due to limitation of 

vision and possible fatique. 

 55% of drowsy driving crashes are caused by drivers less than 25 years old 
 
2. Background 

 Driving is one of the greatest risks most likely faced by any Company employee and their 
Contractors.  To minimize the risk, the following journey management standards shall be 
implemented for Vehicle Operations with a specific business purpose in all Company facilities, 
including Contractors within their own area for supporting Company activities. 

 
3. Purpose 

To carefully manage all phases of the transportation process to eliminate hazards and 
unnecessary exposure, reduce the residual risk through the proper selection and preparation of 
people, equipment and routes, in order to ultimately eliminate driving fatalities and injuries to 
all Company employees, families, Contractors and third parties and minimize damage to 
equipment. 

 
4. Application 

Vehicles and motorcycle at all Company facilities used for Company business.  It includes all 
Company and Contractors owned and rented vehicle that operates to support Company 
activities. 
 

5. Responsibilities 

 Line Management 
 Line management at all levels shall demonstrate active, visible leadership and personal 

participation in all aspects of journey management by: 
o Ensuring that drivers under their control have the relevant Company approved driving 

license before allowing them to drive Company vehicles and to ensure that drivers who 
drive on Company business meet all requirements. 

o Promoting safe driving awareness and Company initiatives to minimize night driving and 
the total number of kilometers driven. 

o Always searching for safer means of transportation other than driving. 

o Ensuring that all Company transport / approved transporter are equipped with adequate 
safety equipment. 

o Ensuring that the Company transport / approved transporter is maintained in accordance 
to the manufacturer’s specification  
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o Providing adequate resources to help drivers conform to the requirements of this 
Standard, including driver training and a safe transport.  With an ever-changing business, 
particular attention must be given to the hazards of driving in unfamiliar locations. 

o Developing Site Specific Procedure, if applicable, to ensure that particular local driving 
hazards (terrain, weather conditions, driving culture etc.) and ensure that they are 
addressed through specific training courses. 

 

 Driver 
 Any personel that drives a Company transport is responsible for: 

o Drive safely and comply with applicable laws and regulation. 

o Have a Company approved license prior to driving a Company transport. 

o Comply with this Travel / Journey Management Procedure. 

o Ensure all passengers comply with applicable Company regulation on the Company 
transport, e.g.  wearing a seat belt. 

o Actively participating in pre-trip briefings, if applicable. 

o Comply with the pre-trip plans and all other procedures detailed in this procedure. 
 
6. Travel / Journey Management Requirements 
 
a. Management review of Trip Necessity 
 Managers at every level shall question the need for all journeys, always searching for a way to 

eliminate the journey or find an alternative means of achieving the trip objective, i.e. use 
existing shuttle vehicle schedule. Dispatcher shall encourage all departments to coordinate in 
arranging a business trip.  

  

 Where driving is unavoidable, alternatives such as combining trips and using approved 
Transportation Contractors shall always be explored. 

 

b. Trip Planning and Execution 
 All trip to / from operating area should have trip planning with clearly defined route and timing. 
Once it is determined that the trip risk is increased and unavoidable, Line Manager and 
Dispatcher shall ensure that: 

o A formal pre-trip briefing, if applicable, is held involving everyone involved in the journey 

o Potential driving hazards, especially dangerous intersections, are identified in advance, 
taking into consideration the terrain, weather, known dangerous routes, speed limits, 
holidays (especially those which involve fasting), etc. 

o Appropriate Company transport are assigned to the journey taking into account the 
hazards identified  

o Only Company approved drivers with valid certification are assigned for the type of 
Company transport to be used 

o Drivers and passengers are fully briefed on the journey: route, hazards, planned stops, 
etc. 

o Company transport is inspected using an appropriate checklist before the journey begins. 

o It may be necessary to take advise from Security Section to get information on the 
security condition of the route 
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c. Speed Limit 
All Company/Contractor/Sub-contractor drivers shall comply with the approved Company speed 
limits set in the specific operating area/ location as well as public road and may have to be 
lowered during adverse weather conditions. These limits will have been set following a local 
hazard identification assessment (see SHEMS Section 6.16 Traffic Regulation). 

 

On Company’s operating area, these speed limits will be clearly posted at all locations  

 
 Drivers shall always be aware of the speed, road condition and weather condition. A certain 
location may be used as mark of the speed by the driver and passenger(s). 
 

d. Night Driving 
Night driving is a journey that all or some part of it is conducted at night. 
  
All night trips at sites to outside Company location shall be approved by the line manager and 
local top manager before they begin.  Wherever night driving required, a site-specific night 
driving requirement shall be established based on the risk assessment. 
 

o It is strongly recommended that the safe stop point should be reached at no later than 
10pm to avoid the risks of “driving when normally asleep”. 

o Driver should have at least one companion to travel during night trip 
o Additional check shall be conducted to ensure that the vehicle may be use safely for 

night trip and driver is fit for the travel : 
o Head lights 
o Signal lamps 
o Brake condition 
o Tire condition, including spare tire readiness 
o Car emergency equipment (warning triangle, jack, tire kit, tool kit, flash light, 

fire extinguisher, first aid kit, etc) 
o Towing hook and sling (if necessary) 

o Additional information on road security shall be available from Security Section. 
 

e. Medical requirements 
All persons employed as drivers and persons regularly driving vehicles for Company business 
must be medically assessed to ensure that they have functional capacity to operate a vehicle 
safely. 
 

f. Driver’s Fitness and Alertness 
Drivers must not operate vehicles unless appropriately rested and alert. In particular: 

o Driver shall have adequate rest time prior to drive. A process shall be in place to check 
prior to each journey whether the driver is fit to drive.  

o Maximum duty hours for driver should be defined by site line management based on 
applicable regulations and standards. 

o Drivers must advise management when they have a disability or condition that could 
prevent them from driving safely. 

o Drivers shall have the right to refuse to drive when they feel that they are not fully rested 
or alert. 

o Drivers shall be informed on how to identify driver fatigue and alertness, and means of 
dealing with them.  
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o A safe location may be determined by Company for convenient stop especially for long 
hour journey / travel   

 
g. Driver Training 

 All Company drivers shall be trained in compliance with relevant Company manual  / 
procedures, including Defensive Driving Course. 

 
h. Contractor / Sub-contractor Driver Training 

100% compliance to section of the Company’s Contractor Safety, Health and Environment 
Management System (CSMS) and Project’s SHE plan shall be attained. 

 
i. Vehicle Accident / Incident Reporting 

All on-the-job incident / accident shall be immediately reported to the Superior / Company and 
shall be not later than the end of the Shift for shift work or when time permits not later than 1 x 
24 hours for any other jobs (see SHEMS Section 11.5 Incident Notification and 11.4.5 Spills). 
 

j. Substance Abuse 
Drivers shall not operate a vehicle while under the influence of alcohol, drugs, narcotics or 
medication that could impair the driver’s ability to safely operate the vehicle. 
 
Driving a Company transport while under the influence of alcohol or any drugs or narcotics, is 
strictly prohibited and subject to disciplinary action which may include termination of 
employment. 
 
Post accident test of alcohol or any drugs or narcotics, if applicable, should be carried out to the 
driver after vehicle accident occurred. 
 

k. Mobile Phone and Two-Way Commnuciation Device 
Driver is prohibited to use mobile phone and/or two-way communication devices in the 
following condition: 

o Operating a Company vehicle on public roadways. 
o Operating a personal vehicle on Company Business. 
o Operating a motor vehicle on Company Property, unless allowable areas and 

circumstances are designated by applicable work site rules and instructions (such as areas 
restricted from public access inside an operating facility or controlled area). 

 
The driver should safely park the vehicle before using mobile phone and two-way 
communication devices. 
 
The exception to this is for the use of two-way communication devices as part of convoy 
management if there is no front seat passenger available to assist, i.e. when escorting a heavy 
equipment vehicle or onshore drilling rig, or for use during emergency situation. Two-way 
communication uses in this circumstance should be kept to the minimum as necessary to 
communicate and control the hazards and risks of the journey being undertaken. 
 

l. Maintenance of Company Transport 
All Company transport and approved Contractor vehicles used for Company business shall be 
maintained and serviced on a regular basis. Necessary repairs shall be performed immediately in 
accordance with the manufacture’s manual. 
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m. Audit / Inspection 
Audit shall be implemented to assess compliance to this Journey Management Procedure.   
Inspection is conducted regularly using at minimum the pre-trip check-list and other inspection 
defined by the site specific journey management procedure.  
 

n. Reassigment and Temporary Assigment 
o The highest Company authority at site shall ensure that every work location has a specific 

plan addressing new arrivals (permanent transfers, temporary transfer and visitors).   
 

This plan shall be adhered to before the new person is allowed to drive a Company 
Transport.   As a minimum, the plan shall include an orientation briefing on local driving 
risks and verification of the person’s current driving training compliance.  

o A good example of this could be Jakarta based engineering or exploration staff visiting the 
field operations without attending Defensive Driving Training. 

o The plan shall address the particular case of persons transferred from a country where 
they were driving on the opposite side of the road. 

 
o. Regulatory requirements 

Company driver must observe the following government laws and regulations concerning 
driving: 

a. Have a valid driving license to operate the vehicle (SIM) (see SHEMS Section 6.17 Driving 
Certificate). 

b. Have appropriate health record. 
c. Have appropriate and valid car license (STNK) for the vehicle.  

 
p. Metrics 

To help track the total number of accidents and to provide for continuous improvement, 
Company have established a driving safety metric. Company Management may want to use 
additional metrics, such as cumulative safe driving distance, to encourage safe performance. 

a. Each department shall be responsible for monitoring the performance of its drivers. 
b. Line Management shall report the following statistics to SHE Department: 

 The total number of on-the-job vehicle accidents 

 The total distance driven (in miles) for the business  
c. Company shall track the percentage of driver training that has been completed for each 

category of driver. 
d. Company shall track the percentage of driving audits completed. 

 
SHE Department shall use the following formula to track its vehicle accident rates: 

 
Vehicle accident rate = Number of accidents x 1,000,000 km 
          Total km driven 

 
 

q. Vehicle (see SHEMS Section 6.18 Vehicle Regulation) 
 
q.1 General Safety Considerations 

 Vehicles shall be used for their designated function. Vehicles shall not be loaded beyond the 
manufacturer’s specified capacities.  
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 Any Company vehicle which has an obvious mechanical problem affecting the safe 
operation of the vehicle shall not be driven. 

 Transportation of hazardous materials must be done in accordance with applicable laws and 
regulations. 

 Luggage must be secured to prevent loose articles from flying into the passenger area. 

 The driver of each vehicle shall walk around his vehicle to promote awareness of hazards 
such as objects, people or other vehicles prior to driving.  During the walk-around driver 
shall observe the condition of the vehicle (tires, broken lights, etc.), and shall ensure 
windows, lights, and mirrors are clean to promote maximum visibility while driving. 

 Regular vehicle checklist shall be developed and maintained for each area. 

 Where possible, vehicles shall be reverse-parked. 

 No smoking is allowed while onboard vehicle. 
 
q.2 Seatbelt 

 The wearing of seat belts is mandatory and a condition of employment. Any persons in non-
compliance with this rule are liable to disciplinary action which could lead to dismissal. 

 Seat belts must also be worn in all cars that are operated by all persons and used on 
Company business.  The number of passengers shall be equal to number of seatbelts. 

 All Contractors and Sub-contractors drivers and passengers must comply with the wearing 
of the seat belt rule.  

 
q.3 Hand brake 

 Hand brake must be set whenever the vehicle is parked. 

 Additional stopper shall be used if the vehicle’s tire is being changed. 
 
q.4 Tire 

 Tires of the same construction (e.g., radial or steel-belted and size) shall be used on all 
wheels. 

 Tires shall be checked daily and inspected in accordances with the manufacture manual. 

 Car tires shall be replaced when tread depth decreases to minimum indicator level. 
 
q.5 Headrest 
 Headrest shall be used for front passenger and shall be adjusted to the proper height. 
 
q.6 Door - Lock 
 Car doors shall be locked at all times. 
 
q.7 Vehicle selection 
 The following procedures must be applied when choosing vehicles for Company business: 

 Vehicles with convertible, removable, or no tops must not be used. 

 Vehicle to be used on mud terrain must be four wheel drives (4WD). 

 Vehicle shall be equipped with Anti-lock Braking System (ABS). 

 The following equipment should be installed and securely fixed, where appropriate, on light 
duty vehicle. As a minimum, vehicles shall be equipped with the following: 
o Head rests  
o A basic radio type to receive any alerts e.g. Economic, Social and Political, road 

conditions 
o Air conditioner 
o Solar film coating (maximum 60% darkness) 
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o First Aid Kit 
o Fire Extinguishers of minimum 2 kg ABC class 
o Towing hooks/sling (nylon tow ropes must not be used) 
o Safety belts for the driver and passengers. 
o Tool kits to change the tire 
o Suitable spare wheel and tire 
o Disable vehicle marker (e.g. warning triangle) 
o Flash light. 

 

 Vehicle is recommended to be equipped with dual airbags or at minimum driver’s airbag. 

 Vehicle is recommended to be equipped with Global Positioning System (GPS). 
 

Where a risk assessment demonstrates that the risk of rollover due to terrain, a vehicle type or 
work condition is higher than normal, a properly engineered rollover protection device must be 
installed (internally or externally). 

 
 

6.2 Air Transport 
 
GENERAL 

 Employees shall take scheduled flight to travel for Company business. 

 Any non-scheduled flight or use of air transport with propeller (rotary) shall be assessed for 
their hazards and risks by SHE group. 

  

 DOMESTIC 

 All employees is strongly recommended to travel by Garuda Airways (the state owned 
airline company). However other reputable domestic providers such as Sriwijaya Air, Lion 
Air, Mandala and Air Asia might be used if there is no Garuda Airways flight services the 
route.  The use of any other airline shall be assessed by the Company. 

 

  INTERNATIONAL 

 Reputable providers shall be used to travel for Company business.  

 The approved airline company will be decided by the Company upon sufficient risk 
assessment. 

 
 

6.3 Water Transport 
 
GENERAL 

 Employees shall take scheduled water transportation to travel for Company business. 

 Any non-scheduled water transportion or special  boat shall be assessed for their hazards and 
risks by SHE department. 
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Attachment-1 LAND TRAVEL NOTICE FOR SPECIAL TRAVEL ARRANGEMENT 
 

LAND TRAVEL NOTICE : SPECIAL TRAVEL ARRANGEMENT (to be filled in by the Employee or Contractor who plans to conduct the journey) 

1. Name of Employee/Contractor:  

2. Cellular Phone Number:  

3. Email Address:  

4. Place of Destination:  
Approximate Distance (km): 
Travel duration (hours) : 
Estimated Time Departure : 
Estimated Time Arrival at Arrival : 

Address: 
 
 
 
Phone Contact # at Destination :  

5. Purpose of Travel: 

6. TRAVEL CHECK LIST  

 Can the task be completed by facsimile, telephone or email? [Yes/No] 

Can the task be rescheduled / combined with another one to be made  a safer time? [Yes/No] 

Can the task be done by another person available at the Place of Destination? [Yes/No] 

What is the main route? (Please mention names of cities/villages you will pass to reach the destination): 
 

What is the alternative route? Please mention another route in case the main route is not possible for you to pass: 
 

Do you know physical and Security condition of the routes? [Yes/No/Not Sure] 

What is the type of the vehicle (4WD/4 x 4, MPV, Microbus, SUV, Truck, Trailer, etc.)?  

Is the vehicle in the good or roadworthy condition (lightings, engine, brakes and clutch work properly and tires are in 
good condition, etc.)? 

[Yes/No/Not Sure] 

Does the vehicle have sufficient fuel and lubricant? [Yes/No/Not Sure] 

Is the vehicle equipped with necessary safety equipment and materials (seat belt, fire extinguisher, first aid kit, etc.) [Yes/No/Not Sure] 

Is the driver in a good physical condition (not sick, tired/fatigue, sleepy, etc.) and will be still in good condition after 
arrival? 

[Yes/No/Not Sure] 

Has the Driver had sufficient resting time? [Yes/No/Not Sure] 

Does the Driver have appropriate driving license (A, B1, B2)? [Yes/No/Not Sure] 

Know the location of Police Offices, Hospitals and Fuel Stations along the route? [Yes/No/Not Sure] 

Is it a Convoy Journey? .................................................................................................................................................. 
Consisting of how many vehicles? ................................................................................................................................. 
What are the types of vehicles?..................................................................................................................................... 
Is an escort required?..................................................................................................................................................... 

[Yes/No] 
……………… Vehicle(s) 
……………….. 
 [Yes/No] 

7. Drivers:  No. Name Mobile Phone # 

(may be described in an 
Additional attachment, if 
space not sufficient) 

   

   

   

8. Passengers:  No. Name Mobile Phone # 

(may be described in an 
Additional attachment, if 
space is not sufficient) 
 

   

   

   

   

9. Load/Cargo:  No. Name Quantity/Weight 

(may be described in an 
Additional attachment, if 
space is not sufficient) 

   

   

   

10. Important Notes from Employee or Contractor (to be filled in by Dispatcher) : 
 

11. Control Information (to Be Filled in by Driver) : 

Has Employee or Contractor arrived safely at Place of Destination? [Yes/No] 
If ‘Yes’,at when/what time? : If not, please put NOTES here for future record or further follow up: 
 
[E.g. if an incident (accident and near miss) had occurred or been found during the journey] 

This Notice is submitted by : 
Name (of Employee or Contractor):  
On (day/date): 
At (time): 
Signature : 

 

This Notice is received by Dispatcher : 
Name: 
On (day/date):  
At (time): 
Signature: 

 

 




